Penerapan Income Smoothing Dalam Perspektif

Akuntansi Syariah Dan Fikih Kontemporer by Khusniah, Widatul
PENERAPAN INCOME SMOOTHING DALAM PERSPEKTIF 







Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih 












“Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka 
jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari”. 
 







Saya persembahkan skripsi ini terutama untuk keluarga yang telah lama menantikan 
terselesaikannya kewajiban studi S1 saya. Tak lupa pula saya menyampaikan rasa 
terimakasih sebesar-besarnya kepada: 
 
Allah SWT, Sang Penggerak hati yang selalu memberikan petunjuk, Rahman, 
RahimNya. Rasa Syukur atas segala bentuk pendewasaan dalam hidup ini, Yaa 
Rabb. 
 
Keluarga, orang tuaku Kholil Isma’il dan Junda, Mertua dan Suami Efwan Hasby 
Rizaldy, serta Putra Kesayangan A. Zayn Raffasya. 
 
Dr. Aji Dedi Mulawarman, pembimbing skripsi yang telah susah payah memberikan 
saran-saran dan kritik membangun mengenai skripsi ini. 
 
Tempat berproses terbaik, Organisasi Asisten Dosen Akuntansi (OADA) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2016-2017. Terima kasih atas proses 
belajarnya. 
 
Para Informan, Baik Akademisi, Praktisi, dan Ulama’ yang bersedia memberikan 
informasi-informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
 
Teman-teman yang selalu membantu sampai akhir kelulusan dan yang memberikan 
dukungan dan semangat. Terima kasih atas pertanyaan ”Kapan Lulus?” 
 
Dan untuk anda−para pembaca−, karya tulis ini tak akan pernah bermakna jika tak 
pernah dibaca. Maka peneliti sampaikan terima kasih telah meluangkan waktu 
untuk membaca karya sederhana ini. 
 





Skripsi dengan judul: 
PENERAPAN INCOME SMOOTHING DALAM PERSPEKTIF 
AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER 
Yang disusun Oleh:  
Nama : Widatul Khusniah 
NIM : 145020300111005 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan : Akuntansi 
Konsentrasi  : Akuntansi Syariah 
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Mei 2021 dan 










Malang, 20 Mei 2021 
Ketua Program Studi S1 Akuntansi 
 
Dr. Dra. ARUM PRASTIWI, M.Si.,Ak. 
 NIP. 196707142005012001 
SUSUNAN DEWAN PENGUJI 
1. Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.  
NIP. 196912312009121002   
(Dosen Pembimbing)     
2. Dr. Drs. Rosidi , Ak., MM. 
NIP. 195403121984031001 
(Dosen Penguji I)     ………………………. 
3. Devy Pusposari , SE., M.Si., Ak. 
NIP. 197511052003122001 








Skripsi dengan judul: 
PENERAPAN INCOME SMOOTHING DALAM PERSPEKTIF 
AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER 
 
Yang disusun Oleh: 
Nama : Widatul Khusniah 
NIM : 145020300111005 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan : Akuntansi 
Konsentrasi  : Akuntansi Syariah 
 










Ditetapkan di Malang 
Pada Tanggal : 03 Mei 2021 







Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Widatul Khusniah 
NIM : 145020300111005 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan : Akuntansi 
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: 
 
 
PENERAPAN INCOME SMOOTHING DALAM PERSPEKTIF 
AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER 
 
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari 
Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan 
gelar kesarjanaannya) 
 






















Pasuruan, 17 Maret 1995 
Islam 
Komp. Griya Mertapada Asri Blok D No.8 RT/RW 001/006 Mertapada Wetan 




FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUNDS 
 S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 
Malang 2014-2021 
 MAN Insan Cendekia Serpong 2011-2014 
 MTs Al-Yasini Wonorejo Pasuruan 2008-2011 
 SDN Kebotohan Keraton Pasuruan 2001-2007 
 TK PGRI Kebotohan Keraton Pasuruan 2000-2001 
 
NON FORMAL EDUCATIONS AND TRAININGS 
 Professional Competency Training and Assessment Microsoft Office 
Desktop Application by Trust Training Partners, Microsoft Learning Partner 




 Pelatihan Dasar Audit dalam rangkaian kegiatan workshop audit dan Post test 
audit Universitas Brawijaya 2018 (Lulus) 
 Introduction to SAP® ERP class supported by SAP® ERP as offered by 
Department of Accounting-Faculty of Economics and Business 2015/2016 
 TOEFL Preparation at Excellent Program by Economics and Business 
Faculty Brawijaya University 2014, Total Prediction Score 460 
 English Explosion Learning Center (Excellent Program), Faculty of 
Economics and Business, University of Brawijaya Malang 2014, Score 79 
 
SCHOLARSHIP 
 Beasiswa Bidikmisi Tahun 2014-2018 
 Beasiswa Kementrian Agama Tahun 2011-2014 
 
INTERNSHIP 
 PT HOLLAND FOR WATER: Bagian Administrasi dan Keuangan, serta 
Werehouse Tahun 2017 
 
ORGANIZATIONAL EXPERIENCE 
 Staff Divisi Kewirausahaan Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi 
Universitas Brawijaya. (2016) 
 Sekretaris Divisi Kewirausahaan Organisasi Asisten Dosen Jurusan 
Akuntansi Universitas Brawijaya. (2017) 
 Divisi Administrasi dan Bendahara Acara Upgrading dan Communication 
Skill Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. 
(2016) 
 Koordinator Divisi Konsumsi Acara Open Recruitment  Organisasi Asisten 
Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2017) 
 Koordinator Divisi Konsumsi Acara Training Organisation Organisasi 
Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2017) 






 Tutor  Organisasi Asisten Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Brawijaya Tahun  2016-2017 





Bahasa Indonesia (Native) 
English (Good) 
Computer Skills : 






 Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penerapan 
Income Smoothing Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Dan Fikih 
Kontemporer”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas brawijaya. 
Tak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada 
berbagai pihak yang membantu selama proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya: 
1. Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA., selaku dosen pembimbing yang 
telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam 
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Nurkholis, M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 
3. Bapak Dr. Roekhudin, Ak., CSRS., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 
4. Keluarga terkasih yang senantiasa memberi doa dan motivasi 
5. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi. 
Demikian yang penulis sampaikan, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat 
bagi banyak pihak, khususnya dalam bidang keilmuan akuntansi. 
 









PENERAPAN INCOME SMOOTHING DALAM PERSPEKTIF 





Dosen Pembimbing: Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik income smoothing yang banyak 
dilakukan saat ini, tidak peduli entitas yang berlabel syariah maupun konvensional. 
Nyatanya, konsep dan teori akuntansi terlebih lagi regulasi yang digunakan masih 
mengakomodir kepentingan terbatas dan mengarah kepada manipulasi laporan 
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan akuntansi syariah 
dan fikih terhadap implementasi income smoothing di entitas syariah dan 
konvensional. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB 
Niaga Cabang Kota malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif dengan analisis komparatif. Data penelitian dikumpulkan 
melalui wawancara terhadap Akademisi, Praktisi, dan Ulama serta studi literatur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan income smoothing masih sarat 
akan tadlis dan gharar. Terbukti dari implementasinya baik dalam entitas syariah 
atau konvensional di Indonesia masih mempunyai kesamaan logika yaitu self 
interest. Implikasinya, Akuntansi syariah mengenai income smoothing yang 
tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 
masih memiliki celah penyimpangan syariah sehingga dalam praktiknya lebih baik 
tidak dilakukan. Lebih jauh lagi, konsep tazkiyah perlu diterapkan, baik dalam 
tataran teoritis maupun praktis mengenai income smoothing yaitu dengan cara 
berfokus melakukan upgrading diri dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah 
sehingga terbentuk karakter pebisnis yang jujur, amanah, dan transparan 
melaporkan hasil bisnisnya tanpa ada unsur penipuan di dalamnya. 
 










THE IMPLEMENTATION OF INCOME SMOOTHING IN THE 






Supervision: Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. 
 
This research is initiated by the practice of income smoothing by both sharia and 
conventional entities. The accounting concepts and theories, not to mention the 
regulations used, still accommodate limited interests and lead to financial statement 
manipulation. This study aims to determine the sharia and accounting fiqh 
perspectives on the implementation of income smoothing in sharia and 
conventional entities, conducted in Bank Muamalat Indonesia and CIMB Niaga 
Malang Branch. This study employs descriptive qualitative with comparative 
analysis. The data are collected through interviews with academics, practitioners, 
and Ulama’, and literature studies. The results reveal that the implementation of 
income smoothing is evidently regarded as tadlis and gharar practice as it is based 
on the self-interest logic. It implies that income smoothing in sharia accounting 
embodied in the fatwa of the National Sharia Council No. 87/DSN-MUI/XII/2012 
allows sharia deviations, thus it is strongly recommended to avoid the practice. As 
such, it is necessary to apply the concept of tazkiyah where one’s fear of God and 
moral upgrades lead them to be an honest, trustworthy businessman who 
transparently report their business financial without committing fraud. 
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1.1 Latar Belakang 
Salah satu fungsi utama laporan keuangan yang tertera dalam kerangka dasar 
penyusunan dan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang 
lengkap mengenai kinerja perusahaan menyangkut posisi keuangan, informasi laba, 
arus kas, dan perubahan modal perusahaan. Informasi-informasi ini sangat berguna 
bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan terutama 
informasi mengenai laba. Laba dianggap sebagai informasi potensial dalam laporan 
keuangan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal dalam menilai 
kinerja manajemen, estimasi kemampuan mengahasilkan laba dalam jangka 
panjang, dan menaksir risiko investasi atau peminjaman dana. Melihat pentingnya 
informasi mengenai laba ini, tidak jarang dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan manajemen melakukan metode akuntansi dengan tujuan yang 
berhubungan dengan pencapaian laba perusahaan. Tindakan menajemen dalam 
memilih metode akuntansi untuk tujuan tertentu inilah yang disebut manajemen 
laba (Rachmawati, et.al, 2006). 
Manajemen laba merupakan produk yang lahir dari suatu agency theory yang 
lebih identik dengan paham kapitalisme dalam bisnis. Kelahiran agency theory 
sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemikiran kaum profesional kapitalis untuk 
mengurangi konflik dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak dengan tujuan 
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari kontrak tersebut.  Teori ini 





lebih dikenal dengan teori akuntansi positif dalam suatu realitas yang berhubungan 
dengan keagenan yaitu hubungan antara principal (pemilik perusahaan) dan agent 
(manajemen) (Scott, 2003). Manajemen sebagai penerima kerja harus melaporkan 
tanggung jawab atas dana yang telah diamanatkan kepadanya, sedangkan pihak 
principal sebagai pemberi kerja atau pemberi amanah memberikan kompensasi atas 
apa yang telah dilakukan oleh manajemen dengan insentif baik berupa fasilitas 
finansial maupun non finansial. Perbedaan persepsi dan sikap mengenai pemberian 
informasi yang akan digunakan untuk pemberian insentif dari kedua pihak yang 
mengadakan hubungan tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan suatu 
masalah. Di sisi lain sebagai agen, manajer secara moral bertanggungjawab untuk 
mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan 
memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua 
kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak 
berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 
dikehendaki. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 
perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat melalui pengungkapan 
informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting 
bagi pengguna eksternal, terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi 
paling besar ketidakpastiannya. Salah satu bentuk tindakan manajemen untuk 
mewujudkan tanggungjawabnya adalah tindakan perataan laba (income 
smoothing).  
Praktik income smoothing ini bisa dilakukan dengan cara penentuan waktu 





dilaporkan sesuai dengan yang diinginkan dari suatu periode ke periode berikutnya. 
Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai 
cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap tindak lanjut para 
pengguna informasi yang bersangkutan. Tindakan manajemen untuk melakukan 
perataan laba umumnya didasarkan atas berbagai alasan diantaranya untuk 
memuaskan kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan 
sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki risiko 
ketidakpastian yang rendah, menaikkan harga saham perusahaan sehingga lebih 
mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur dan menarik investor, dan untuk 
memuaskan kepentingan manajer, seperti mendapatkan kompensasi dan 
mempertahankan posisi jabatan. 
Adanya tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba di 
perusahaan telah menimbulkan sejumlah skandal dalam pelaporan keuangan 
perusahaan. Skandal pelaporan keuangan telah menjadikan kekhawatiran tersendiri 
bagi para pengguna laporan keuangan. Adanya laporan yang disajikan dengan 
tujuan untuk mengelabui para pengguna menyebabkan tidak transparannya suatu 
laporan keuangan perusahaan. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti 
kasus salah saji laporan keuangan yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk 
(Sulistiawan, 2011). Pada tahun 2002 ditemukan penggelembungan laba bersih 
pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tahun buku 2001. Hal tersebut berawal 
dari temuan akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) soal 
ketidakwajaran dalam laporan keuangan kurun semester I tahun 2001. Mark up 





99,6 milyar ditulisnya Rp. 132,3 milyar, dengan nilai penjualan bersih Rp. 1,42 
trilyun. Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang 
kasus PT. Kimia Farma dan berhasil memperoleh buktinya. Sesuai pasal 5 huruf N 
UU no. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal maka Direksi lama PT. Kimia Farma 
periode 1998 sampai dengan Juni 2002 diwajibkan membayar denda sejumlah Rp 
1 milyar untuk disetor ke kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek 
penggelembungan atas laporan keuangan Per 31 Desember 2001. Selain kasus 
tersebut, PT Lippo Tbk juga pernah mengalaminya (Nurseto, 2009). Kasus ini 
berawal dari deteksi adanya manipulasi dalam laporan keuangan Per 30 September 
2002 yang diterbitkan perusahaan tersebut. Akibatnya, reputasi akuntan publik jadi 
tercoreng di mata masyarakat, dan para investor mulai meragukan informasi berupa 
laporan keuangan yang disajikan manajemen. Kasus serupa juga dialami PT. Agis, 
Tbk, dimana manajemen perusahaan melakukan fraudulent financial reporting 
terhadap Laporan Keuangan Per 31 Maret 2007 berupa penyajian keuangan yang 
tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya sehingga mempengaruhi harga efek 
perusahaan di bursa efek. Pihak direksi PT. Agis, Tbk yang terlibat dalam kesalahan 
tersebut telah dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya 
(www.tempo.com, 2012). Tidak hanya berkaca pada kasus-kasus tersebut, 
penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2002) terhadap bank konvensional go 
public ternyata memang mempraktikkan manajemen laba dengan menggunakan 
teknik perataan laba. 
Lantas yang menjadi menarik yaitu mengenai pandangan akuntansi syariah 





Penelitian yang dilakukan oleh Padmantyo (2010) menyebutkan bahwa meskipun 
secara teoritis perbankan syariah melakukan operasi sistem bagi hasil, tetapi dalam 
praktiknya terdapat kemungkinan bahwa bank syariah melakukan kebijakan 
manajemen laba yaitu smoothening of profit and lost sharing deposit returns 
dengan cara insentif berupa return kepada IAH atau Investment Account Holder 
yang menyamai nilai pasar dengan patokannya atau benchmark. Selain itu, 
kebijakan ini juga sering dilakukan dengan cara manajemen bank membentuk dana 
cadangan yang diambil dari porsi alokasi IAH dari periode akuntansi. Praktik ini 
juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Cahyati (2013) 
yang menyebutkan bahwa bank syariah melakukan manajemen laba dalam laporan 
keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil Discretionary Accrual selama dua tahun 
yang bernilai positif dan negatif. Nilai Discretionary Accrual yang telah dianalisis 
dalam 11 bank syariah tersebut masih berkisar dibawah angka 0 (nol). Hal ini berarti 
bank syariah melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba yang 
mengindikasikan bahwa bank syariah membentuk suatu cadangan. Akan tetapi, 
tidak serta merta praktik income smoothing ini dikatakan menyalahi aturan 
mengingat bahwa terdapat fatwa yang mengatur mengenai perataan laba yaitu fatwa 
DSN-MUI NO. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan 
(Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga. DSN MUI juga berpendapat bahwa ada 
kondisi-kondisi tertentu yang membuat income smoothing menjadi tidak 
diperbolehkan, seperti pencadangan keuntungan pada saat keuntungan riil berada 
di bawah keuntungan yang diproyeksikan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji 





penyampaian fatwa tersebut. Mengingat bahwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 
Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang ditugaskan 
untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya 
perbankan, dijalankan secara maksimal dengan membawa ketinggian nama Islam, 
maka, yang menjadi pertanyaan adalah apakah fatwa mengenai income smoothing 
ini sudah mengakomodir dari pemenuhan prinsip syariah tersebut?  
Kenyataan yang penulis paparkan di atas seolah membantah persepsi 
masyarakat yang menunjukkan anggapan bahwa praktik antara akuntansi 
konvensional dan akuntansi syariah berbeda. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan 
perbankan syariah yang ada sekarang masih mengadopsi pendekatan-pendekatan 
akuntansi positif seperti konvensional. Seperti yang dikemukakan oleh 
Mulawarman (2013) yang menyatakan bahwa Predictor ekonomi Islam/Syariah 
masih menggunakan Positivistic Aprouch yang mengedepankan matematis dan 
kuantitatif serta Outward Looking.  Positivistic Aprouch ini menurut Mulawarman 
(2013) hanya mengedepankan  model: to explain and to predict. Dalam model ini 
ekonomi islam baik dalam domain akuntansi syariah maupun bisnis syariah masih 
mengedepankan logika pertumbuhan (kinerja) hanya didasarkan pada prediksi dan 
proyeksi statistik semata.  Implikasinya, bisa terlihat pada laporan keuangan yang 
dipublikasikan tiap tahun akan menunjukkan angka-angka yang menakjubkan yang 
membuat persepsi investor mengenai kinerja perusahaan yang mengagumkan 
sesuai yang diproyeksikan dan ditargetkan oleh perusahaan (dalam hal ini 
perbankan syariah). Dalam konteks income smoothing ini, maka perusahaan akan 





yang stabil untuk memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan tersebut 
minim risiko. Sehingga investor akan sangat mungkin dibuat terkesima melihat 
laporan keuangan yang disajikan dan kemudian berinvestasi di perusahaan tersebut. 
Namun, apakah angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut hanya 
‘semu’ atau memang ‘real’ itu tidak menjadi perhatian utama dari investor maupun 
pengguna laporan keuangan lainnya. Maka yang menjadi pertanyaan besar dari 
kenyataan ini adalah bagaimana sesungguhnya implementasi yang ada di kedua 
perbankan yang penulis paparkan tersebut? Oleh karena itu peneliti mengambil 
objek penelitian Bank Muamalat KC Malang dan CIMB Niaga KC Malang untuk 
memperoleh kejelasan informasi mengenai implementasi income smoothing pada 
masing-masing kategori bank syariah dan konvensional. Bank Muamalat Indonesia 
merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam 
operasionalnya sehingga bank ini dianggap menjadi role model dalam menerapkan 
transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Di sisi lain, Bank CIMB Niaga 
merupakan bank dengan cabang ritel di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia 
(www.cimbniaga.co.id), sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara 
holistik mengenai topik penelitian ini. 
Pada dasarnya penelitian-penelitian mengenai topik income smoothing ini 
sudah pernah di lakukan (lihat tabel 2.2), akan tetapi tidak secara holistik 
memberikan analisis komparasi antara praktik di perbankan syariah dan 
konvensional. Selain itu, objek dari penelitian ini juga berbeda dari penelitian 
sebelumnya. Di sisi lain dilihat dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat pro 





mengambil perspektif fikih untuk menganalisis fenomena praktik income 
smoothing sebagai wujud pemurnian pemahaman terhadap tujuan syariah itu sendiri 
(maqashid as-syar’iyah) dengan tujuan memperoleh kejelasan hukum dari praktik 
yang terjadi.   
Selain itu, praktik income smoothing ini merupakan praktik muamalah dalam 
hukum islam sehingga harus menggunakan fikih dalam mengambil suatu hukum. 
Kaidah fikih menyebutkan (Djazuli, 2010) bahwa “al ashlu fil mua’malati al 
ibahah hatta yadullu ad dhalilu ‘ala tahrimiha” yang artinya hukum asal dalam 
urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini 
berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada 
ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an 
maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Efek 
yang timbul dari kaidah fikih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang 
sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, ini juga bisa jadi berarti 
suatu transaksi yang baru muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah 
Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut dianggap diperbolehkan, selama 
transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam. 
Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya fikih 
memandang praktik income smoothing yang menjadi objek penelitian?  
Kondisi dan kenyataan-kenyataan yang mengarah pada pertanyaan-
pertanyaan besar tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti.  Oleh karena 
itu, peneliti melakukan penelitian pada bank syariah dan konvensioanl untuk 





perspektif akuntansi syariah, baik itu regulasi maupun treatment akuntansinya. 
Lantas dilakukan kajian fikih terhadap praktik yang ada dengan berpegang teguh 
pada kerangka tauhid untuk menghasilkan ide dan desain mengenai praktik income 
smoothing yang sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti 
membuat suatu penelitian yang berjudul “Penerapan Income Smoothing dalam 
Perspektif Akuntansi Syariah dan Fikih Kontemporer” untuk menemukan kepastian 
hukum income smoothing tersebut. 
1.2 Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan income smoothing pada perusahaan syariah dan 
konvensional? 
2. Bagaimana pandangan akuntansi syariah dan fikih terhadap income 
smoothing? 
3. Bagaimana grand desaign penerapan income smoothing yang sesuai 
maqashid syariah? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui penerapan income smoothing di perusahaan syariah dan 
konvensional. 
2. Mengetahui pandangan akuntansi syariah terhadap income smoothing. 






1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, 
sebagai berikut : 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian 
selanjutnya dan dapat memperkaya literatur tentang praktik income smoothing 
dengan memperhatikan kesesuaian nilai-nilai Islam dalam akuntansi syariah. Selain 
itu penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada Tuhan, 
manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali 
pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat 
membangkitkan kesadaran keTuhanan. Akuntansi syariah diharapkan tidak semata- 
mata berorientasi terhadap keuntungan, tetapi juga memajukan kesejahteraan 
sosial. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi: 
1. Akuntan dan Investor 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi profesi 
akuntan dan investor untuk menambah wawasan mengenai praktik manajemen laba 
agar dapat menegakkan perilaku etis (kebenaran, kejujuran, dan keadilan) dalam 
laporan keuangan, yang tidak hanya mementingkan utilitas manajer tetapi juga 
melihat dari kepentingan seluruh stakeholders yaitu Tuhan, manusia, dan alam yang 
sesuai dengan spirit Islam. Spirit Islam dalam manajemen laba dilakukan dengan 





bersifat materi tetapi juga utilitas non materi, sehingga upaya memaksimalisasi 
keuntungan sebagai sebagai satu-satunya tujuan manajemen laba. 
2. Pembuat Standar 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pembuat standar 
akuntansi syariah dalam dalam rangka merekonstruksi ulang sistem akuntansi 
syariah yang ada di Indonesia khususnya, agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
3. Umat Muslim 
Penelitian ini diharapkan ikut menambah khasanah ilmu yang dapat dijadikan 
landasan berpikir umat muslim yang kritis dan rasional dengan berpijak pada nash-
nash syara’ dan ikut andil dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat 
muslim di dunia. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang 
diambil, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, BATASAN PENELITIAN, DAN 
KERANGKA BERFIKIR 
Bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta 
hasil penelitan terdahulu tentang manajemen laba, income smoothing, dan 
pandangan akuntansi syariah serta fikih kontemporer mengenai income smoothing. 
Dalam bab ini juga dikemukakan mengenai batasan penelitian dan kerangka 





BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara 
operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian keempat berisi pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis 
deskriptif dari objek penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian 
serta pembahasan yang memaparkan hasil dari keseluruhan penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian 






TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini mengadopsi dari beberapa teori akuntansi yang sudah ada yaitu 
sebagai berikut : 
2.1.1 Agency Theory 
Agency theory lahir sekitar tahun 1970-an yang digagas oleh pakar-pakar 
akuntansi Amerika Serikat. Hal ini berawal dari adanya bentuk perusahaan yang 
memisahkan dengan tegas antara kepemilikan perusahaan dengan kontrol atau 
dengan kata lain ada pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dengan pihak 
manajemen. Semakin rumit dan besarnya suatu perusahaan membuat pihak pemilik 
tidak bisa secara intensif mengelola perusahaannya, sehingga meminta pihak 
manajemen untuk mengelola kelangsungan hidup perusahaan dalam usahanya 
mendapatkan profit. Selanjutnya manajemen dianggap sebagai "Agent” dan pemilik 
dianggap sebagai "Principal". Hubungan tersebut oleh banyak ahli disebut dengan 
hubungan keagenan (agency relationship). 
Asumsi dasar dari Agency Theory adalah bahwasanya pihak-pihak yang ada 
dalam hubungan keagenan tersebut adalah individu-individu yang berusaha untuk 
memaksimalkan tingkat kepuasan/kepentingan masing-masing melalui sumber 
dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak atau utility maximisers 
(Kiswara, 1999). Konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam agency 





Asumsi yang dipakai dalam Agency Theory sebenarnya merupakan perefleksian 
dari ideologi kapitalisme. Marx dalam bukunya Capital volume III, telah memberi 
suatu pandangan bahwa adanya suatu pemisahan yang tegas antara kepemilikan 
dengan kontrol dalam perusahaan merupakan transformasi dari nilai-nilai 
kapitalisme. Marx seperti yang dikutip Roslender (1992) mengatakan: 
The actually functioning capitalist [is transformed] into a mere manajer, 
administrator of other people's capital and the owner of capital into 
mere owner, a mere money capitalist. The total profit (for salary of the  
manajer is, or should be simply the wage of a specific type of skilled 
labour) is henceforth.   Mere compensation for owning capital that now 
is divorced from the function in the actual process of reproduction, just 
as this function in the person of the manajer is divorced from ownership 
of capital. 
 
Asumsi tersebut memberikan alasan bagi principal sebagai pemilik 
perusahaan untuk tidak mempercayai komitmen agen dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan kepentingan terbaik dari principal. Sehingga principal 
demi menjaga kekayaan yang ada dalam otoritas agen akan membuat batasan agar 
manajemen sebagai agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan principal atau 
paling tidak mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh agen terhadap 
kepentingan principal. Dalam hal ini principal dapat melakukan tiga hal yang 
berkaitan dengan kebijakan yang dibuat untuk menjamin dilaksanakannya segala 
amanah yang telah didelegasikan kepada agen salah satunya dengan ancaman 
pengambil alihan, pemecatan, dan program insentif dengan berdasarkan prestasi 
kerja agen. 
Sementara di sisi lain dalam konsepsi Islam diberikan suatu kejelasan 
mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer 





hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan 
tunggal atas kuasa Ilahi. Triyuwono (1997) menjelaskan bahwa amanah adalah 
sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai 
dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat 
amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang 
diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan 
baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. 
Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. 
Kekuasaan Tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi atau 
khalifatullah fil ardh. Merujuk apa yang diutarakan oleh Triyuwono diatas, berarti 
nilai kemutlakan yang muncul dalam interaksi antara pengamanah dan yang diberi 
amanah adalah semata-mata atas kuasa Illahi. Dengan kata lain ketika terjadi suatu 
kontrak antara manajer (Agent) dengan pemilik (Principal) maka esensi yang terjadi 
pada kedua belah pihak bahwa mereka sama-sama mengemban amanah atas suatu 
kepemilikan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka sebagai bentuk 
manifestasi atas fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Dalam hubungannya 
dengan eksistensi manusia sebagai tersebut diatas, maka tujuan utama dari 
keberadaan manusia adalah sebagai pengemban amanah sehingga implikasinya 
dalam konteks hubungan antara manajer dan pemilik dalam konsepsi Islam tidak 
ada alasan untuk mengarahkan tujuan tersebut ke dalam kekuasaan nafsu untuk 
mengejar keuntungan belaka. 
Pemaparan mengenai agency theory di atas memberikan pemahaman bahwa 





mengenai hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer bisa dilihat 
pada pusat orientasinya. Perspektif akuntansi konvensional lebih menitikberakan 
pada pemaksimalan kepuasan masing-masing individu sedangkan perspektif 
akuntansi syariah lebih menitikberatkan pada Tuhan sebagai pemilik segala yang 
ada di muka bumi ini. 
2.1.2 Manajemen Laba 
Menurut Sugiri (1998) dalam Sutami (2012) mendefinisikan manajemen laba 
dalam arti sempit merupakan tindakan yang berkaitan dengan pemilihan metode 
akuntansi yang dilakukan oleh manajemen untuk tujuan pelaporan laba. Secara 
lebih luas manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 
(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha yang menjadi 
tanggung jawab manajer tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) 
profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. Healy and Wahlen (1999) 
dalam Faradila dan Ari (2013) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika 
manajer menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan 
transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholders 
tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang 
berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi. Berdasarkan 
definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa manajemen laba 








2.1.2.1 Klasifikasi dan Bentuk Manajemen Laba 
Menurut Hery (2009) dalam Faradila dan Ari (2013) manajemen laba dapat 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu operating manipulations dan accounting 
manipulations. Operating manipulations terkait dengan tindakan mengubah 
keputusan operasional yang memengaruhi aliran dana dan pendapatan bersih untuk 
satu periode. Contoh manipulasi operasi antara lain: memasukkan pengeluaran 
periode mendatang ke dalam periode ini karena laba periode ini telah mencapai 
target, menawarkan diskon penjualan yang menarik pada akhir tahun untuk 
menaikkan laba, dan mempercepat produksi barang dengan lembur agar dapat 
dikirim sebelum akhir tahun. Accounting manipulations terkait dengan penggunaan 
fleksibilitas dalam metode akuntansi untuk mengubah besarnya laba. Contoh 
manipulasi akuntansi antara lain: tidak mencatat pembelian barang yang diterima 
akhir tahun sampai tahun depan, membayar di muka pengeluaran tahun depan dan 
mencatatnya sebagai pengeluaran tahun ini, dan meminta pemasok agar tidak 
mengirimkan tagihan akhir tahun sampai tahun depan. 
Menurut Siregar, dkk (2005) dalam Subani (2009) terdapat empat bentuk dari 
manajemen laba, yaitu: 
1. Taking a big bath, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak 
menguntungkan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara 
mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan 
kerugian pada periode berjalan. 
2. Income minimation, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas 





Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebasan pengeluaran iklan, riset 
dan pengembangan yang cepat dan sebagainya. 
3. Income maximization yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus 
yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu 
pelanggaran kontrak utang jangka pendek, manajer perusahaan tersebut 
akan cenderung untuk memaksimalkan laba. 
4. Income smoothing merupakan bentuk manajemen laba yang dilakukan 
dengan cara menaikkan dan menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi 
laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko 
tinggi. 
2.1.2.2 Teknik-Teknik Manajemen Laba 
Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen laba seperti diuraikan 
Mulford dan Comiskey (2010) dalam Faradila dan Ari (2013) yaitu: 
Tabel 2.1 
Teknik-Teknik Manajemen Laba 
No. Teknik Tujuan 
1. Mengubah metode 
depresiasi 
Perusahaan dapat mengurangi beban depresiasi untuk 
menaikkan laba periode berjalan, misalnya mengubah 
metode saldo menurun berganda ke metode garis lurus. 
2. Mengubah umur 
harta 
Perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi dan 
amortisasi untuk menaikkan laba periode berjalan 
dengan memperpanjang umur harta. 
3. Mengubah nilai sisa 
harta 
Perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi untuk 
menaikkan laba periode berjalan dengan memperbesar 
nilai sisa harta. 
4. Menetapkan 
cadangan piutang tak 
tertagih 
Perusahaan dapat memperkecil biaya piutang tak 
tertagih untuk menaikkan laba periode berjalan dengan 













Menetapkan cadangan kewajiban jaminan garansi yang 
kecil agar perusahaan dapat memperkecil biaya jaminan 
garansi unntuk menaikkan laba periode berjalan. 
6. Menentukan adanya 
kerusakan harta 
Perusahaan dapat membebankan kerugian pada periode 
berjalan untuk menyimpan laba periode berjalan sebagai 
simpanan laba periode-periode mendatang atau 
menangguhkan beban periode sebelumnya. 





Menetapkan persentase penyelesaian yang besar agar 
perusahaan dapat mengakui pendapatan lebih besar 




Menurunkan jumlah persediaan yang seharusnya 
dihapuskan agar perusahaan dapat mengurangi beban 
tahun ini untuk menaikkan laba periode berjalan 
9. Mengakui 
pendapatan atas 
pengiriman barang ke 
kantor perwakilan 
Dengan mengakui pendapatan atas pengiriman barang 
ke kantor perwakilan yang sebenarnya belum terjual, 
perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk 
menaikkan laba periode berjalan. 
10. Tidak menutup 
periode akuntansi 
Dengan tetap membuka periode akuntansi, perusahaan 
masih tetap dapat mencatat penjualan periode berikutnya 
untuk menaikkan laba periode berjalan. Teknik ini 
biasanya dilakukan dengan memundurkan tanggal pada 
komputer 




Dengan mengakui penjualan barang yang belum dikirim, 
perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk 
menaikkan laba periode berjalan 
12. Menilai terlalu tinggi 
persediaan akhir 
Dengan menilai terlalu tinggi persediaan, perusahaan 
dapat mengurangi harga pokok penjualan untuk 
menaikkan laba periode berjalan. 
13. Memalsukan umur 
piutang 
Perusahaan dapat mengurangi beban piutang tak tertagih 
tahun ini untuk menaikkan laba periode berjalan. 
Sumber: JRAK Vol. 4 No.1 Analisis Manajemen Laba Perbankan Syariah, 2013. 
2.1.2.3 Motivasi Manajemen Laba 
Menurut Siregar, dkk (2005) dalam Subani (2009) motivasi perusahaan dalam 






1. Bonus Scheme (rencana bonus) 
Manajer-manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan 
memaksimalisasikan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka agar 
dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya. 
2. Debt Covenant (kontrak utang jangka panjang) 
Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori akuntansi 
positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian utang 
maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat 
memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat 
mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak. 
3. Political Motivation (motivasi politik) 
Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung 
menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode 
kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan 
dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi. 
4. Taxation Motivation (motivasi perpajakan) 
Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan 
mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan 
maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan 
kepada pemerintah. 
5. Pergantian CEO 
CEO yang akan habis masa penugasannya (pensiun) akan melakukan 





dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, ia akan cenderung 
memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya. 
6. Initial Public Offering (penawaran saham perdana) 
Saat perusahaan go public, informasi keuangan yang ada dalam 
prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat 
dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk 
mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan 
laba yang dilaporkan. 
2.1.3 Income Smoothing 
Income smoothing merupakan bentuk manajemen laba yang dilakukan 
dengan cara menaikkan dan menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang 
dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi. Berikut 
akan dipaparkan mengenai jenis dari Income smoothing dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi tindakan Income smoothing. 
2.1.3.1 Jenis Income smoothing 
Subekti (2005) dalam Agustianto (2014) mengemukakan bahwa tindakan 
perataan laba dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: 
1. Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi 
(smoothing through event strategic management occurance or 
recognition). Perataan laba dilakukan dengan cara mengatur waktu 
transaksi aktual sehingga dapat mengurangi fluktuasi pendapatan yang 
dilaporkan. Perataan laba dalam dimensi ini dilakukan untuk mengurangi 





menentukan waktu pengakuan beberapa peristiwa. 
2. Perataan melalui alokasi waktu (smoothing through allocation over time). 
Manajemen memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan atau 
beban dalam periode keuangan yang berbeda dalam rangka melakukan 
perataan laba. 
3. Perataan laba melalui klasifikasi (classificatory smoothing). Manajemen 
perusahaan melakukan perataan laba dengan cara mengklasifikasikan 
item-item dalam laba (extra-ordinary items atau ordinary items) untuk 
menimbulkan kesan yang lebih merata pada laporan keuangan yang 
dilaporkan. 
2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tindakan Income smoothing 
Faktor yang mempengaruhi tindakan Income smoothing sebagaimana 
diungkapan oleh Agustianto (2014) diantaranya: 
1. Aspek Manajerial 
Perataan laba (income smoothing) terkait erat dengan konsep manajemen laba 
(earnings management). Manajemen laba merupakan area yang paling 
kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Perataan laba (income 
smoothing) sebagai salah satu upaya manajemen laba ini dapat dilihat dari dua sisi, 
pertama, manajemen laba dapat diartikan sebagai perilaku oportunistik manajer 
untuk memaksimumkan kepentingannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 
kontrak hutang, dan political cost (opportunistic earnings management). Kedua, 
manajemen laba dapat dipandang dari perspektif efficient contracting (efficient 





untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-
kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam 
kontrak (Scott, 2003). 
2. Aspek Akuntansi 
Aspek ini lebih menekankan pada penggunaan teori akuntansi dalam 
mengamati perilaku manajemen untuk mempraktikkan perataan laba. Teori yang 
sering digunakan dalam mengamati praktik dari aktor perusahaan adalah teori 
akuntansi positif yang menyatakan bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator 
atau politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas 
mereka secara langsung terkait dengan kompensasi mereka. Pilihan kebijakan 
akuntansi oleh kelompok-kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan 
manfaat relatif prosedur akuntansi alternatif dalam memaksimumkan utilitas 
mereka. 
2.1.4 Esensi dan Konsepsi Akuntansi Syariah 
Akuntansi syariah berkembang di Indonesia pada dasarnya dimulai dari 
kajian akademis dan riset. Menurut Alim (2011), bangkitnya akuntansi syariah di 
Indonesia dilatar belakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah baik yang 
dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Adanya animo ini perlu 
adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, dan penyajian agar 
para praktisi dan pengguna laporan keuangan mempunyai standar yang sama dalam 
akuntansinya. Oleh karena itu dibentuklah suatu produk standar akuntansi syariah 






Terkait konsepsi akuntansi syariah sangat berbeda dengan konsepsi akuntansi 
konvensional terutama mengenai tujuan dari masing-masing sistem akuntansi 
tersebut. Sebagian besar literatur teori dan standar akuntansi konvensional 
menyebutkan bahwa tujuan akuntansi adalah memberikan informasi bagi 
pembuatan investasi dan kredit. Secara tersirat dari tujuan ini menggambarkan 
bahwa orientasi akuntansi lebih mengedepankan investasi, laba, serta perlindungan 
dan peningkatan harta. Sedangkan akuntansi syariah memiliki konsepsi yang 
berbeda. Imam Al Ghazali, seorang hujjatul Islam, ahli fikih sekaligus tasawuf 
menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam bermuara pada 
maqashid asy-syariah antara lain melindungi dan meningkatkan iman, melindungi 
jiwa dan akal, keturunan, serta harta. Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu 
pengetahuan maupun aktivitas baik ibadah maupun muamalah (Chapra, 1999). 
Sebagai bagian dari muamalah, akuntansi syariah harus memenuhi akuntabilitas 
hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab mereka terhadap 
kewajiban membayar zakat. Menempatkan zakat sebagai tujuan utama informasi 
akuntansi adalah hal yang paling logis dalam pandangan islam. Menurut Gambling 
dan Karim (1991) dalam Alim (2011) tujuan informasi akuntansi adalah untuk 
kewajiban zakat yang lebih menekankan pada aset dan kewajiban (neraca) daripada 
pendapatan dan biaya (laporan laba rugi). Dari paparan tersebut dapat dipahami 
bahwa perbedaan antara konsepsi akuntansi konvensional dan akuntansi syariah 
terdapat pada orientasi keduanya. Akuntansi konvensional berorientasi pada laba 
dalam laporan laba rugi sementara akuntansi syariah berorientasi pada aset sebagai 





Konsepsi akuntansi syariah juga dipengaruhi oleh teorisasi akuntansi syariah 
itu sendiri. Mengacu pada Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institution (AAOIFI) SFAC No. 1 paragraf 22 yang dikutip oleh 
Suwiknyo (2007), teorisasi akuntansi syariah dibagi dalam dua pendekatan 
metodologi. Metodologi pertama yaitu “establish objectives based on the principles 
of Islam and its teaching and the consider these established objectives in relation 
to contemporary accounting thought” yakni pengembangan akuntansi syariah 
bersumber dari prinsip ajaran Islam melalui kajian terhadap Al-Quran, Hadits, 
Fikih, serta praktik-praktik di masa pemerintahan Islam yang terkait dengan 
muamalah dan/atau akuntansi kemudian dikonformasikan dengan konsep akuntansi 
yang berjalan. Metodologi kedua yaitu “start with objectives established in 
contemporary accounting thought, test them against Islamic Shari’a, accept those 
that are consistent with shari’a and reject those are not” yakni metodologi ini 
mengacu pada kaidah umum muamalah yaitu asal hukum dalam muamalah adalah 
mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Metodologi ini melakukan seleksi- 
seleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional yang tidak 
bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan pemaparan teorisasi akuntansi 
syariah tersebut dapat kita simpulkan bahwa esensi dan konsepsi akuntansi syariah 
yaitu semangat tauhid yang menghasilkan paradigma berfikir tauhid yang kuat 
dengan menempatkan Allah di atas segala-galanya. 
2.1.4.1 Syari’ah Enterprise Theory 
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa konsepsi akuntansi syariah lebih 





Syariah Enterprise Theory yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat 
dan memiliki karakter keseimbangan. Syariah Enterprise Theory menyeimbangkan 
nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) 
dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Konsekuensi dari nilai 
keseimbangan ini menyebabkan Syariah Enterprise Theory tidak hanya peduli pada 
kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak 
lainnya. Oleh karena itu, Syariah Enterprise Theory memiliki kepedulian yang 
besar pada stakeholders yang luas. Stakeholders dalam Syariah Enterprise Theory, 
meliputi tiga bagian (Triyuwono, 2007) yaitu Tuhan, manusia, dan alam. 
Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 
manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali 
penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan 
kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin dan akan berdampak pada 
digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. 
Stakeholder kedua dari Syariah Enterprise Theory adalah manusia. Di sini 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders yaitu pihak-pihak yang 
secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan dan indirect– 
stakeholders yaitu pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi 
kepada perusahaan tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak 
untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan stakeholder terakhir 
dari Syariah Enterprise Theory yaitu alam yang memberikan kontribusi bagi mati-
hidupnya perusahaan. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, 





distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang 
diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan yang diinginkan yaitu berupa 
kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam. 
Dari penjelasan tersebut di atas secara implisit dapat dipahami bahwa Syariah 
Enterprise Theory tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu 
sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, Syariah Enterprise 
Theory menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi 
pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di 
sini hanya sebagai wakil-Nya di Bumi (khalitullah fil ardh) yang memiliki 
konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan 
alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. 
Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama 
manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya. 
2.1.4.2 Teori Maslahat 
Salah satu teori yang merekonstruksi konsepsi akuntansi syariah yaitu teori 
maslahat. Konsep Maslahat dalam ekonomi Islam pertama kali dimunculkan oleh 
Imam Malik pendiri mazhab Maliki (Masalih al-mursalah) semakna dengan 
istihsan. Maslahat ialah menempatkan pertimbangan kepentingan umum (public 
interest) sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap 
masalah-masalah yang belum terjadi dalil hukumnya yang tegas, khususnya dalam 
urusan muamalah atau kegiatan ekonomi (Hamsir, 2012). Menurut bahasa, kata 
Maslahat berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia 





kemanfaatan dan menolak kerusakan. Secara terminologi, arti maslahat dapat 
berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselaraan, kepatuhan. 
Kata maslahat dilawankan dengan kata mafsadah yang artinya kerusakan. 
Kemudian dalam arti terminologis syar’i adalah memelihara dan mewujudkan 
tujuan syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta 
kekayaan. Dikatakan oleh Al-gazali dalam Asmawi (2014) bahwa setiap sesuatu 
yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi 
sebagai maslahat. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak 
kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah, maka mencegah dan menghilangkan 
sesuatu demikian dikualifikasi sebagai maslahat. 
Pemaparan mengenai teori maslahat tersebut memberikan pemahaman bahwa 
dalam mengambil suatu hukum yang tidak ada hukum islam yang mengatakan 
kebolehannya secara tegas maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan 
melihat dampaknya terhadap masyarakat. 
2.1.5 Income Smoothing dalam Akuntansi Syariah di Indonesia 
 Salah satu mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan terutaman perbankan 
syariah untuk memitigasi risiko penurunan pendapatan dan mempertahankan 
tingkat imbal hasil yang kompetitif maka manajemen melakukan Income 
smoothing. Perataan penghasilan (Income smoothing) menjadi alat penting dalam 
mengelola Displace Commercial Risk (DCR) yang digunakan oleh bank syariah 
untuk menjaga stabilitas keuangan (Fatwa DSN, 2012). Secara syariah legalisasi 
penggunaan mekanisme income smoothing telah disahkan melalui fatwa Dewan 





Penghasilan (Income smoothing) Dana Pihak Ketiga. Dalam fatwa tersebut 
disebutkan bahwa Metode Perataan Penghasilan (Income smoothing) boleh 
dilakukan dengan membentuk dana cadangan atau tanpa membentuk dana 
cadangan. 
 Berikut disajikan gambar mengenai ketentuan hukum mengenai income 
smoothing dengan membentuk dana cadangan sesuai fatwa tersebut. 
Gambar 2.1 
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Berdasarkan diagram tersebut terdapat beberapa poin penting yaitu pertama, 
akad yang telah disepakati antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah 
dalam hal ini tingkat imbalan bagi hasilnya didasarkan atas proyeksi kinerja dari 
LKS. Kedua, apabila tingkat imbal hasil aktual lebih besar dari proyeksi awal maka 
LKS boleh mencadangkan kelebihan tersebut atas seizin nasabah. Ketiga, apabila 
tingkat imbal hasil aktual lebih kecil dari proyeksi tingkat bagi hasil maka LKS 
boleh mencadangkan sebagian hak bagi hasilnya sebagai wujud mitigasi apabila 
dirasa imbal hasil LKS terhadap nasabah tidak kompetitif (Displace Commercial 
Risk). 
Metode Income smoothing lain yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah 
Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 adalah Income smoothing tanpa 
membentuk dana cadangan. Berikut disajikan metode Income smoothing tersebut. 
Gambar 2.2 
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Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa Income smoothing tanpa 
menggunakan cadangan, apabila bagi hasil aktual lebih rendah dari proyeksi maka 
LKS boleh melepaskan haknya (isqath al-haqqlattanazul 'an al-haqq) untuk 
menyesuaikan imbalan bagi nasabah agar kompetitif. Dan perlu digarisbawahi 
bahwa Income smoothing hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi yang diduga 
kuat berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan 
yang tidak kompetitif (Displaced Commercial Risk). Kondisi ini (DCR) harus 
ditentukan oleh pengurus LKS berdasarkan pedoman operasional/standard 
operating procedure (SOP) LKS dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas 
Syariah. 
2.1.6 Konsep Fikih Muamalah 
Menurut Mustofa (2016) pengertian fikih secara etimologis berakar pada kata 
kerja yaitu  فَْقهًا –يُفَقِه  –فَقَه  yang artinya paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Arti 
ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari berikut: 
 َمْن يُِرِد هللاُ بِِه َخْيًرا يُفَقِّْههُ فِي الدِّينِ 
“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, 
niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan 
agama.”(HR. Bukhori) 
 
Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al’Arab menjelaskan fikih dari segi bahasa, 
yaitu: 
Fikih berarti pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya. Hal ini 
umumnya terkait pengetahuan masalah agama karena keunggulan dan 
kemuliaannya dari berbagai bidang ilmu ... Fikih pada dasarnya adalah 
paham, dikatakan, si fulan diberi fikih dalam hal agama, yakni diberi 







Fikih dari segi istilah (terminologi) umumnya didefnisikan sebagai 
pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang disimpulkan 
dari dalilnya yang sudah terperinci (Mustofa, 2016). Lebih lanjut Agus (2010) 
mengutip pendapat dari M. Ali al-Sayis (2010) yang dikenal dengan Fikih atau 
Hukum Islam adalah segala hal yang mengajarkan penyucian jiwa dan 
pembentukan moral yang dikenal dengan Akhlak atau Etika Islam, dan segala 
tuntunan hidup praktis yang mengatur perbuatan manusia yang menyangkut ibadah 
(aktivitas ritual) dan muamalah (aktivitas sosial). Dari beberapa pengertian 
mengenai Fikih tersebut, para pakar Ushul Fikih lebih cenderung kepada batasan 
Fikih yang disebut oleh Imam Syafi’i sebagai pengetahuan menyangkut hukum-
hukum syar’i amali yang diperolehkan dengan perantaraan dalil-dalil yang bersifat 
terperinci (Nur, 2013). 
Kedudukan Fikih atau hukum Islam (Islamic law) sendiri merupakan salah 
satu unsur utama ajaran Islam. Berbeda dari dua unsur utama ajaran Islam yang lain 
yakni akidah dan akhlak, fikih menempati posisi paling sentral karena ia menandai 
keislaman seseorang secara formal. Hal ini dikarenakan fikih berisi ajaran Islam 
yang bersifat praktis implementatif dan bercorak lahiriah, yang berupa aturan-
aturan hidup praktis yang meliputi aspek ritual (ibadah) dan aspek sosial 
(muamalah) (Supriyanto, 2010). Objek kajian fikih adalah perilaku orang mukallaf. 
Perilaku ini mencakup perilaku hati, perkataan, dan perbuatan. Perilaku mukallaf di 
sini bisa berarti perilaku yang berlandaskan syariah baik berupa kewajiban atau 
anjuran untuk melakukan (wajib dan mandub), kewajiban atau anjuran untuk 





atau meninggalkan (mubah) (Arwani, 2012). 
Adapun muamalah menurut Arwani (2012) yang di kutip dari Ali (1996), 
berasal dari kata ‘amala yu’amilu mu’amalatan yang berarti beraksi, bekerja, 
berproduksi. Kemudian kata muamalah disandingkan dengan kata fikih yang secara 
bahasa berarti pemahaman. Fikih muamalah secara terminologi didefinisikan 
sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam 
persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, 
kerja sama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa 
(Fadlan, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah 
merupakan aktivitas yang lebih pada tatanan hubungan manusia dengan manusia 
lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal 
murni antara manusia dengan Allah. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih 
longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila 
Al-Syatibi mengatakan bahwa muamalah merupakan interaksi dan komunikasi 
antara orang-orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka 
beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan 
dengan harta, aktivitas ekonomi, atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad 
(Mustofa, 2016). 
Fikih seringkali dianggap masyarakat bersifat teosentris (aliran yang 
berpegang kepada teks-teks syariat secara kaku tidak bisa menjawab permasalahan 
hukum yang timbul di tengah masyarakat, dan terkesan pasif, kuno, konserfatif, dan 
tidak realistis. Tidak jarang juga bahasa yang digunakan dalam buku-buku fikih 





(uslub) yang tidak sederhana (Hilal, 2012). Ditambah lagi adanya arus modernisasi 
yang mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial 
umat islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. 
Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat dari nilai- 
nilai agama. Maka muncullah isu fikih kontemporer sebagai reaksi dari keadaan- 
keadaan tersebut. Kata kontemporer secara etimologi berarti masa yang sama atau 
masa kini. Jadi fikih muamalah kontemporer adalah serangkaian aturan hukum 
Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan 
harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Fikih kontemporer ini 
merupakan hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kini, 
dengan menggali sumber hukum Islam berupa Alqur’an, sunnah dan jurisprudensi 
ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad 
yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat (Hilal, 2012). 
Teks Al-Qur’an tentunya tidak mengalami perubahan, tetapi pemahaman dan 
penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Hal ini 
dikarenakan perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang 
berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan pemahaman ajaran 
islam juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman. Dengan demikian islam akan 
tetap relevan dan aktual, serta mampu menjawab tantangan modernitas. 
Terdapat beberapa prinsip dasar dalam fikih mua’amalah seperti yang 
dikemukakan oleh Suhendi (2007) yaitu: 
1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan) 





3. Menetapkan harga yang kompetitif. 
4. Meninggalkan Intervensi yang dilarang 
5. Menghindari Eksploitasi 
6. Memberikan Kelenturan dan Toleransi 
7. Jujur dan Amanah 
Selain prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar berfikir dalam bermuamalah 
juga terdapat asas-asas yang harus dipatuhi dalam mempraktikkan transasksi- 
transaksi yang ada dalam perekonomian, diantaranya (Jundiani, 2009): 
1. Asas Al- Huriyah (kebebasan) 
Implikasi dari asas ini dalam kegiatan perekonomian yaitu para pihak yang 
melaksanakan akad mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek 
perjanjian maupun persyaratan lainnya. 
2. Asas Al- Musawah (persamaan dan kesetaraan) 
Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan 
lainnya. 
3. Asas Al-Adalah (keadilan) 
Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan 
akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan- 
kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. 
4. Asas Al-Ridho (kerelaan) 
Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 





5. Asas Ash-Shidiq (kejujuran) 
Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah 
nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang 
melakukan perjanjian yang telah dibuat. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian-penelitian yang membahas mengenai topik manajemen laba dalam 
hal ini income smoothing ditinjau dari perspektif hukum islam (fikih) sudah pernah 

















Tindakan perataan laba merupakan 
tindakan penyimpangan dalam tataran 
etika ekonomi islam. Tindakan ini 
melanggar konsep maqashid syariah 
karena mengandung unsur penipuan 
(tadlis) dan ketidakjelasan (gharar). 
Informasi berkaitan dengan transaksi yang 
dilakukan dalam tindakan perataan laba 









Ditinjau dari etika bisnis islam maka 
praktik manajemen laba merupakan sebuah 
praktik yang dianggap tidak sejalan dengan 









Manajemen laba dalam tinjauan etika 
islam boleh dilakukan dengan berdasarkan 
spirit Islam dan dilakukan melalui proses 
islami yang memberikan dampak yang 










Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 
Skripsi: Hanni 
Khairani (2015). 
Etika Bisnis Islam 
tentang Manajemen 
Laba 
Tidak ada bentuk manajemen laba yang 
dibolehkan menurut syariat. Dan praktik 
manajemen laba belum sesuai dengan 
ajaran agama islam maupun prinsip- 
prinsip dasar etika bisnis islam karena 
masih mengandung unsur penipuan, 
kecurangan,    dan    gharar.    Serta   tidak 
mencerminkan perilaku-perilaku pebisnis 




Teori Keagenan dan 
Manajemen Laba 
dari Sudut Pandang 
Etika Manajer. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa etis atau 
tidaknya tindakan manajemen laba 









Etika Bisnis Islam 
Manajemen laba yang baik dapat 
dilakukan dengan cara manajemen operasi 
yang baik, misalnya manajemen produksi, 
manajemen keuangan dan investasi, dan 
manajemen pemasaran. Dijelaskan juga 
bahwa hukum dasar dari berbagai jenis 
muamalah adalah boleh sampai ditemukan 
dalil yang melarangnya. 
Akhmad 
Riduwan (2013) 





Dalam perspektif para akuntan dan 
pemeriksa pajak, praktik manajemen laba 
tidak dapat dipandang sebagai suatu 
manipulasi earnings selama praktik 
tersebut dilakukan dalam kerangka standar 
akuntansi. 
Sumber: Penelitian Terdahulu (diolah). 
Dari pemaparan mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa masih 
terdapat pro dan kontra mengenai diperbolehkan atau tidaknya tindakan perataan 
laba oleh karena itu sangat diperlukan penelitian yang ditujukan untuk memperoleh 
kejelasan hukum mengenai income smoothing dan penerapannya pada saat ini. 
2.3 Batasan Penelitian dan Kerangka Berfikir 
Peneliti membuat batasan penelitian agar pembahasan tidak melebar dan tetap 





1. Praktik income smoothing dalam penelitian ini berfokus pada akad 
investasi (mudharabah) yang dilakukan di perbankan syariah dengan 
perbandingan di perbankan konvensional. 
2. Penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah di Indonesia 
meliputi regulasi baik yang terdapat dalam PSAK Syariah maupun fatwa 
DSN dan fikih kontemporer sebagai instrumen analisis kesesuaian dengan 
maqaashid-syariah. 
3. Penelitian ini berfokus kepada solusi yang masih bersifat konseptual 
mengenai praktik income smoothing yang sesuai dengan maqaashid-
syariah. 














Studi Literasi Jurnal 
Al-Qur’an 
Kitab Fikih, dll. 
Income Smoothing 
Akuntansi Syariah Akuntansi Konvensional 
Perusahaan Syariah Perusahaan Konvensional 
Perspektif 
Fikih Kontemporer 














Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini 
sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Darmadi (2013) yang 
menyatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 
kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, 
dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara 
ilmiah, data, tujuan dan kegunaan dari suatu penelitian tertentu. Berikut dipaparkan 
mengenai metodologi penelitian yang peneliti lakukan. 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan melakukan pendekatan komparasi untuk memperoleh gambaran 
yang jelas mengenai fenomena yang terjadi. Menurut Sukmadinata (2009), 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, 
dan orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan penelitian kualitatif 
yang dikemukakan Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2001) merupakan 
suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 





sendiri dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 
berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga tercipta suatu gambaran yang 
kompleks mengenai suatu fenomena sosial. 
Berdasarkan pemaparan mengenai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
dikemukakan di atas, maka penelitian ini secara umum akan mendeskripsikan 
income smoothing dalam berbagai sudut pandang dari akademisi, praktisi, dan 
ulama. Peneliti membutuhkan baik data primer maupun sekunder untuk dapat 
menjelaskan arti, konsep, hingga komparasi atau perbandingan penerapan income 
smoothing di entitas syariah dan konvensional. Hal ini dibutuhkan untuk 
mengetahui seberapa jauh perbedaan penerapannya, baik dari metode penerapan 
income smoothing hingga kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Hingga dapat 
disimpulkan hasil dari income smoothing sesuai dengan perspektif Akuntansi 
Syariah dan Fikih Kontemporer.  
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kota Malang, dengan objek penelitian Bank 
Muamalat KC Malang yang berlokasi di Jl. Kertanegara No.2, Kiduldalem, Kec. 
Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, serta bank CIMB Niaga KC Malang yang 
berlokasi di Jl. Merdeka Timur No. 4, Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, 





substantif yang menyatakan bahwa dalam memilih lokasi penelitian diperlukan 
adanya pertimbangan substansi fenomena yang terjadi di masyarakat itu sendiri. 
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2001), dalam menentukan 
lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan jalan 
mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari 
kesesuaian dengan kenyataan yang ada. Sementara itu keterbatasan geografis dan 
praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga juga peneliti jadikan pertimbangan dalam 
penentuan lokasi penelitian. Beberapa pertimbangan tersebut di atas maka 
penelitian ini dilakukan di Kota Malang.  
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Menurut Arikunto (2010), sumber data adalah subjek dari mana suatu data 
dapat diperoleh. Menurut Moleong (2001), pencatatan sumber data melalui 
wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, 
mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini 
dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu 
informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama, baik individu maupun kelompok, yang diperoleh dengan cara observasi 
langsung, menggunakan informan, menggunakan kuisioner maupun wawancara 
(Nazir, 1992). Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari 





Ulama’ dengan menggunakan metode wawancara mendalam. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak- 
pihak lain dan bukan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian 
ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul 
penelitian dan sumber-sumber lain yang mendukung seperti jurnal, majalah, 
Alquran, hadist, kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa DSN-MUI, dan juga peraturan- 
peraturan yang berlaku di PSAK syariah. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 
masing-masing teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti. 
1. Wawancara mendalam 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 
Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya 
jawab antara peneliti yang berperan sebagai pewawancara (interviewer) dengan 
informan. Kunci dari teknik pengumpulan data ini adalah informan. Informan 
adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi latar penelitian.  
Pertimbangan dalam pemilihan informan penelitian ini merujuk pada 
pendapat yang dikemukakan Faisal (1990) dalam Agung (2010) berikut ini: 
a. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang 





b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 
kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti. 
c. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan 
kesempatan untuk dimintai keterangan. 
d. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan 
yang mengetaui kejadian tersebut. 
Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis 
menentukan informan yang akan diwawancarai sebagai berikut: 
a) Akademisi 
Peneliti memilih informan dari kalangan akademisi dengan pertimbangan 
bahwa akademisi memiliki sifat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kecerdasan 
intelektual yang dibangun atas dasar pemikiran ilmiah yang natural, menjunjung 
tinggi objektifitas, dan netralitas. Hal ini juga didasarkan bahwa akademisi 
dianggap sebagai sumber informasi yang idealismenya masih sangat tinggi 
sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat netral dan natural 
berdasarkan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Berikut data Akademisi yang menjadi 













No. Nama Profil Keterangan 
1. Prof Iwan 
Triyuwono, SE, 
Ak, MEc, PhD. 
- Guru Besar Universitas 
Brawijaya 
- Ketua Program Studi 
Magister Sains Akuntansi 
Universitas Brawijaya 
- Dekan Fakultas Ekonomi 
Ekonomi Universitas 
Trunojoyo Madura 




- Pengurus Ikatan Sarjana 
Ekonomi (ISE) Bidang 
Perbankan dan Pasar 
Modal 
- Pengurus Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam (IAEI) 
Beliau merupakan perintis 
lahirnya wacana akuntansi 
syariah di Indonesia, dan 
merupakan pemikir akuntansi 
syariah filosofis-teoritis. 
Banyak penelitian beliau 
mengenai etika bisnis, ekonomi 
islam, dan akuntansi islam 
yang terbuplikasikan. 
2. Achmad Zaky, 
SE., MSA., Ak. 
- Dosen Universitas 
Brawijaya 
- Asisten Ahli Program 
Studi Pendidikan Profesi 
Akuntansi 
- Anggota Ikatan Akuntan 
Indonesia Kompartemen 
Akuntan Syariah (IAI 
KASy) 
- Sekretaris Satuan 
Pengawas Internal UB 
- Aparat Pengawas Internal, 
Irjen Kemenristek Dikti 
Beliau banyak mencurahkan 
perhatian akademiknya pada 
bidang akuntansi dan keuangan 
syariah. Diantaranya, 
mengembangkan kelompok 
studi bidang akuntansi dan 
keuangan syariah (Islamic 
Finance and Accounting 
Studies – IFAS), menjadi 
pembina kelompok guru 
SMU/SMK pengajar akuntansi 
perbankan syariah se-Jawa 
Timur,  menulis berbagai karya 
ilmiah bidang akuntansi dan 
keuangan syariah 
3. Dr. Dra. Asfi 
Manzilati, ME. 
Lektor Kepala Program 
Studi Doktor Ilmu Ekonomi 
Universitas Brawijaya 
Beliau aktif menulis berbagai 
karya ilmiah di bidang 
keuangan dan perbankan 
syariah 
4. Dr. H. Ahmad 
Djalaluddin, 
Lc., M.A. 
Kepala Program Studi 
Ekonomi Syariah 
Pascasarjana UIN Maulana 
Malik Ibrahim 
Beliau aktif menulis di bidang 
ekonomi islam, bisnis syariah, 
dan keuangan sosial islam 
Sumber: diolah penulis. 
 Pada dasarnya, pemilihan jumlah informan dalam penelitian ini 





wawancara, sebagaimana diungkapkan oleh Martha & Kresno (2016) setidaknya 
ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu 
kecukupan dan kesesuaian. Teknik pemilihan informan yang peneliti lakukan yaitu 
criterion sampling yang diungkapkan oleh Patton (2002), dimana pemilihan 
informan didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan yaitu  ahli dalam bidang 
akuntansi syariah dan perbankan syariah. Sehingga diperoleh keempat informan 
tersebut yang dianggap cukup mewakili dari masing-masing bidang akuntansi 
syariah dan perbankan syariah yang berkaitan dengan topik penelitian.  
b) Praktisi 
Praktisi pada dasarnya merupakan pelaksana dari suatu ilmu pengetahuan 
tertentu. Peneliti memilih informan dari kalangan Praktisi baik entitas syariah 
maupun konvensional dikarenakan Praktisi merupakan seorang yang ahli dan 
terlibat secara langsung dalam suatu praktik yang ingin diteliti dalam hal ini income 
smoothing. Keterlibatan secara langsung ini membuat para Praktisi dianggap 
mempunyai informasi lebih mengenai praktik-praktik yang relevan ada di lapangan. 
Berikut Praktisi yang menjadi informan dalam penelitian ini: 
Tabel 3.2 
Informan Praktisi 








Marketing Funding sendiri bertanggung 
jawab pada pencapaian target bidang 
usaha Funding (pendanaan) untuk dapat 
menghimpun dana sebanyak-banyaknya 
dari nasabah 







Divisi yang mengantisipasi beragam 
risiko, khususnya risiko pasar. Serta 









No. Profesi Praktisi Instansi Keterangan 





Bertugas menyusun administrasi 
keuangan dan penyusunan laporan 
keuangan 






Bertugas menyusun perencanaan pajak, 
identifikasi dan mitigasi risiko pajak, 
serta mengelola ketentuan pajak dan 
proses ketentuan pajak 
Sumber: diolah penulis. 
 Dua informan di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini yaitu 
Marketing Funding Manager dari Bank Muamalat Indonesia KC Malang dan 
Market Risk and Model Validation Head Bank dari CIMB NIAGA KC Malang. 
Kedua instansi ini menjadi objek utama dalam penelitian ini menimbang bahwa 
Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan 
prinsip syariah dalam operasionalnya sehingga bank ini dianggap menjadi role 
model dalam menerapkan transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Di sisi lain, 
Bank CIMB Niaga merupakan bank dengan cabang ritel di berbagai negara, tidak 
hanya di Indonesia (www.cimbniaga.co.id), sehingga diharapkan dapat 
memberikan gambaran secara holistik mengenai topik penelitian ini. Kemudian dua 
informan terakhir merupakan informan pendukung untuk memberikan informasi 
tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.  
c) Ulama (Ahli Fikih) 
Secara harfiah Ulama berarti orang yang berilmu, merujuk pada pengertian 
Ulama di Indonesia bahwa Ulama merupakan sebutan bagi orang yang ahli atau 
mempunyai kelebihan di bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam ilmu tafsir, 





sebagainya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mewawancarai Ulama 
yang dianggap sangat erat kaitannya dengan topik penelitian guna untuk 
memberikan gambaran dari perspektif Fikih dalam menilai praktik income 
smoothing yang terjadi pada entitas yang diteliti. Berikut Ulama yang menjadi 
informan dalam penelitian ini: 
Tabel 3.3 
Informan Ulama 
No. Nama Profesi Keterangan 





- Pengasuh Pondok 
Pesantren Banat 
DALWA 




Beliau merupakan pengasuh, 
penasehat, serta pembicara di 
beberapa majelis di berbagai kota, 
tercatat sudah 18 judul buku hasil 




Syukri, S. IP, 
MA. 








Beliau menjalankan aktivitas di 
Jakarta sebagai Wakil Direktur 
Center for Indonesian Policy 
Analysis (CIPA), Indonesian 
Returning Expert di Korporasi 
Jerman untuk Kerja Sama 
Internasional (GIZ Jerman), dan 
Tim Asistensi Staf Khusus Presiden 
Republik Indonesia. 
Sumber: diolah penulis. 
Pertimbangan yang mendasari pemilihan informan utama dari kalangan 
Ulama tersebut adalah asas kesesuaian dan kecukupan informasi yang ingin dicapai 
oleh peneliti. Pertimbangan Sampling politically important cases juga diperhatikan 
dalam teknik penentuan informan dimana pemilihan informan dengan tidak 
mengikutsertakan subyek yang sensitif secara politis sehingga akan mengaburkan 
fokus studi (Patton, 2002),  dalam hal ini Dewan Syariah Nasional meskipun sangat 






2. Studi dokumentasi 
Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan cara 
mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, 
dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan 
kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam 
pembahasan. Selain itu peneliti melakukan Teknik pengumpulan data dengan cara 
internet searching dengan cara mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang 
bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang 
diteliti. 
3.5 Teknik Uji Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung 
jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeplorasikan 
masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Sejalan 
dengan yang diungkapkan Sugiyono (2013) peneliti melakukan upaya untuk 
menjaga kredibilitas dalam penelitian dengan cara memeriksa keabsahan data 
meliputi pengujian credibility, pengujian transferability, pengujian dependability, 
dan pengujian confirmability. Berikut masing-masing pengujian yang peneliti 
lakukan: 
1. Pengujian credibility (kepercayaan) 
Pengujian credibility dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa teknik yang 






a. Perpanjangan pengamatan. 
Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat 
kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara 
kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara kembali dengan 
sumber data yang pernah ditemui atau baru. Perpanjangan pengamatan ini 
difokuskan pada data yang sudah ada, apakah data yang telah didapat dilapangan 
benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali benar, berarti data tersebut dapat 
dipercaya (credible) dan peneliti dapat mengkahiri waktu perpanjangan. 
b. Peningkatan ketekunan 
Peneliti dalam hal ini telah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 
berkesinambungan. Pengamatan yang berkesinambungan bertujuan untuk 
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 
persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut 
secara rinci. 
c. Triangulasi 
Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 
cara dan berbagai waktu. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi sumberdata 
dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan 
dokumentasi naskah-naskah tertulis baik di jurnal, skripsi, thesis, disertasi, Al-
Qur’an maupun Hadits sehingga diperoleh hasil penelitian yang rinci. 
2. Pengujian transferability (keteralihan) 
Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka dalam hal ini peneliti 





demikian, maka pembaca dapat dengan mudah mengaplikasikan hasil penelitian 
dapat diterapkan dalam kasus lain. 
3. Pengujian dependability (kebergantungan) 
Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 
keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing. Mulai dari pengumpulan data, 
membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk 
menarik kesimpulan. 
4. Pengujian confirmability (kepastian) 
Pengujian konfirmabilitas adalah pengujian apakah hasil penelitian dapat 
dibuktikan kebenarannya, dalam hal ini peneliti menyajikan-lampiran data yang 
diperoleh selama penelitian dilakukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. 
3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dari awal peneliti terjun ke 
lapangan hingga pada akhir penelitian atau pengumpulan data. Arti dari analisis 
data sendiri adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis 
transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang telah 
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang data dan memungkinkan 
untuk mempresentasikan temuan penelitian pada orang lain (Ahmadi, 2014). 
Teknik analisis data untuk penelitian kualitatif belum ada pola yang baku, namun 
berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian kualitatif, pada dasarnya 
teknik analisis untuk mendapatkan temuan penelitian, dilakukan mengikuti tahapan 





temuan penelitian, dan penarikan kesimpulan (Neolak, 2014). Berikut dipaparkan 
masing-masing tahapan: 
1. Paparan Data 
Peneliti akan menyajikan tampilan data dari sumber data yang diperoleh hal 
ini data wawancara dan data dokumentasi.  
2. Pengolahan Data 
Setelah selesai memaparkan data, data memasuki tahap diolah. Pengolahan 
data yang dimaksud di sini adalah data diolah secara kritis dan dilakukan 
sedemikian rupa dalam bentuk sub bab sesuai dengan jumlah butir pertanyaan pada 
perumusan masalah penelitian. 
3. Temuan Penelitian dan Pembahasan Temuan Penelitian 
Temuan penelitian adalah tahapan setelah pengolahan data dan telah menjadi 
sub bab pembahasan yang ingin diketahui para pembacanya. Dalam pembahasan 
ini diharapkan peneliti membahas dengan disesuaikan dengan masalah penelitian 
yang dilakukan. Untuk menunjukan kualitas penelitian, maka penulis akan 
mengaitkanya dengan teori yang menyangkut dengan masalah yang diteliti. 
4. Penarikan kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan adalah temuan baru yang 
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 
objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 








4.1 Penerapan Income Smoothing pada Entitas Syariah dan Konvensional 
Perbankan di Indonesia beroperasi melalui dua sistem yaitu sistem 
konvensional dan syariah. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal bank, 
namun bank syariah baru muncul pada tahun 1991 dengan adanya Bank Muamalat 
sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah. Dalam 
perkembangannya, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan “dual banking system” 
dimana bank konvensional diizinkan membuka unit usaha syariah dalam kegiatan 
operasionalnya yang disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan. Kebijakan ini merupakan revisi atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, sehingga sejak saat itu bank-bank konvensional mulai mendirikan unit 
syariah ataupun mengakuisisi bank lain untuk dijadikan bank dengan sistem prinsip 
syariah (Nasution & Setiawan, 2007). 
4.2.1 Praktik Income Smoothing pada Entitas Syariah di Indonesia 
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah 
yang paling mendasar adalah sistem bagi hasil, sehingga konsekuensi dari adanya 
prinsip bagi hasil ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 
menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 





kebersamaan dan persaudaraan dalam beroperasi, dan menghindari kegiatan 
spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Salah satu transaksi yang populer dalam 
LKS (Lembaga Keuangan Syariah) adalah mudharabah. Produk bank yang 
menggunakan akad mudharabah terletak pada giro, tabungan, dan deposito. Secara 
syariah, legalisasi penggunaan akad mudharabah pada giro, tabungan dan deposito 
telah disahkan melalui fatwa DSN MUI no 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, no. 
02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan no. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Deposito. Seluruh produk tersebut patuh terhadap fatwa DSN MUI no. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah. Praktik mudharabah pada bank syariah 
dilaksanakan sesuai dengan karakteristik akad mudharabah, dimana bank 
menerima dana dari nasabah pemilik dana dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) 
dan disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Atas transaksi kerjasama tersebut, 
bank syariah memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah, dan kerugian 
ditanggung oleh nasabah pemilik dana (PSAK 105). 
Dari pemaparan di atas, bagi hasil dari kinerja LKS menjadi hal yang krusial, 
baik bagi nasabah maupun LKS. Oleh karenanya LKS sebagai pihak yang 
mengelola dana mempunyai kepentingan untuk mengefisienkan pendapatan yang 
dilaporkan agar menarik perhatian nasabah (pemilik dana). Berhubungan dengan 
bagi hasil ini peneliti menemukan hal yang unik. Mengingat bahwa ketentuan bagi 
hasil ini diatur dalam PSAK 105 tentang mudharabah:  
Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan 
prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, 
maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) 
bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan 





laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 
mudharabah. (PSAK 105) 
 
Tabel 4.1 
Contoh Dasar Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah 
 
 
 Berdasarkan pernyataan standar akuntansi dan tabel tersebut jelas bahwa 
dasar bagi hasil adalah laba kotor atau laba bersih bukan pendapatan usaha (omset). 
Hal ini didukung oleh pernyataan Akademisi di bidang Akuntansi Syariah, Achmad 
Zaky , SE., MSA., Ak., mengenai dasar bagi hasil dalam akad mudharabah berikut: 
“Yang dibagihasilkan itu adalah pendapatan yang diperoleh dari 
mengelola dana nasabah setelah dikurangi sama beban-beban 
operasional perusahaan, sejauh ini seperti itu peraturan PSAK maupun 
fatwa DSN”. (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi). 
 
 Namun pernyataan diatas agak berbeda dengan yang disampaikan oleh salah 
satu praktisi yang berprofesi sebagai Marketing Funding Manager di Bank 
Muamalat Indonesia berikut ini: 
“Sebenarnya kan nasabah itu pengennya kalau nyimpan uang itu tidak 
berkurang, jadi pihak kami sampai saat ini masih menggunakan revenue 
sharing, bukan profit sharing. Profit sharing itu terlalu berisiko karena 
shahibul maal ikut menanggung biaya operasional juga, jadi disini kami 
ingin melindungi hak nasabah mengenai terjaminnya “bagi hasilnya” 
dengan tanpa perlu menanggung biaya operasional tadi”.(Lampiran 7: 
Draf Wawancara Praktisi) 
 
Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa dasar pembagian bagi 
hasil di Indonesia secara jelas memang tidak menggunakan profit sharing. Terdapat 





perbedaan pendapat dimana akademisi perbankan syariah menyatakan bahwa basis 
bagi hasil menggunakan laba kotor, sedangkan praktisi Bank Muamalat Indonesia 
menyatakan bahwa basis bagi hasil menggunakan revenue sharing. Memang benar 
bahwa basis bagi hasil menurut PSAK dan fatwa DSN menggunakan laba kotor 
seperti penjabaran pada isi PSAK 105 tentang mudharabah di atas, namun 
kenyataan di lapangan, bank syariah menggunakan pendapatan bersih (revenue 
sharing) sebagai basis bagi hasil. Hal ini lebih jelas lagi bila dilihat dari laporan 
laba rugi komprehensif Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 berikut ini. 
Gambar 4.1 




Gambar 4.1 secara jelas menyajikan basis alokasi dari bagi hasil pihak ketiga 
adalah pendapatan yang diperoleh dari bank sebagai pengelola dana (mudharib).  
Hal ini menguatkan pernyataan dari praktisi Bank Muamalat Indonesia bahwa dasar 
penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah adalah revenue sharing. 
Konsekuensi dari hal ini maka tidak akan ada kerugian yang akan ditanggung oleh 





nasabah karena pendapatan yang dibagihasilkan tidak mempertimbangkan biaya 
operasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak nasabah dan meminimalisir 
risiko adanya kerugian yang berakibat pada tergerusnya modal nasabah. Hal ini juga 
diperkuat dengan hasil penelitian Virginia, Mulawarman, dan Kamayanti (2013) 
yang menemukan bahwa memang perbankan menggunakan Net Revenue Sharing 
sebagai basis bagi hasilnya. Hal ini membuat shahibul maal tidak akan mengalami 
kerugian sama sekali padahal siapa yang bisa memastikan bahwa suatu usaha akan 
untung? Dalih yang digunakan pun sama yaitu untuk menjamin kepentingan 
nasabah/sahibul maal agar tidak mengalami kerugian yang menyebabkan keluarnya 
modal dari perbankan.  
Keberpihakan ini juga terlihat pada penjaminan hak nasabah atas bagi hasil 
ini diperkuat dengan legalisasi fatwa DSN MUI no. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang 
Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan 
Wakalah Bil Istitsmar. Dalam fatwa ini dijelaskan pada poin 4 ketentuan umum 
bahwa Penjaminan pengembalian modal yang dimaksud dalam fatwa ini adalah 
penjaminan dari mudharib/syarik/wakil bil istitsmar (pengelola modal dalam hal ini 
LKS) untuk mengembalikan modal secara penuh kepada Shahib al-
MallSyarik/Muwakkil (pemilik dana dalam hal ini nasabah atau deposan). 
Ketentuan dalam fatwa secara jelas mengindikasikan bahwa LKS mempunyai 
kewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh kepada nasabah. Seperti 
kutipan wawancara dengan Akademisi di bidang Ekonomi Syariah, Dr. Dra. Asfi 






“kalau mengenai penjaminan pengembalian modal tentu ada 
legalitasnya, silakan mbaknya mengacu pada DSN MUI no.105/DSN-
MUI/X/2016, namun perlu dipahami ya, habit dari masyarakat kita 
yang memang sebagai pelaku ekonomi rasional tidak akan mau uang 
tabungannya berkurang, itu wajar sekali, sehingga akan menjadi masuk 
akal jika dari pihak LKS memberikan kepastian kepada nasabah untuk 
pengembalian modalnya secara utuh, toh dalam fatwa dibolehkan kok, 
ini di luar konteks substansi akad mudharabahnya ya.” (Lampiran 4: 
Draf Wawancara Akademisi) 
 
Berdasarkan penjabaran di atas mengenai kepastian pengembalian modal 
secara utuh dalam akad mudharabah tentu hal ini mempunyai konsekuensi terhadap 
dilanggarnya ketentuan akad mudharabah itu sendiri. Mengingat bahwa dalam 
akad mudharabah, jika terjadi kerugian maka pemilik dana dalam hal ini 
nasabah/deposan akan menanggung risiko kerugian yang berakibat pada 
tergerusnya modal selama itu bukan kesalahan mudharib. Jika kepastian 
pengembalian modal ini diikutsertakan dalam akad, maka akad tersebut menjadi 
rusak atau tidak boleh dilaksanakan menurut ulama Hanafi dan Hanbali, dan batal 
menurut ulama Maliki dan Syafi’i. Penerapan fatwa DSN MUI no.105/DSN-
MUI/X/2016 ini di lapangan memang dilakukan, seperti yang dikemukakan praktisi 
yang berprofesi sebagai Marketing Funding Manager di Bank Muamalat Indonesia 
berikut: 
“Sudah tentu. karena kami merupakan lembaga yang berlabel syariah 
wajib dan harus patuh terhadap peraturan DSN MUI tersebut (DSN 
MUI no.105/DSN-MUI/X/2016), tapi yang menjadi perhatian utama 
dari penerapan fatwa ini adalah tujuan dari lembaga kami untuk 
menghindari risiko investasi akibat Displaced Commercial Risk 
(DCR)”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Dari pernyataan praktisi tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan dari 
pemberian kepastian keutuhan modal pada saat pengembalian dana setelah jatuh 





merupakan risiko yang muncul ketika LKS berada dalam tekanan untuk 
memberikan tingkat imbal hasil (return) yang lebih tinggi kepada nasabah atau 
deposan melebihi yang seharusnya diberikan berdasarkan kontrak investasi 
sebelumnya (Barokah, 2015). Hal ini terjadi ketika tingkat bagi hasil yang diberikan 
bank lebih rendah dari suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional, 
sehingga mempengaruhi perilaku nasabah untuk menarik simpanannya dan 
mengalihkannya ke bank konvensional. Lebih lanjut mengenai DCR ini 
disampaikan oleh akademisi Achmad Zaky , SE., MSA., Ak., berikut: 
“Untuk menyikapi adanya risiko Displaced Commercial Risk (DCR) 
sendiri, biasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengacu pada 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang 
Metode Perataan Penghasilan (Income smoothing) Dana Pihak Ketiga, 
bisa dibaca dan dipahami ya, menurut saya itu sudah cukup jelas. 
Namun mbaknya perlu memastikan bagaimana praktiknya di LKS itu 
sendiri mengenai metode, pengukuran, dan pengungkapannya, soalnya 
dalam fatwa tersebut hanya disebutkan mengenai cara yang dilegalkan 
saja yaitu membentuk dana cadangan (PER) dan tanpa membentuk dana 
cadangan”. (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi) 
 
 Pernyataan akademisi tersebut sejalan dengan pembahasan bab 2 mengenai 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode 
Perataan Penghasilan (Income smoothing) Dana Pihak Ketiga. Memang benar 
dalam fatwa tersebut hanya disebutkan mengenai metode yang dilegalkan yaitu 
dengan membentuk cadangan dan tanpa membentuk cadangan. Sedangkan 
mengenai pengukuran dalam hal ini nisbah yang dicadangkan tidak ada 
ketentuannya, begitupun mengenai pengungkapannya tidak ada dalam laporan 
keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bentuk transparansi. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh praktisi yang berprofesi sebagai Marketing Funding 





“Mengenai pengukuran ya, jadi begini, total distribusi bagi hasil untuk 
nasabah dan juga pola perataannya dalam hal ini nisbah, waktu eksekusi 
pencadangan, dan bagaimana penginformasian terhadap nasabah itu 
bukan wewenang dari kantor cabang, sebagai pihak yang menduduki 
bank cabang tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, karena semua 
data terpusat, ya. Wewenang kami di cabang ini hanya memasukkan 
data ke sistem terpusat dan kami menerima nilai bersih yang akan 
dibagihasilkan kepada nasabah”. (Lampiran 7: Draf Wawancara 
Praktisi)  
 
 Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa memang ketentuan mengenai 
pengukuran dari income smoothing hanya menjadi wewenang di tingkat 
headquarter (kantor pusat) yang berarti kantor cabang tidak memiliki informasi 
mengenai jenis perataan laba (dengan cadangan atau tanpa cadangan), persentase 
untuk cadangan, maupun penginformasian terhadap nasabah. Ketidakjelasan 
informasi mengenai pola income smoothing yang dilakukan oleh LKS ini, maka 
perlu melakukan penelusuran lebih lanjut dari berbagai literatur. Penelitian yang 
dilakukan oleh Suprayogi (2013) secara jelas menyatakan bahwa bank syariah 
melakukan income smoothing namun secara sembunyi-sembunyi atau dengan kata 
lain bahwa praktik tersebut tidak disajikan dan diungkapkan dalam laporan 
keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sejalan dengan 
penelitian tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Barokah & Kurniasih (2015) 
bahwa bank syariah telah melakukan praktik perataan penghasilan DPK saat bank 
menghadapi risiko ketika keuntungan bank di bawah ekspektasi. Dengan demikian, 
setelah memastikan bahwa LKS melakukan income smoothing terhadap dana 






 Beberapa negara seperti Malaysia, Uni Arab Emirate, Bahrain, Jordan, dan 
Oman menggunakan jenis perataan penghasilan DPK dengan cadangan, melalui 
pembentukan Profit Equalisation Reserve (PER), sedangkan Qatar dan Pakistan 
menggunakan jenis perataan penghasilan DPK tanpa cadangan (Suandi, 2017). 
Barokah & Kurnasih (2015) menyebutkan bahwa bank syariah di Indonesia 
menggunakan perataan penghasilan DPK tanpa membuat cadangan, yaitu dengan 
menyerahkan sebagian hak pendapatan bank pada nasabah ketika imbal hasil yang 
didistribusikan pada nasabah pemilik dana kurang dari imbal hasil yang 
diproyeksikan. Lebih lanjut praktisi yang berprofesi sebagai Marketing Funding 
Manager di Bank Muamalat Indonesia menyatakan: 
“...tepatnya regulator dalam hal ini BI dan OJK meminta dan 
memeriksa kesesuaian bagi hasil yang dilakukan bank, dengan 
mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 
salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 65/POJK.03/2016 
mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
Pernyataan praktisi tersebut mengindikasikan ketidakpastian informasi 
mengenai jenis praktik income smoothing yang diterapkan, pernyataan tersebut 
hanya menjelaskan mengenai manajemen risiko, tidak secara spesifik menyebutkan 
income smoothing. Dengan demikian, perlu adanya penelusuran dalam laporan 
tahunan LKS dalam hal ini Bank Muamalat tentang menajemen risiko perusahaan. 
Berikut beberapa poin yang diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Muamalat 
Indonesia: 
Upaya untuk memperbaiki profil risiko investasi, antara lain: (a) 
Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad 
pembiayaan dan juga memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi 
hasil secara terus menerus; (b) Melakukan kajian atas kinerja 





melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk 
pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga 
mengurangi risiko bagi Bank. (Annual Report, 2019) 
 
Terlihat bahwa pada pengungkapan manajemen risiko yang tercantum dalam 
laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia poin (b) tersebut mengindikasikan 
bahwa Bank melakukan mitigasi yang memadai untuk mengurangi risiko bagi bank. 
Namun tidak dapat diketahui dengan pasti bentuk mitigasi seperti apa yang 
dimaksud. Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Praktisi yang berprofesi sebagai 
Marketing Funding Manager di Bank Muamalat Indonesia berikut Bank muamalat 
berikut: 
“kalau untuk mitigasi risiko investasi, ya kami melakukan itu, apalagi 
OJK mengharuskan untuk membuat profil risiko melalui peraturan 
POJK No. 65/ POJK.03/2016 tentang penilaian risiko tadi, dengan IRR. 
Cuma memang saya tidak bisa memastikan format pengisiannya apakah 
memang sesuai dengan format baku regulator atau hanya dari 
manajemen, tapi yang pasti kami mengisi itu sesuai sistem yang harus 
kami isi dari kantor pusat”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Dari pernyataan praktisi tersebut terlihat bahwa memang dari LKS tidak 
secara gamblang mengungkapkan bahwa mereka melakukan income smoothing 
dengan pencadangan tapi kita bisa mengetahui bahwa secara pasti mereka 
menentukan tingkat IRR. Hal ini sejalan dengan penelusuran peneliti dalam laporan 











Indikasi Rate of Return Bank Muamalat Indonesia 
 
  
 Dari penelusuran peneliti menemukan bahwa memang bank mengungkapkan 
rate indication of return dalam laporan tahunannya. Ini memberikan informasi bagi 
nasabah mengenai risiko yang ada pada setiap aktiva jika menabung di bank. Hal 
ini menguatkan pernyataan praktisi tersebut bahwa bank menerapkan IRR 
mengingat bahwa rate indikatif ini merupakan nilai equivalent rate dari pendapatan 
investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. 
 Lebih lanjut mengenai manajemen risiko investasi praktisi yang berprofesi 
sebagai Marketing Funding Manager di Bank Muamalat menyampaikan bahwa: 





“Memang untuk saat ini isu-isu politik juga wajib menjadi perhatian, 
terutama yang menurut manajemen bisa menurunkan gairah investasi 
masyarakat, cara menyikapinya yaitu kami membidik nasabah prioritas 
dan memberikannya spesial nisbah untuk menarik gairah investasi 
mereka.” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
“…diatas 100 juta, kami memberikan spesial nisbah” (Lampiran 7: Draf 
Wawancara Praktisi) 
 
“Setahu saya memang untuk menyikapi isu-isu sensitif ini kami 
menjaga persentase nisbah agar sesuai dengan harapan 
nasabah/deposan. Bukan tanpa dasar memang dari OJK mengaharuskan 
minimum modal yang harus kita jaga” (Lampiran 7: Draf Wawancara 
Praktisi) 
 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas kita tahu bahwa murni Bank 
Mumalat Indonesia telah berusaha untuk meminimalisir risiko investasi untuk 
keberlangsungan usaha. Cara-cara yang dilakukan adalah mencoba menarik 
nasabah prioritas dan menjaga minimum modal yang diwajibkan oleh OJK, 
peraturan yang dimaksudkan disini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal minimum dikaitkan dengan profil 
risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process/ ICAAP). Strategi ini diharapkan 
mampu meningkatkan aset produktif bank dan pendapatan bank sehingga bagi hasil 
yang didistribusikan juga akan meningkat. Lebih lanjut mengenai komentar 
Akademisi di bidang Ekonomi Syariah, Dr. Dra. Asfi Manzilati , ME.: 
“Biasanya memang bank melakukan ini (analisis Equivalent Rate). 
Informasi imbal hasil equivalent rate per orang kemudian dibandingkan 
dengan imbal hasil yang diproyeksikan sebelumnya. Ketika nilai 
equivalent rate per orang lebih rendah dari imbal hasil yang 
diproyeksikan dengan mengacu (benchmarking) pada tingkat suku 
bunga pasar, maka bank syariah akan melakukan penyesuaian atas 
imbal hasil yang akan didistribusikan dengan memberikan bagian hak 






 Dari pernyataan tersebut secara implisit memberikan kejelasan bahwa 
memang bank melakukan income smoothing sebagaimana dimaksud dalam fatwa 
DSN No. 87 pada nasabah yang mempunyai simpanan di atas 100 juta rupiah. Bank 
menjaga batas-batas persentase (nisbah) yang harus dibagikan kepada nasabah 
prioritas tersebut dengan memperhatikan equivalent rate per orang. Income 
smoothing yang memperhatikan tingkat equivalent rate ini juga erat kaitannya 
dengan proyeksi laporan kinerja keuangan bank yang di dalamnya memuat bagi 
hasil dari nasabah dan bank. Berikut hasil wawancara lebih lanjut mengenai 
proyeksi di Bank Muamalat: 
“Kalau mengenai proyeksi sendiri ya kami membuat, dan kami harus 
menyetorkannya kepada pusat plus isu-isu yang terjadi di wilayah kami, 
soalnya kan proyeksi yang kami buat ini akan dijadikan pertimbangan 
bagi manajemen pusat untuk menentukan tingkat nisbah bagi hasil nanti 
agar kompetitif.” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Berdasarkan pernyataan tersebut secara jelas memang Bank menyusun 
proyeksi untuk memberikan tingkat bagi hasil yang kompetitif bagi bank. Berikut 
pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai proyeksi dan realitas kinerja 
Bank Muamalat. 
Gambar 4.3 
Proyeksi Bank Muamalat Indonesia 
    





  Berdasarkan gambar tersebut di atas memang proyeksi/target kinerja bank 
diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia, namun tidak ada 
pengungkapan bagaimana perlakuan bagi hasil dari nasabah yang dibawah 
proyeksi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja bank di bawah 
tingkat proyeksi yang dibuat. Dengan demikian perlu penelusuran apa yang 
dilakukan bank untuk menyikapi hal ini. 
“ya, kami membuat cadangan yang semacam itu, hal ini murni karena 
meminimalisir risiko investasi tadi agar kami bisa mempertahankan 
tingkat bagi hasil untuk nasabah agar kompetitif dengan konvensional 
dan mencegah aliran modal keluar dari beberapa nasabah tadi. Ini juga 
sepertinya masuk dalam profil risiko yang harus dibuat menurut 
peraturan OJK tadi, Cuma penyebutannya tidak PER seinget saya.” 
(Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Dari pernyataan praktisi tersebut jelas bahwa pada dasarnya bank memang 
memitigasi kondisi-kondisi yang semacam ini yakni meminimalisir risiko 
keluarnya modal nasabah dan tetap mempertahankan nasabah yang berinvestasi 
dengan mempertahankan tingkat nisbah bagi hasil yang kompetitif. Namun peneliti 
memang masih tidak menemukan pengungkapan secara gamblang dalam laporan 
keuangan bank mengenai income smoothing dengan cadangan (PER) ini. Hal ini 
menjadi permasalahan sendiri mengenai transparansi praktik income smoothing 
baik dengan membentuk cadangan atau tidak. Lebih lanjut mengenai transparansi 
pengungkapan praktik ini disampaikan oleh praktisi Bank Muamalat berikut ini. 
“Kalau untuk transparansi sendiri, kami berusaha untuk secara 
gamblang menginformasikan apa saja yang diperlukan untuk pemegang 
kepentingan, investor pada khususnya, kami tidak mungkin 
mengingkari apa-apa yang sudah disepakati di awal akad ya mbak. 
Kami sebisa mungkin mengikuti aturan yang telah ditetapkan regulator 






“Kalau secara khusus mengenai pencadangan tadi kami memang pure 
‘tidak tahu’ harus melaporkan dimana, tidak tahu ini dalam tanda kutip 
ya mbak, dalam artian memang regulator tidak mewajibkan 
pengungkapan pencadangan ini, tapi yang pasti kami mengambil 
cadangan ini dari laba bersih bukan dari pendapatan yang harus 
dibagihasilkan, jadi sama sekali hal ini tidak mengurangi haknya 
nasabah” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi) 
 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas setidaknya ada 3 poin penting: 
pertama, praktik pencadangan dana pihak ketiga (nasabah/deposan) memang 
dilakukan bank. Kedua, pelaporan pencadangan untuk kepentingan income 
smoothing ini tidak dilaporkan secara eksplisit dalam laporan keuangan karena 
memang tidak ada regulasi yang mengaturnya. Ketiga, jika kondisi kinerja real yang 
terjadi berada di bawah proyeksi maka bank akan mengurangi hak nya sendiri untuk 
diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan equivalent rate. Kenyataan-
kenyataan yang penulis paparkan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa 
logika-logika konvensional masih melekat dan tidak bisa terlepas  pada entitas 
syariah itu sendiri. Hal ini terlihat dari motif-motif treatment akuntansi yang 
dilakukan oleh perbankan masih berorientasi pada pendapatan, laba, dan modal dari 
perbankan. Maka jelaslah hal ini memperkuat apa yang dikatakan oleh 
Mulawarman (2014) yang menyatakan bahwa income, liability, cash dan earnings 
merupakan akun yang dipersiapkan untuk kepentingan terbatas yaitu manajemen, 
pemilik, investor, pemegang saham, dan kreditur. Regulasi-regulasi yang ada dirasa 
memang mengakomodir keempat komponen tersebut untuk kepentingan terbatas 
tadi. Kepentingan ini pada akhirnya berujung pada profit oriented sebagai ideologi 
Neoliberal yang paling utama. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran 





tauhid sebagai filter utamanya. Sebagai konsekuensinya maka akuntansi syariah 
yang ada sekarang masih membawa-bawa logika konvensional yang melekat di 
dalamnya. Oleh karena itu perlu melihat implementasi secara menyeluruh antara 
akuntansi syariah dan konvensional untuk memberikan gambaran fenomena yang 
terjadi pada realita korporasi di Indonesia, guna melakukan tazkiyah ekonomi 
menuju fitrah religiusitas yaitu fitrah ketuhanan. 
4.1.2 Praktik Income Smoothing pada Entitas konvensional di Indonesia 
  Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional adalah 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono (2002) 
menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional 
menggunakan dua metode, yaitu pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik 
untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk 
pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu, kedua, 
penetapan fee based untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau 
menerapakan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Dalam 
ekonomi konvensional, tidak ada aturan baku yang menyatakan larangan 
perusahaan untuk melakukan perataan laba. Sebab usaha perataan laba merupakan 
bagian dari manajemen laba yang merupakan tindakan para manajer baik itu secara 
agensi maupun personal dalam mencari keuntungan perusahaan. Praktek perataan 
laba dianggap sebagai perilaku yang rasional. Berikut pernyataan Praktisi di bidang 






“Kalau dihubungkan dengan perilaku manajer maka praktik income 
smoothing ini secara garis besar di bagi dua yaitu pertama, income 
smoothing merupakan perilaku oportunis jika dilakukan untuk 
kepentingan diri sendiri dan memanipulasi laporan keuangan, Kedua, 
income smoothing merupakan perilaku realistis jika dilakukan untuk 
kepentingan keberlangsungan perusahaan” (Lampiran 5: Draf 
Wawancara Praktisi) 
 
Dari pernyataan akademisi tersebut jelas bahwa ada 2 jenis pandangan jika 
dilihat dari perilaku manajemen yaitu memandang bahwa income smoothing 
merupakan tindakan oportunis dan kedua merupakan tindakan yang realistis untuk 
kepentingan going concern dari perusahaan. Lebih lanjut praktisi tersebut 
menjelaskan mengenai motif realistis dari praktik perataan laba tersebut: 
“Ya, begini saja ya mbk, bayangkan saja ketika kegiatan operasi 
perusahaan dari tahun ke tahun yang cenderung berfluktuasi dengan 
sangat tajam tanpa adanya pertaaan laba. Harga saham akan 
berfluktuasi secara tajam sejalan dengan kinerja yang berfluktuasi 
tajam, akhirnya hal tersebut berdampak pada IPO (Initial Public 
Offering) sahamnya tidak laku/kurang menarik. Pertimbangan-
pertimbangan inilah yang membuat perataan laba ini jadi realistis jika 
dipraktikkan.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi) 
 
Dari pernyataan akademisi tersebut secara implisit menjelaskan bahwa 
praktik income smoothing memang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan 
mempertimbangkan risiko nilai dari perusahaan yang tercermin dalam harga 
sahamnya. Lebih lanjut mengenai jenis perataan laba disampaikan oleh praktisi 
berikut ini: 
“Jenis income smoothing sendiri ada banyak jenisnya tergantung dari 
dimensi mana kita melihatnya, secara garis besar menurut Dascher dan 
Malcom, nanti bisa dibaca ya di situ, ada yang namanya real smoothing 
dan artificial smoothing” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi) 
 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa secara garis besar income smoothing 





berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan atas 
pengaruh perataan terhadap laba seperti biaya iklan dan penelitian dan 
pengembangan. Perusahaan dalam hal ini manajemen bisa mengatur apakah 
periode berjalan akan dilakukan pengeluaran terhadap biaya tersebut. Sedangkan 
Artificial Smoothing berkaitan dengan prosedur atau metode akuntansi yang 
diimplementasikan untuk mengganti cost atau pendapatan dari suatu periode ke 
periode yang lain seperti penggantian metode penyusutan yang berpengaruh kepada 
besar kecilnya jumlah beban penyusutan yang dilaporkan. Lebih lanjut praktisi 
tersebut menjelaskan sebagai berikut: 
“Praktik income smoothing ini menurut saya sah-sah saja dilakukan 
selama itu tidak menyebabkan kesalahan informasi bagi pengguna 
laporan keuangan dan tetap patuh terhadap regulasi dan PSAK yang 
berlaku di Indonesia.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi) 
 
“…praktik ini bisa merujuk pada PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan 
Keuangan, disitu bisa dilihat bahwa penacatatan akuntansi di Indonesia 
menggunakan accrual basis. Implikasi dari adanya accrual basis ini ya 
tadi, perusahaan bisa mengakui apa yang belum terjadi realnya, atau 
menangguhkan apa yang seharusnya sudah terjadi.” (Lampiran 5: Draf 
Wawancara Praktisi) 
 
 Secara implisit dari pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 
praktik income smoothing diperbolehkan selama itu sesuai dengan regulasi dalam 
hal ini PSAK, salah satu regulasi yang membuka praktik income smoothing ini yaitu 
pencatatan secara akrual yang diatur dalam PSAK 1 untuk kebutuhan perataan laba. 
Praktik ini bisa dilakukan dalam pengakuan beban, pendapatan, asset, ekuitas, atau 
liabilitas. Lebih lanjut mengenai pencatatan secara akrual ini disampaikan oleh 






“Kan dalam PSAK 1 disebutkan bahwa basis pencatatan akuntansi 
menggunakan accrual basis yang kemudian hal ini menjadi rasional jika 
manajemen menangguhkan beban-beban yang sebenarnya sudah 
terjadi, mengganti metode pencatatan, dan lain-lain yang berhubungan 
dengan waktu pengakuan dan metode-metode pencatatan dalam 
akuntansi yang nantinya akan berdampak pada tingkat laba yang 
dilaporkan sesuai dengan yang diinginkan, nanti mengenai teknik nya, 
dalam hal ini apa saja yang ditangguhkan atau segera diakui ini 
berhubungan langsung dengan motivasi manajemen melakukannya. 
Bisa saja karena motivasi bonus, politik, atau pajak.” (Lampiran 5: Draf 
Wawancara Praktisi) 
  
 Pernyataan praktisi tersebut secara implisit menjelaskan bahwa aspek-aspek 
pencatatan secara accrual basis bisa menimbulkan adanya praktik perataan laba. 
Adapun mengenai teknik dari perataan laba sendiri akademisi tersebut berpendapat 
bahwa hal itu dipengaruhi oleh motivasi masing-masing manajemen. Maka perlu 
penelusuran lebih lanjut mengenai motivasi sebagaimana dimaksud oleh praktisi 
tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu praktisi di PT Budi Karya 
Raharja menemukan bahwa motivasi manajemen melakukan manajemen laba 
adalah untuk perpajakan. Berikut penjelasannya: 
 “ya, kami menerapkan (manajemen laba)” (Lampiran 6: Draf 
Wawancara Praktisi) 
 
 “…(dengan cara) Income minimization (penurunan laba), ini 
merupakan proses rekayasa laporan keuangan agar laba tidak terlihat 
besar sebagaimana mestinya, bahkan cenderung dibuat merugi.. 
Dengan cara (1) memaksimalkan sektor pendapatan yang merupakan 
objek PPh Final (2) memaksimalkan beban CSR, penyusutan akan aset 
tidak berwujud, beban piutang tak tertagih, entertainment, Zakat 
shodaqoh. (3) konversi laba ditahan menjadi deviden.” (Lampiran 6: 
Draf Wawancara Praktisi) 
 
“…(kami mengikuti aturan) PSAK dan Peraturan Pajak. dalam 
peraturan pajak, ada beban-beban yang tidak terkait dengan operasional 
namun dapat mengurangi income sehingga net income menjadi kecil 
seperti: Beban kerugian piutang, zakat, hibah, csr dll. Perusahaan 
memang mengeluarkan uang untuk kegiatan sosial lebih besar daripada 





Pernyataan-pernyataan praktisi tersebut di atas menjelaskan bahwa untuk 
kepentingan pajak manajemen melakukan manajemen laba dalam bentuk income 
minimization yaitu laba yang dilaporkan cenderung kecil untuk meminimalisir 
beban pajak yang akan ditanggung. Menurut praktisi tersebut hal ini tidak menjadi 
permasalahan selama itu sesuai dengan regulasi khususnya PSAK dan peraturan 
pajak. Namun, ketika ditanyakan mengenai praktik income smoothing praktisi 
tersebut menjelaskan sebagai berikut: 
“Tidak (menggunakan perataan laba), namun memang secara tidak 
langsung mengenai praktik income minimization ini berdampak pada 
pelaporan laba yang cenderung tidak berfluktuatif, karena tidak 
mungkin kami melaporkan laba pada tahun ini sekian, tinggi misalnya, 
kemudian tahun depan turun, untuk mengurangi pajak misalnya, ini 
bahaya sekali, ketika ada pemeriksaaan dari pihak pemerintah 
mengenai kepatuhan pajak, mereka juga pasti bertanya-tanya,ada apa 
nih? jangan-jangan ada indikasi mangkir pajak? Jadi secara tidak 
langsung ya saya katakan itu berpengaruh pada perataan laba juga.” 
(Lampiran 6: Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Pernyataan dari praktisi tersebut secara implisit menjelaskan bahwa motivasi 
manajemen dalam meratakan laba adalah untuk kepentingan pajak agar laba tidak 
berfluktuasi dan menyebabkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan juga 
berfluktuasi yang nantinya akan menyebabkan perusahaan berurusan dengan 
regulator mengenai kepatuhan pajak. Dengan demikian perlu penelusuran 
mengenai praktik pencatatan akuntansi apa saja yang berpengaruh terhadap 
perataan laba yang dimaksud. Akademisi di bidang Akuntansi, Dr. H. Ahmad 
Djalaluddin, Lc., M.A menjelaskan sebagai berikut: 
“Kalau untuk menanggapi praktik tersebut, menurut saya pencatatan 
akrual yang bisa dimainkan untuk income smoothing ini, contoh 
pembagian dividen, teknisnya begini, ketika perusahaan mengalami 
untung maka pemegang saham punya bagian dari keuntungan, sudah 





dan bisa dibagikan ke pemegang saham kan, tapi tidak serta merta 
seperti itu, perusahaan akan menahan itu dan dilaporkan sebagai laba 
ditahan agar tidak terkena pajak atas dividen, boleh? ya boleh-boleh 
saja menurut PSAK karena basisnya adalah akrual” (Lampiran 3: Draf 
Wawancara Akademisi) 
 
  Penjelasan dari akademisi tersebut cukup jelas bahwa pencatatan akuntansi 
berbasis akrual mempunyai peranan penting dalam praktik income smoothing. Hal 
ini juga didukung oleh pernyataan dari praktisi dari PT Bumiasri Lestari Situbondo 
berikut ini: 
“Pada dasarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa kami menggunakan 
perataan laba ya, yang jelas dan dapat saya pastikan bahwa pihak 
manajemen membuat beban-beban sepanjang tahun tidak berfluktuasi 
dan cenderung flat dengan cara mengalokasikan (beban) ke bulan/tahun 
berikutnya jika memang terlalu tinggi, dan sebaliknya” (Lampiran 5: 
Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Pernyataan praktisi tersebut menjelaskan bahwa di PT Bumiasri Lestari 
Situbondo tempat dirinya bekerja menerapkan pengakuan beban yang tidak 
berfluktuatif. Hal ini hanya terjadi jika perusahaan tersebut menggunakan 
pencatatan akrual dengan cara menangguhkan beban apabila tingkat beban yang 
terjadi terlalu tinggi dan sebaliknya, yakni mengakui beban jika tingkat beban masih 
belum memenuhi target yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan prinsip dari income 
smoothing itu sendiri karena beban berhubungan langsung terhadap laba yang 
dilaporkan oleh perusahaan.  
 Selain memainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan 
teknik lain yang biasa dilakukan adalah dengan membentuk cadangan sebagai 
langkah mitigasi ketika perusahaan mengalami kerugian. Berikut penjelasan dari 






“ya memang ada kemungkinan (perusahaan membentuk cadangan) 
untuk mitigasi ketika terjadi kerugian. Rasionalitas dari pemegang 
saham kan dia akan menyimpan uang di perusahaan yang kinerjanya 
bagus, dari mana tercerminnya? Yang paling gampang dari laba 
mengenai ini (pembentukan cadangan) bisa merujuk pada PSAK 55 
Mengenai Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 
2014) dan peraturan perbankan mengenai Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Akademisi) 
 
Pernyataan akademisi tersebut masih belum bisa memastikan jika perusahaan 
menerapkan praktik income smoothing ataukah tidak, namun jika merujuk pada 
Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 tentang Instrument Keuangan: 
Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2014) dijelaskan bahwa cadangan penyisihan 
kerugian dibentuk ketika kredit telah mengalami penurunan nilai atau dengan 
pendekatan incurred loss, dan bukan berdasarkan pendekatan ekspektasi kerugian 
(expected loss) yang akan dialami oleh bank di masa yang akan datang. Pedoman 
Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) juga menyatakan bahwa bank tidak 
diperbolehkan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) melebihi 
jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif. 
Ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut secara tidak langsung memang 
memperbolehkan membentuk cadangan untuk upaya memitigasi risiko bank ketika 
terjadi kerugian agar tidak berdampak pada tingkat return atau bunga bagi 
pemegang saham. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh praktisi bank 
CIMB Niaga berikut ini: 
“ya, di kami memang ada itu, atau biasa kami menyebutnya CKPN, dan 
wajib kami laporkan ke pusat, fungsinya memang untuk menghindari 
masalah kerugian akibat kredit yang gagal bayar, yang menyebabkan 
pada menurunnya kinerja keuangan kita di laporan keuangan” 







 Pernyataan praktisi bank CIMB tersebut membenarkan bahwa bank 
membentuk cadangan untuk meminimalisir risiko kredit yang akan berdampak pada 
laba yang dilaporkan. Lebih lanjut mengenai dampak dari cadangan ini terhadap 
pelaporan laba, praktisi tersebut menjelaskan: 
“Akun kontra dari cadangan ini kan beban penurunan nilai aset, jadi 
otomatis semakin besar cadangan yang kita bentuk maka beban juga 
semakin besar, hubungannya sama laba jadi semakin kecil karena 
bersifat beban ini mengurangi laba ya.” (Lampiran 8: Draf Wawancara 
Praktisi) 
 
“Mengenai besarnya (pencadangan) ini pada dasarnya murni 
keakuratan estimasi dan catatan historical loss experience. Namun 
secara umum kami juga menggunakan aturan baku seperti ini, nilai 
tercatat asset keuangan dikurangi dengan nilai kini dari estimasi arus 
kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga 
efektif awal dari asset keuangan tersebut. Nanti kan ketemu tuh jumlah 
yang harus kita cadangkan, baru jumlah asetnya dikurangi dengan 
cadangan tersebut, dan kita laporkan sebagai laba/rugi” (Lampiran 8: 
Draf Wawancara Praktisi) 
 
 Pernyataan tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa pencadangan 
kerugian itu dilakukan melalui aset individual berdasarkan histori dari kerugian 
yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Besarnya pencadangan ini 
mempertimbangkan present value dari aset tersebut. Dengan demikian menjadi 
mudah bagi manajemen untuk mengatur laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 
yang diinginkan karena akun kontra untuk pencatat pencadangan ini adalah beban 
kerugian, beban akan mengurangi laba dan berdampak pada besar kecilnya laba 
perusahaan yang dilaporkan. Namun praktik ini tidak serta merta dikatakan 
menyalahi aturan karena ada standar yang mengaturnya dan pihak bank juga 
melaporkan dalam laporan tahunannya. Bisa diliat laporan tahunan Bank CIMB 















 Dari laporan tersebut terlihat bahwa memang dalam laporan tahunan CIMB 
Niaga menerapkan cadangan penurunan nilai untuk masing-masing aset. Berikut 



















 Laporan keuangan CIMB Niaga tersebut jelas melaporkan adanya kerugian 
penurunan  nilai yang berdampak pada laba yang dilaporkan, namun hal ini tidak 
bisa dinyatakan secara tegas bahwa bank tersebut menerapkan income smoothing 
dalam laporan keuangannya. Akademisi Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Memang tidak mungkin secara gamblang bank menyatakan dirinya 
melakukan income smoothing karena hal itu mengindikasikan bahwa 
pengelolaan dananya tidak efisien dan bisa saja investor menangkap 
sinyal bahwa hal tersebut bukan laba yang sebenarnya terjadi.” 
(Lampiran 3: Draf Wawancara Akademisi) 
 





 Dari pernyataan akademisi tersebut menjelaskan tidak semua bank 
melaporkan dan menjelaskan secara gamblang bahwa bank melakukan income 
smoothing karena hal itu dikhawatirkan memberikan dampak buruk pada 
kelangsungan usaha bank. Namun praktik-praktik tersebut secara jelas bisa kita 
temukan dalam laporan keuangan mengenai sinyal-sinyal yang mengarah ke arah 
perataan laba. 
 Kenyataan-kenyataan praktik yang penulis paparkan tersebut lagi-lagi 
orientasinya terhadap 3 hal yaitu pendapatan, laba, dan modal. Logika-logika yang 
dipakai pun mengarah kepada self interest (kepentingan pribadi). Regulasi yang ada 
pun seperti mengamodir kepentingan dari pemilik modal saja dengan 
mengesampingkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai wujud hubungan 
horizontal dan menegasikan nilai ketuhanan sebagai hubungan vertikal. Padahal 
akuntansi sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kesadaran ketuhanan yang berarti 
akuntansi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi seperti finansial, 
sosial, dan lingkungan, namun juga ada hal-hal yang bersifat non-materi batin, jiwa, 
dan spiritual (Mulawarman, 2014).  
 Berdasarkan penjabaran mengenai praktik income smoothing di atas, maka 
peneliti menyajikan perbedaan dan persamaan antara praktik income smoothing di 






Penerapan Income smoothing dalam Entitas Syariah dan Konvensional 
No. Aspek Entitas Syariah Keterangan Entitas konvensional Keterangan 
1. Regulasi di 
Indonesia 
Fatwa DSN Nomor 
87/DSN-MUI/XII/2012 
Ketentuan Umum (No. 2): 




PSAK 1 (Par. 25): Teknik 
Pencatatan akrual 
Ketentuan Umum (No. 4): 
Income Smoothing tanpa 
cadangan 
Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 14/ 15 /PBI/2012 
Tentang Penilaian Kualitas Aset 
Bank Umum (Bab V): 
Pembentukan CKPN 
2 Jenis perataan Pencadangan Laba 
(IRR/Investment Risk 
Reserve) 
Cadangan yang dibentuk 





Cadangan dalam akun CKPN 
Transaksi Akrual dilakukan 
dengan cara pencatatan beban 
diakui di awal 
3 Pengukuran Berdasarkan SOP Murni kebijakan manajemen 
dengan pertimbangan pasar 
Anuitas masing-masing 
aset keuangan 
Nilai tercatat aset keuangan 
dikurangi nilai kini (present 
value) estimasi arus kas masa 
datang yang didiskontokan 
menggunakan TBE  
Mempertimbangkan 
equivalent rate / rate 
indication of return 
4 Pengungkapan Tidak ada 
pengungkapan dalam 
laporan keuangan dan 
CALK 
Hanya terbatas pada laporan 




Laporan Laba/Rugi pos Beban 
kerugian penurunan nilai atas 
aset keuangan 
Nasabah prioritas akan 
memperoleh informasi ini 
Laporan Posisi Keuangan pos 
CKPN masing-masing aset 
CALK: pos Beban 





4.2 Penerapan Income Smoothing dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan 
Fikih Kontemporer 
Akuntansi syariah sebagaimana disampaikan oleh Akademisi di bidang 
Akuntansi Syariah, Prof Iwan Triyuwono, SE, Ak, MEc, PhD pada dasarnya 
merupakan seni untuk meracik informasi yang berfungsi sebagai dzikir dan do’a 
untuk memenuhi kebutuhan materi, mental, dan spiritual manusia dalam rangka 
beribadah, bertaqwa kepada Allah (Lampiran 1: Draf wawancara Akademisi). 
Bertaqwa kepada Allah ini lah yang menjadi tujuan dari seorang akuntan dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Tujuan ini bisa dicapai dengan mengimplementasikan 
nilai-nilai syariah baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, 
maupun penjelasan, dan menjadikannya pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian 
atau peristiwa. Dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut: 
ى فَاْكتُبُْوهُُۗ َوْليَْكتُْب بَّْينَُكمْ  َسم ً ى اََجٍل مُّ
ا اَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن اِٰلٰٓ ْ يَّْكتَُب ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ َ َكاتِب  اَ ََ يَْْ ْد ِِۖ  َو َ  َكاتِب   بِاْل
ُ فَْليَْكتُْبْۚ َوْليُْملِِل الَِّذْي َعلَْيِه الْ  ََ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيـ ًاُۗ َكَما َعلََّمهُ هللا ٰ َ َربَّٗه َو
  َحقُّ َوْليَتَِّق هللا ٰ
”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 282) 
 
Bila kita cermati surah Al-Baqarah ayat 282 di atas, Allah telah 
memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang 
pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat 





yang memiliki kepentingan. Jika kita kaitkan ayat tersebut dengan konteks ekonomi 
kontemporer, maka akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yaitu akuntansi 
yang sistematis, transparan, bertanggungjawab, dan ditujukan untuk kemaslahatan 
umat dengan memegang teguh kesadaran Tuhan di dalamnya. Mengenai akuntansi 
syariah ini Prof Iwan Triyuwono, SE, Ak, MEc, PhD memiliki pandangan sedikit 
berbeda, berikut kutipan wawancara beliau yang menjelaskan mengenai akuntansi 
syariah: 
“(mengenai) Akuntansi syariah saya agak membedakan antara 
akuntansi syariah dan akuntansi islam, kalau akuntansi syariah memang 
ada aspek syariahnya, tapi kalau akuntansi islam itu nanti ada akuntansi 
syariah, akuntansi tariqat, akuntansi ma’rifat, dan akuntansi haqiqat, 
keseluruhannya itu nanti membentuk kesatuan akuntansi islam”. 
(Lampiran 1: Draf Wawancara Akademisi) 
 
Menurut pandangan akademisi tersebut bahwa akuntansi syariah dan 
akuntansi islam itu berbeda dari sisi ruang lingkupnya. Ruang lingkup akuntansi 
islam itu lebih luas meliputi akuntansi syari’ah, akuntansi tariqat, akuntansi 
ma’rifat, dan akuntansi haqiqat. Pada level akuntansi syariah yang menjadi 
orientasi adalah aturan-aturan sedangkan pada akuntansi thariqat yang menjadi 
orientasi adalah pada rasa. Sebagaimana dijelaskan Akademisi tersebut berikut: 
“Akuntansi syariah memang orientasinya pada luar, aturan-aturan, 
kalau ada standar ya standar itu yang dipakai PSAK 101 dan seterusnya, 
itu bagian dari akuntansi syariah tadi, (sedangkan) akuntansi thariqat, 
ini kan berhubungan dengan rasa, ... , kalau dirasa tidak enak dan ragu-
ragu maka boleh ditinggalkannya. Ini ukurannya rasa ya bukan materi, 
yang saya maksud materi ini kan mengenai tampilan luar”. (Lampiran 
1: Draf Wawancara Akademisi) 
 
Berdasarkan pernyataan Akademisi tersebut, jika membahas mengenai 
income smoothing beserta peraturan-peraturan akuntansi syariah yang ada di 





yang dimaksudkan Akademisi tersebut. Maka hal ini jelas berbeda dengan 
perspektif fikih yang termasuk dalam tataran akuntansi islam. 
4.2.1 Penerapan Income Smoothing: Regulasi dan Implikasinya dalam Perspektif 
Fikih 
Telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa regulasi yang dijadikan dasar 
dalam penerapan income smoothing di Indonesia adalah Fatwa DSN nomor 
87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (income smoothing) 
Dana Pihak Ketiga. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai metode perataan 
dengan membentuk cadangan dan tanpa membentuk cadangan. Lembaga Keuangan 
Syariah sudah tentu diwajibkan patuh terhadap fatwa tersebut sehingga tidak serta 
merta dianggap menyalahi aturan mengingat bahwa DSN merupakan pihak yang 
ditugaskan untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, 
khususnya perbankan. Akan tetapi terdapat beberapa poin penting mengenai 















Regulasi dan Implikasi Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 
No. Aturan Implikasi 
1 Ketentuan umum poin 3: 
Bagi hasil berdasarkan Proyeksi Bagi 
Hasil. 
Nasabah tidak mungkin rugi/ 
akan mendapatkan bagi hasil 
secara pasti (merusak substansi 
akad mudharabah) 
2 Ketentuan pembentukan cadangan 
poin 2 dan 4: 
Pembentukan dana cadangan harus 
dilakukan atas seizin nasabah. 
Pengungkapan dalam Laporan 
Keuangan dan Transaparansi. 
3 Ketentuan pembentukan cadangan atau 
tanpa cadangan poin 2 dan 3: 
Pencadangan atas dasar DCR dan harus 
ditentukan berdasarkan pedoman 
operasional/ standard operating 
(SOP). 
Penentuan jumlah dan waktu 
pencadangan tiap bank yang 
bervariasi dan berpotensi bank 
melakukan pencadangan secara 
terus menerus sesuai dugaan dari 
manajemen saja. 
4 Ketentuan perataan laba dengan atau 
tanpa dana cadangan poin 5: 
Tidak boleh dipraktikkan apabila 
menimbulkan kecenderungan praktik 
ribawi terselubung. 
Inkonsistensi dengan ketentuan 
umum poin 3 tentang bagi hasil 
berdasarkan proyeksi, yang 
berarti mirip dengan sistem 
bunga. 
5 Ketentuan perataan laba dengan atau 
tanpa dana cadangan poin 6: 
isqath al-haqq / attanazul'an al-haqq 
Berubahnya nisbah bagi hasil 
antara bank dan nasabah serta 
terjadi kedzoliman terhadap bank 
 
Berdasarkan tabel tersebut maka yang perlu dikritisi mengenai income 
smoothing di Indonesia yaitu Pertama, mengenai proyeksi bagi hasil sebagaimana 
disebutkan dalam ketentuan umum poin 3 dan ketentuan terkait pembentukan dana 
cadangan dalam fatwa ini secara eksplisit memberikan ketentuan bahwa proyeksi 
bagi hasil dijadikan acuan dalam bagi hasil. Jika realisasi bagi hasil diatas proyeksi 
maka bank boleh mencadangkan kelebihannya dan jika realisasi bagi hasil bank 
dibawah proyeksi bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad maka boleh 
mengambil kekurangannya dari cadangan atau bank memberikan hak bagi hasil 
dirinya untuk diberikan kepada nasabah. Dengan adanya proyeksi bagi hasil ini 
maka pada dasarnya nasabah tidak mungkin rugi atau dengan kata lain nasabah akan 





mendapatkan bagi hasil secara pasti. Hal ini menjadikan akad mudharabah yang 
secara alamiah bersifat tidak pasti (Natural Uncertanty Contacts) karena ada 
kemungkinan kerugian dalam usaha menjadi akad yang pasti (Natural Centainty 
Contracts) karena secara pasti memberikan keuntungan. Hal ini membuat rusak 
substansi dari akad mudharabah itu sendiri. Pemberian kepastian imbal hasil atas 
akad investasi ini tidak ada bedanya dengan sistem bunga dalam bank konvensional. 
Sistem bunga ini membuat bank konvensional tidak mengenal rugi dalam akadnya, 
atau dengan kata lain bank dipastikan hanya membagikan keuntungan yang positif 
mengikuti suku bunga pasar pada saat awal akad (Antonio, 2001). Pemberian 
kepastian ini menyalahi kaidah fikih  الغرم  بالغنم (al ghurmu bil ghunm), yang artinya 
setiap keuntungan pasti ada risiko yang menyertai (Dahlan: 2014). Namun 
keberadaan perataan penghasilan DPK akan menghilangkan risiko kerugian yang 
seharusnya diterima oleh nasabah DPK yang menggunakan akad mudharabah.  
Kedua, mengenai ketentuan pembentukan cadangan poin 2 dan 4 dalam fatwa 
tersebut menyebutkan bahwa pembentukan dana cadangan harus dilakukan atas 
seizin nasabah/pemilik dana. Namun pada kenyataannya bank hanya memberikan 
Informasi mengenai pembentukan dana cadangan ini kepada nasabah 
priority/corporate sebagaimana penjelasan Praktisi pada sub bab sebelumnya. 
Pembentukan dana cadangan dengan maksud perataan laba ini dikhususkan bagi 
nasabah priority yakni nasabah yang memiliki simpanan di atas 100 Juta Rupiah 
untuk kepentingan agar nasabah tidak mengalihkan dananya kepada bank lain. 
Kondisi ini akan menimbulkan ketimpangan informasi mengenai dana cadangan 





rida atas transaksi muamalah sangat diwajibkan dalam syariah. Jika hal ini 
menimbulkan nasabah yang simpanannya di bawah 100 Juta menjadi tidak tahu atas 
kondisi sebenarnya mengenai waktu dan jumlah pendangan makan hal ini tidak 
sesuai dengan prinsip saling rida tersebut. Hal ini menyalahi kaidah fikih berikut:  
 Al-Ashlu Fil’Uqud Rida AL-Muta’aqidain), yang)  األصل في الَقود رضا المتَاقَدين 
artinya dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak (Dahlan:2014). Namun 
dengan adanya penginformasian hanya kepada nasabah priority ini maka akan 
berpotensi menghilangkan prinsip saling ridha dalam akad antara bank dan nasabah 
dengan penyimpanan dibawah 100 Juta Rupiah. Selain itu kenyataan pada 
implementasinya juga tidak diungkapkan dalam laporan keuangan maupun Catatan 
Atas Laporan Keuangan sehingga berpotensi pada dilanggarnya prinsip 
keterbukaan (transparansi). 
 Ketiga, mengenai DCR (Displaced Commercial Risk) yang tertuang dalam 
ketentuan pembentukan cadangan atau tanpa cadangan poin 2 dijelaskan bahwa 
perataan laba hanya boleh dilakukan ketika berpotensi kuat menimbulkan risiko 
DCR. Lebih lanjut mengenai penentuan DCR ini tertuang di poin 3 bahwa kondisi 
DCR harus ditentukan berdasarkan pedoman operasional/ standard operating 
prosedure (SOP) bank dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah. 
Pembentukan cadangan berdasarkan SOP ini berakibat pada penentuan jumlah dan 
waktu pencadangan tiap bank yang bervariasi. Padahal sebagaimana ketentuan 
dalam fatwa bahwa pencadangan hanya boleh dilakukan ketika kondisi darurat. Jika 
SOP yang dimaksud tidak dibuat atau tidak ada ketentuan pastinya akan berpotensi 





saja. Bank juga bisa melakukan pencadangan tanpa mempertimbangkan masalah 
darurat yang tidak berpotensi pada penarikan dana besar-besaran oleh nasabah 
(withdrawal risk) dan hanya dilakukan bank syariah untuk meningkatkan citra 
kinerja perusahaan. Hal ini berpotensi pada dilanggarnya kaidah fikih:  ُِۖ اَْلَحاَجةُ تَْنِز
ةً   ةً َكانَْت أَْو َخاصَّ ُرْوَرِة َعامَّ  haajah tanzilu manzilatadh dharuurati ‘aammatan) َمْنِزلَةَ الضَّ
kaanat au khaashshatan), yang artinya Hajat menempati status darurat, baik berupa 
(hajat yang bersifat) umum maupun khusus (Dahlan:2014). Kondisi darurat yang 
dimaksud adalah suatu hal yang jika ditinggalkan maka seseorang akan tertimpa 
bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya, sedangkan hajat merupakan 
sesuatu yang bila ditinggalkan, dapat mendatangkan bahaya, tetapi masih bisa 
diganti dengan yang lain (Tuasikal, 2012). Dalam pengaplikasian kaidah fikih ini 
Ahli fikih memberikan beberapa ketentuan, yaitu:  hajat tersebut tidak boleh justru 
menyebabkan hilangnya maslahat yang lebih besar, hajat tersebut betul-betul telah 
terwujud, bukan sesuatu yang masih dinantikan atau akan diwujudkan, dan hajat 
tersebut tidak bertentangan dengan maqashid (tujuan yang hendak dicapai) syariat 
(Muhammad Shidqi al-Burnu, 2002). Namun dengan ketidakjelasan SOP yang 
membuka celah bagi penentuan DCR hanya sebagai praduga bukan berdasarkan 
kenyataan maka berpotensi dilanggarnya kaidah fikih tersebut. 
 Keempat, mengenai ketentuan perataan laba dengan atau tanpa dana cadangan 
poin 5 yang menyebutkan bahwa Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak 
boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan 
praktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpa memperhatikan hasil 





dalam ketentuan umum poin 3 menyebutkan bahwa bagi hasil didasarkan atas 
proyeksi yang menyebabkan nasabah tidak akan menanggung kerugian sehingga 
secara tidak langsung ada praktik riba terselubung disana. Telah dibahas di sub bab 
sebelumnya bahwa bank syariah menyusun proyeksi bagi hasil berdasarkan suku 
bunga pasar yang berlaku dan menjadikannya acuan untuk realisasi bagi hasil yang 
didistribusikan. Hal ini menjadi menyerupai sistem bunga pada bank konvensional 
dan berpotensi pada dilanggarnya kaidah fikih yang mengatur mengenai substansi 
akad yang lebih diutamakan daripada lafadz dari akad tersebut,  الَبرة في الَقود بالمقاصد
 ,yang artinya inti akad berdasarkan maksud dan makna akad ,والمَاني َ باأللفاظ والمباني
bukan berdasarkan lafadz dan kalimat ((Muhammad Shidqi al-Burnu, 2002). 
Dengan demikian, maka proyeksi  bagi hasil di awal akad meskipun dengan lafadz 
akad mudharabah jika pada kenyataannya menimbulkan riba (bunga) maka yang 
menjadi perspektif dalam memandang hukumnya adalah substansi akad itu sendiri 
bukan lafadznya. 
 Kelima, mengenai isqath al-haqq / attanazul'an al-haqq yang tertuang pada 
poin 6 ketentuan perataan laba dengan atau tanpa pencadangan. Fatwa tersebut 
menjelaskan bahwa ketika ralisasi bagi hasil dibawah proyeksi maka bank boleh 
memberikan haknya untuk memberikannya kepada nasabah dan disesuaikan 
berdasarkan proyeksi. Maka hal ini menyebabkan berubahnya nisbah bagi hasil 
dimana seharusnya distribusi bagi hasil diperuntukkan bagi kedua pihak, namun 
dengan transfer hak milik bank (tanazul) sebagian atau seluruhnya dapat 
menjadikan nasabah deposan menerima seluruh keuntungan yang berarti nasabah 





menjadikan bank tidak menerima hak bagi hasilnya mengingat tidak terdapat 
batasan atas jumlah dana yang ditransfer. Hal ini berpotensi pada dilanggarnya 
ketentuan bermuamalah yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:  
َْ تَِجاَرةً َعْن تََراضٍ  ْ تَُكو ََّ أَ   ِمْنُكمْ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َ تَُْْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِ
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. 
(QS An-Nisa: 29).  
 
Dengan demikian berubahnya nisbah disebabkan karena kerugian dan 
menyebabkan bank mentransfer dana hak miliknya ini tergolong kedzaliman karena 
nasabah mengambil hak dari bank. 
4.2.2 Penerapan Income Smoothing: Jenis, Pengukuran, dan Pengungkapan dalam 
Perspektif Fikih 
Jelas bahwa peneliti menemukan bahwa jenis Income smoothing yang 
diterapkan pada Bank Syariah adalah dengan pembentukan cadangan. Merujuk 
pada fatwa DSN No 87 jenis cadangan ini kemudian disebut PER (Profit 
Equalization Reserve). Pembentukan cadangan ini tidak diatur secara jelas baik 
dalam fatwa maupun PSAK mengenai jumlah yang harus dicadangkan. Fatwa 
hanya menyerahkan ketentuan mengenai jumlah dan waktu pencadangan pada 
Operasional perusahaan (SOP) dengan pengawasan dewan syariah. Sebagaimana 
penjelasan sebelumnya bahwa hal ini membuat jumlah nya bervariasi antar bank. 
Tidak adanya peraturan memberikan isu transparansi akibat pihak di luar perbankan 
tidak dapat mengetahui praktik perataan penghasilan dana pihak ketiga yang 
dilakukan oleh bank syariah sebab pengungkapan pada laporan keuangan yang 





bagi hasil bank syariah (IFSB, 2010).  
Hal ini memang sebetulnya tidak memberikan suatu dampak negatif bagi 
nasabah deposan sebab tidak ada pemotongan bagi hasil yang seharusnya menjadi 
hak nasabah. Bank syariah bahkan harus berkorban untuk menyerahkan bagian 
pendapatannya kepada nasabah. Namun praktik perataan penghasilan DPK ini 
berdampak pada menurunnya laba yang dapat dibagikan ke pemegang saham sebab 
transfer kepemilikan hak bank syariah dilakukan setelah bagi hasil didistribusikan. 
Meskipun sebenarnya terdapat pihak yang dirugikan yaitu pemegang saham yang 
haknya berkurang atas pengorbanan bank syariah untuk memberikan imbal hasil 
yang kompetitif pada nasabah, namun belum terdapat peraturan yang 
mengantisipasi isu transparansi yang terjadi. Income smoothing ini memang 
dianggap sebagai murni manajemen laba dan bukan dianggap kecurangan, namun 
menurut Bank Negara Malaysia (2011), praktik perataan penghasilan DPK dapat 
berpotensi pada praktik penyalahgunaan dana dan manipulasi hasil keuangan. 
Keadaan ini terjadi akibat dimungkinkannya bank syariah yang memiliki 
kepentingan tertentu dapat membuat cadangan sebagai upaya window dressing 
(BNM, 2011). Bank syariah yang memiliki akuntabilitas publik signifikan harus 
melakukan transparansi kepada penggunanya, bukan hanya nasabah, tapi juga 
investor dan regulator. Pengorbanan bank syariah yang dilakukan untuk dapat 
memenangkan persaingan menimbulkan suatu upaya tak berdasar yang akan 
berisiko pada terjadinya misapropriate action oleh manajemen (BNM, 2011). 
Isu tranparansi ini bisa kita sikapi dengan berpegang pada hukum Allah yang 





ََ تَُكۡونُۡوا ِمَن اۡلُمۡخِسِرۡينَ  ْۚۚ اَۡوفُوا اۡلـَكۡيَل َو  
ْۚۚ َوِزنُۡوا بِاۡلقِۡسطَاِس اۡلُمۡستَقِۡيمِ    
َۡرِض ُمۡفِسِدۡينَ  ۡ ثَۡوا فِى ا َۡ ََ تَ ََ تَۡبَخُسوا النَّاَس اَۡشيَآَٰءهُۡم َو  َو
 
”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 
bumi dengan membuat kerusakan...” (Q. S. Asy-Syu’ara ayat 181-183) 
 
Berdasarkan tafsir, kata ( تبخسوا) berarti ‘ kamu kurangi’ terambil dari kata 
bakhs yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibnu Arabi sebagaimana dikutip 
oleh Ibnu ‘Asyhur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk 
mencela, dan memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai 
dan kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. 
Jika seseorang berkata dimuka umum “barang anda buruk” untuk tujuan 
menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka orang 
tersebut dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual.  (Ibnu 
‘Asyhur, 2000) 
Kata (القسطاس) Al-Qisthas atau Al-Qusthas ada yang memahaminya dalam arti 
neraca ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini 
Romawi yang masuk beralkulturasi dalam bahasa arab yang digunakan Al-Quran. 
Demikian pendapat mujahid yang ditemukan dalam Shahih Bukhari. Kedua 
maknanya yang dikemukakan diatas dapat dipertemukan, karena untuk 
mewujudkan keadilan dan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca dan 
timbangan) dan sebaliknya bila anda menggunakan dengan baik timbangan yang 
benar, pasti akan lahir keadilan. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur 





kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang 
akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. (Ibnu ‘Asyhur, 2000) 
Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: 
هَدَ   ْيقِْيَن َوالشُّ دِّ ُدْوُق ْاألَمْيُن َمَع النَّبِيِّْيَن َوالصِّ اءِ التَّاِجُز الصَّ  
“Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, (kelak akan dikumpulkan) 
bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada‟. (HR. Turmudzi) 
 
Jelas bahwa prinsip adil, jujur, dan amanah ini tidak tercermin pada 
implementasi income smoothing dalam bank syariah. Oleh karenanya penting bagi 
regulator untuk membuat peraturan yang jelas mengenai income smoothing 
tersebut, pengukuran dan pengungkapannya pada publik. 
Pemaparan-pemaparan tersebut, baik regulasi, jenis, pengukuran, dan 
pengungkapan memberikan celah kemadharatan baik pada tataran hubungan 
horizontal (masyarakat dan lingkungan) maupun hubungan vertikal (tuhan). 
Kekacauan informasi mengenai income smoothing ini akan mengakibatkan 
akuntansi hanya dijadikan alat kapitalisme untuk memenuhi hasrat bisnis bersifat 
keserakahan dan egoisme kalangan tertentu dalam hal ini investor. Maka menjadi 
pentinglah agenda-agenda tazkiyah yang dikatakan oleh Mulawarman (2013) jika 
diimplementasikan dalam bentuk praktik income smoothing sebagai wujud langkah 
kongkrit dalam menumbuhkan kembali kesadaran ketuhanan dalam praktik 









4.3 Grand Desaign Penerapan Income Smoothing yang Selaras Maqashid 
Syariah 
Praktik income smoothing merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem 
Islam, sehingga kaidah fikih digunakan dalam mengidentifikasi implementasinya 
apakah sesuai dengan Maqashid Syariah. Kaidah umum dalam fikih muamalah 
adalah: 
ْ يَُد َِّۖ الَدلِْيُل َعلَى تَْحِرْيِمهَا اَمالَِت ْاإِلبَاَحةُ إََِّ أَ َ   األَْصُل فِى اْلُم
“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya” (Segaf Hasan Baharun: 2012) 
 
Berdasarkan kaidah fikih tersebut semua transaksi pada dasarnya 
diperbolehkan menurut syara’. Umat Islam (yang memiliki akal dan kompetensi) 
memiliki kelapangan dalam mcnciptakan bentuk-bentuk transaksi dalam 
muamalah. Sehingga kreatifitas umat Islam mampu memberikan solusi tehadap 
berbagai problem yang muncul seiring berkembangnya zaman. Namun perlu 
diketahui juga bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah umum. Hal ini 
disampaikan oleh Akademisi, Achmad Zaky , SE., MSA., Ak., berikut ini: 
“Kaidah ini adalah kaedah besar, namun kan penerapannya tidak bisa 
serta merta dipukul rata. Ini juga berlaku jika tidak ada hal khusus yang 
menjadi dasar, maka kembali kepada kaedah umum tersebut. Dalam hal 
muamalah berbasis syirkah kan sudah banyak dalil khusus nya, 
kemudian kaidah spesifik lainnya, maka harus merefer itu juga. Maka 
perlu pemahaman / perbanyak literasi terlebih dahulu baru jika sudah 
“menthog” kembali kepada kaedah besar (umum) muammalah 
tersebut.”(Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi) 
 
Pernyataan akademisi tersebut memberikan kejelasan bahwa kaidah umum 
tersebut tidak serta merta dijadikan landasan hukum mengenai diperbolehkan 





oleh Ulama’ di bidang Fikih, Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., 
Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah Wadda’wah) berikut: 
“Nah kalau untuk urusan ini yang dijadikan dasar adalah ‘haram itu 
jelas, halal itu jelas, dan diantara keduanya itu syubhat’, nah kalau di 
sini itu jelas tidak haramnya? Jelas tidak halalnya? Kalau tidak jelas 
maka syubhat, makanya disini itu harus disebutkan di awal akad dan 
diperjelas mengenai kesepakatannya bagaimana”. (Lampiran 9: Draf 
Wawancara Ulama’) 
 
Pernyataan Ulama’ tersebut juga sejalan dengan pernyataan Narasumber 
Ulama’ di bidang Fikih, K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh 
Ma'had As-Syakiroh 2 YLPI Buntet Pesantren berikut ini: 
“Secara umum memang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan bahwa 
Income Smoothing itu haram, dalam hadits juga disebutkan bahwa 
sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas, yang 
berada di antaranya maka syubhat. Namun kita harus bijaksana dalam 
mengambil suatu hukum dari suatu praktik yang tidak ada di zaman 
nabi, seperti income smoothing ini, jika di dalamnya dirasa banyak 
mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, dan kemadhorotan sudah 
pasti Haram.”(Lampiran 10: Draf Wawancara Ulama’) 
 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas sudah jelas bahwa kaidah-kaidah 
umum tersebut bisa tidak berlaku lagi apabila ada dalil yang mengkhususkannya. 
Berikut sabda Rasulullah yang dimaksud oleh ulama tersebut: 
ُت َرُسو َِۖ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُو ُِۖ: َْ ِْ ْبِن بَِشْيٍر َرِضَي هللاُ َعْنهَُما قَا َِۖ : َسِم َما َْ  َعِن أَبِْي َعْبِد هللاِ النُّ
لَُمهُنَّ َكثِير  ِمَن النَّاِس، فََمِن اتَّقَى الشُّ بُهَاِت فَقَِد  َْ َ يَ  ، ، َوبَْينَهَُما أُُمْور  ُمْشتَبِهَات  َّْ اْلَحَراَم بَيِّن  َّْ اْلَحال ََِۖ بَيِّن   َوإِ إِ
بُهَاِت َوقََع فِي اْلَحَرامِ   اْستَْبَرأَ لِِدينِِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع فِي الشُّ
Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya 
yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di 
antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak 
mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat 
(samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. 
Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh 







Beberapa penelitian juga menemukan bahwa praktik income smoothing ini 
mengandung unsur tadlis (penipuan) dan gharar (ketidakjelasan) seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Ibrahim (2010) menyebutkan bahwa dalam Akuntansi Syariah, 
prilaku perataan laba ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah, dimana 
mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar) karena ada pihak 
yang menyembunyikan informasi terhadap pihak yang lain (unknown to one party) 
dengan maksud untuk menipu pihak lain atas ketidaktahuannya tentang informasi 
tersebut. Dan apabila tindakan ini terbukti, maka hal ini dilarang dalam Islam, 
karena melanggar prinsip “an taraaddin minkum” (sama-sama ridha). 
Ketidakjelasan (gharar) terjadi bila salah satu pihak yang bertransaksi merubah 
sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Informasi yang 
disembunyikan dan bersifat tidak pasti tersebut dapat berbentuk kuantitas 
(quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of 
delivery) atas objek yang ditransaksikan.  
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Habib Segaf Bin Hasan 
Baharun, M.H.I dan K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA selaku Ulama 
dalam bidang fikih berpendapat bahwa income smoothing ini mengandung tadlis 
karena didalamnya terdapat penipuan hasil laba yang dilaporkan dan mengandung 
gharar karena ada ketidakjelasan informasi dan termasuk dalam upaya menutup-
nutupi hasil kinerja yang sesungguhnya. Namun Akademsi di bidang Akuntansi 
Syariah Achmad Zaky , SE., MSA., Ak., memberikan pandangan lain mengenai 






“Jika dikaitkan dengan perataan bagi hasil, Saya pribadi setuju jika 
mengandung tadlis, sebab ini termasuk menutupi sesuatu agar tampak 
lebih baik, tidak menyampaikan apa ada nya. Sedangkan aspek ghoror 
nya ini, saya pribadi kurang sependapat sebab justru dengan adanya 
fatwa ini (tentang income smoothing) menjadikan bagi hasil dalam akad 
syirkah yang tadinya masuk kategori natural uncertainty contract 
menjadi lebih pasti, dan ini justru salah. Ibarat memperjelas sesuatu 
yang seharusnya secara alamiah tidak jelas.” (Lampiran 2: Draf 
Wawancara Akademisi) 
 
Pernyataan akademisi tersebut memberikan pandangan lain bahwa income 
smoothing memang mengandung tadlis (penipuan) karena tidak menyampaikan 
informasi apa adanya dan cenderung menutup-nutupi, namun income smoothing 
tidak sepenuhnya mengandung gharar (ketidakjelasan) karena konteks dalam 
peraturan regulator yang tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 
87/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income 
Smoothing) Dana Pihak Ketiga adalah memberikan kepastian bagi hasil bagi 
nasabah sesuai dengan proyeksi yang dibuat oleh perusahaan, maka dengan adanya 
kepastian ini tidak mungkin nasabah menanggung kerugian apabila bank 
mengalami kerugian. Akademisi tersebut berpendapat bahwa pada dasarnya akad 
musyarakah dan mudharabah merupakan Natural Uncertainly Contract yang 
berarti memang secara alamiah mengandung ketidakpastian bagi hasil karena dalam 
kedua akad tersebut nasabah/pemilik dana harus mendapatkan haknya ketika 
pengelola dana mengalami keuntungan dan menanggung kerugian yang terjadi 
apabila pengelola dana menderita kerugian atau dengan kata lain profit loss sharing. 
Oleh karena itu Akademisi tersebut berpandangan bahwa aspek gharar dalam 
income smoothing sebagaimana dimaksud dalam fatwa tersebut menjadi tidak ada. 





natural bersifat tidak pasti itu menurut Akademisi tersebut merupakan hal yang 
tidak dibenarkan dan menyebabkan substansi dari kedua akad tersebut batal. 
Pemberian kepastian dalam akad mudharabah atau musyarakah ini tidak sejalan 
dengan prinsip syariah,  sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Luqman ayat 
34 berikut: 
ا    دً ُب َغ ِس ْك َ ا ت اذَ س  َم فْ َ ي ن رِ ْد َ ا ت َم ۚ  َو   
“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 
akan diusahakannya besok,” (QS. Luqman ayat 34) 
 
  K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh Ma'had As-Syakiroh II 
YLPI Buntet Pesantren juga berpendapat bahwa income smoothing ini mengandung 
banyak madarat di dalamnya, berikut kutipan perkataan beliau: 
“Secara umum saya melihat banyak madhorot di dalamnya jadi saya 
setuju jika pelaporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan 
sebenarnya baik itu rugi atau untung, tidak ada yang ditutup-tutupi 
apakah keuntungan/kerugian itu besar atau kecil. Jika semua saling 
transparan sudah tentu pihak-pihak yang terlibat akan saling rida dan 
tercapai keberkahan dalam bisnis” (Lampiran 10: Draf Wawancara 
Ulama’) 
 
Menurut Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., juga mengungkapkan 
hal yang sama dengan redaksi agak sedikit berbeda: 
“Kalau dalam pandangan ana itu lebih banyak madaratnya, karena itu 
kan kaitan dengan haqnya orang lain, kan salah satu permasalahan 
dalam penelitian anti ini kan menyimpan haknya orang lain, yang 
berkemungkinan ke depannya ini kalau dia tidak amanah bisa 
menggunakannya tanpa sepengetahuan si pemilik dana, membuka celah 
gitu ya, itu ya yang harus jadi sorotan dari tema ini ya. Ini sudah 
termasuk mafasid, karena yang menjalankan (mengelola) dana ada 
kemungkinan berdosa jika ada peluang (untuk menyalahgunakannya), 
kalau dari sisi investornya mungkin tidak menjaadi masalah ya 
mungkin, tapi kalau kemudian dia tahu haknya digukan (untuk 
dicadangkan tadi) maka akan sama-sama merasa dirugikan, jadi lebih 
baik praktik semacam itu ditinggalkan untuk menghindari kerusakan”. 






 Pernyataan Ulama’ tersebut mempunyai 2 poin penting, yaitu pertama, 
income smoothing mempunyai lebih banyak madarat karena melanggar aspek 
transparansi, keridaan, dan kejujuran. Kedua, untuk meraih sesuatu yang baik harus 
dengan cara yang baik. Kedua poin tersebut sebagaimana kaidah ushul fikih berikut: 
 َدْرُء اْلَمفَاِسِد أَْولَى ِمْن َجْلِب اْلَمَصالِح
“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil 
sebuah kemaslahatan.” (Segaf Hasan Baharun: 2012) 
 
Maka jelaslah bahwa pembahasan secara umum mengenai perataan laba ini 
sacara fikih mengandung tadlis, gharar, dan lebih lanjut mempunyai lebih banyak 
madarat daripada maslahat. Secara khusus peneliti sajikan tabel mengenai dasar 
hukum income smoothing menurut pendapat Ulama’ tersebut. 
Tabel 4.4 
Dasar Hukum Islam Income Smoothing 
No. Dasar Hukum Islam Sumber Implikasi Keterangan 
َّْ اْلَحَراَم  .1 َّْ اْلَحال ََِۖ بَيِّن  َوإِ إِ
، َوبَْينَهَُما أُُمْور     بَيِّن 
.... ،  ُمْشتَبِهَات 











اَمالَتِ  َ اْ إِلبَاَحةُ  اْلُم
ْ يَُد َِّۖ الَدلِْيُل  إََِّ أَ







secara eksplisit tidak 
ada dalil yang 
mengharamkan, maka 
dianggap syubhat, 
namun barang siapa 
yang jatuh dalam 
sesuatu yang syubhat 
maka akan jatuh ke 
sesuatu yang haram   
س    .2 فْ َ ي ن رِ ْد َ ا ت مَ ۚ  َو
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No. Dasar Hukum Islam Sumber Implikasi Keterangan 















ا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُ  .4 وا َ تَُْْكلُوا َۚ
 ْ ََّ أَ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِ
َْ تَِجاَرةً َعْن تََراٍض  تَُكو
  ِمْنُكمْ 
 











 Paparan tabel tersebut secara jelas menunjukkan dasar-dasar yang bisa 
dijadikan hukum dalam praktik income smoothing. Sehingga dapat disusun 
kerangka konseptual dalam penerapan income smoothing dengan 
mempertimbangkan praktik dan regulasi yang sudah ada. Mengingat bahwa 
akuntansi syariah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syariah Islam. Maka 
sudah menjadi suatu kewajiban jika praktik-praktik yang ada dalam kehidupan 
berpegang pada aturan syariah. Berikut pernyataan K. Muhammad Abdullah 
Syukri, S. IP, MA, Pengasuh Ma'had As-Syakiroh 2 YLPI Buntet Pesantren 
mengenai kerangka desain income smoothing: 
“Kejujuran, amanah, transparansi, dan perbaiki Niat dalam diri untuk 
bermuamalah dengan Allah. Itu yang paling diutamakan. self upgrading 
dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk menjalankan 
bisnis dan bermuamalah”(Lampiran 10: Draf Wawancara Ulama’) 
 
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, 
M.H.I., Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah Wadda’wah) 
dalam mengungkapkan pemikirannya dalam menyusun kerangka desain penerapan 
income smoothing berikut ini: 





“Harus Transparan dan disepakati di awal akad ya antara orang-orang 
yang berakad, kemudian tadi itu jumlah yang dicadangkan disepakati 
antara investor dengan pengelola dana dalam bentuk nominal soalnya 
sudah bersifat jelas berbeda dengan nisbah bagi hasil itu harus dengan 
persentase”. (Lampiran 9: Draf Wawancara Ulama’) 
 
Konsep transparansi ini juga diungkapkan oleh Akademisi di bidang 
Akuntansi Syariah, Achmad Zaky , SE., MSA., Ak.,  dengan penjelasan kerangka 
praktisnya berikut ini: 
“Saya pribadi menilai hampir mustahil menerapkan ini, saya tidak 
terbayangkan betapa rumitnya jika dalam hal bagi hasil, prinsip 
income smoothing, yang dalam hal ini PER, diterapkan. Selain rumit 
pertimbangan cost n benefit dalam penerapannya. Sebab jika 
dipaksakan maka menurut saya yang perlu diperhatikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam perjanjian akad (mudharabah atau musyarakah atau 
musytarakah, dll) dituangkan jika: a). setiap ada keuntungan, Atau b) 
jika nilai keuntungan melewati angka tertentu akan disisihkan untuk 
disimpan sebagai cadangan, dan tetap menjadi hak musyarik sampai 
berakhir nya akad atau habis untuk menutupi kerugian. 
2. Jika terjadi kerugian, maka tetap diperhitungkan kerugian tersebut, 
sehingga tidak melanggar ketentuan atau sifat uncertainty contract 
nya. Masalah apakah eksekusi bagi hasil tetap dilakukan dengan 
mengambilkan cadangan PER tadi ataukah diperhitungkan diakhir 
akad itu pilihan yang perlu disepakati dalam perjanjian.” (Lampiran 2: 
Draf Wawancara Akademisi) 
 
Selain itu, terdapat pula teori-teori yang bisa disadur untuk mengkonstruksi 
penerapan income smoothing ini. Salah satunya Syariah Enterprise Theory, yang 
menyatakan bahwa Tuhan adalah stakeholder tertinggi, sehingga dalam konteks 
income smoothing ini agency theory yang hanya mengedepankan agent dan 
principal dalam suatu kegiatan bisnis menjadi tidak relevan karena menafikan 
kesadaran Tuhan. Di sisi lain, meskipun fatwa mengenai income smoothing ini 
dimaksudkan untuk kemaslahatan, akan tetapi masih bias dan masih menimbulkan 





oleh Imam Malik yang telah peneliti paparkan di BAB sebelumnya. Berdasarkan 
pendapat akademisi dan Ulama’ serta beberapa teori yang relevan tersebut peneliti 
merangkum kerangka desain dibawah ini: 
Gambar 4.6 
Kerangka Desain Penerapan Income Smoothing Selaras Maqashid Syari’ah 
  
Sumber: diolah penulis 
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Berdasarkan gambar tersebut maka yang menjadi tujuan praktik 
bermuamalah adalah Allah sebagai Rabb, dengan keyakinan bahwa Allah Maha 
Mengetahui atas segala perbuatan manusia maka seorang Hamba dalam hal ini 
Akuntan, Manajer, atau pihak-pihak yang terlibat dalam bermuamalah merasa 
diawasi oleh Allah. Sehingga merasa takut apabila dirinya menyimpang dari 
hukum-hukum Allah. Dengan kata lain mewujudkan kesadaran Rabbaniyat dan 
Ruhhaniyat dalam bermuamalah. Apabila seorang hamba orientasinya sudah 
kepada Rabb, maka dengan sendirinya niat yang akan muncul untuk mencapai rida 
Allah tersebut akan baik. Dan pada akhirnya akan terwujud dalam akhlak seorang 
hamba seperti jujur, amanah, dan transparan terhadap apa yang telah dicapai. Dalam 
konteks income smoothing ini bisa terlihat dalam kejelasan akad di awal baik 
mengenai potensi risiko yang ditanggung antara sahibul maal dan bank maupun 
proses mitigasi mengenai risiko-risiko tersebut. Apabila dirasa harus 
mencadangkan dengan tujuan memitigasi risiko kerugian maka itu harus 
diungkapkan tidak perlu ditutup-tutupi, semua dilaporkan apa adanya baik rugi atau 
untung. Akan tetapi ‘apa ada’ nya yang dimaksudkan di sini bukan berarti tanpa 
usaha melainkan pengungkapannya apa adanya setelah menjalani serangkaian 
ikhtiar sesuai kapasitas sebagai hamba yang mempunyai intelektual, kemudian 
selanjutnya adalah ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan baik besarnya 
keuntungan maupun kerugian harus diterima dengan ikhlas. Serangkaian 
pelajaran/ibrah yang didapat selama ikhtiar sampai tawakkal kemudian digunakan 








Secara umum, praktik income smoothing masih sarat akan tadlis dan gharar. 
Terbukti praktik dalam entitas syariah dan konvensional di Indonesia masih 
terdapat kesamaan logika, meskipun dikemas dalam peraturan yang berbeda. Hal 
ini berimplikasi terhadap dilanggarnya hukum Islam dalam entitas syariah itu 
sendiri. Secara khusus mengenai pandangan akuntansi syariah di Indonesia yang 
tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 
tentang Metode Perataan Penghasilan (Income smoothing) Dana Pihak Ketiga 
masih mengindikasikan adanya penyimpangan nilai-nilai syariah yang berakibat 
juga pada penyimpangan fikih di dalamnya. Selain itu, penerapan income 
smoothing yang hanya sebatas ‘patuh’ terhadap regulasi yang ada dirasa tidak 
mampu menyelesaikan permasalahan terutama isu transparansi dan keadilan, maka 
perlu adanya tazkiyah (penyucian) terhadap penerapan income smoothing guna 
merekonstruksi praktik income smoothing sesuai dengan maqashid syari’ah. Salah 
satunya dengan cara mengganti orientasi laba dan pendapatan menjadi orientasi 
ketuhanan. Secara kongkret bisa dilakukan dengan melakukan upgrading diri 
dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga terbentuk karakter 
pebisnis yang jujur, amanah, dan transparan melaporkan hasil bisnisnya tanpa ada 







5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Akses informasi internal terhadap entitas syariah dan entitas konvensional yang 
menjadi objek penelitian. 
2. Dilema etis mengenai ‘kerahasiaan’ informasi nasabah atau internal manajemen 
yang disampaikan oleh karyawan, sehingga ‘mungkin’ membuat pihak yang 
terkait manajemen menutup-nutupi sebagian informasi yang sesungguhnya. 
5.3 Saran untuk Penelitian Berikutnya 
Realita bahwa praktik ekonomi islam khususnya domain akuntansi syariah 
yang masih berkiblat pada ekonomi barat masih jamak terjadi. Dengan kata lain 
sistem akuntansi islam masih mengedepankan self interest dan menafikan adanya 
kekuasaan tertinggi yaitu Tuhan dalam ber-ekonomi membuat sebagian besar 
praktik income smoothing masih bersifat materialistik. Fenomena ini menjadi 
agenda penting dalam penyucian (tazkiyah) ekonomi sebagai wujud pemurnian 
ekonomi islam itu sendiri.  
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memperluas jangkauan 
entitas yang akan diteliti untuk mengantisipasi tindakan non-kooperatif subjek 
(informan) dari instansi tertentu yang menjadi objek penelitian. Selain itu, etika 
dalam mencari sumber data dalam hal ini proses wawancara harus diutamakan 
untuk memperoleh data yang diinginkan mengingat bahwa informasi mengenai 
praktik income smoothing ini bisa menjadi topik yang sensitif bagi pihak tertentu 
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Peneliti : “Bagaimana aturan dan dasar hukum  akuntansi syariah mengenai 
Income smoothing?” 
Informan : “Kalau bicara tentang income smoothing atau akuntansi syariah saya 
agak membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi islam, kalau 
akuntansi syariah memang ada aspek syariahnya, tapi kalau akuntansi 
islam itu nanti ada akuntansi syariah, akuntansi tariqat, akuntansi 
ma’rifat, dan akuntansi haqiqat, keseluruhannya itu nanti membentuk 
kesatuan akuntansi islam. Akuntansi syariah memang orientasinya pada 
luar, aturan-aturan, kalau ada standar ya standar itu yang dipakai PSAK 
101 dan seterusnya itu bagian dari akuntansi syariah tadi. Karena aturan 
dan orientasinya ke sana, kadang-kadang praktisi itu ya memiliki 
orientasi ke luar juga, (statement mereka) ‘ya terserah income 
smoothing tidak apa-apa asal tidak melakukan manipulasi, ya kan 
incomenya segini, tapi kita menginginkan income yang segini, ya kan 
gak apa-apa itu kan tidak bohong dan memang incomenya segitu kok 
toh kami menggunakan metode akuntansi yang konsisten’ maka dengan 
alasan seperti itu kemudian mereka membolehkan income smoothing 
karena tidak melanggar standar, (contoh metode penyusutan) ini kan 
terserah mereka mau menggunakan metode penyusutan apa supaya 
smooth income nya itu. Jadi artinya apa? Dengan perspektif akuntansi 





masuk dalam akuntansi thariqat maka apa yang muncul dan 
dipraktikkan dalam akuntansi syariah tadi itu tergantung pada niatnya. 
Kalau niatnya itu untuk memberikan persepsi bahwa perusahaan itu 
bagus, nah ini bohong tidak kira-kira? Atau dengan kata lain dalam 
perspektif akuntansi thariqat maka tergantung niat dari orang yang 
mempraktikkan itu, makanya dilihat dulu nih niatnya apa kalau untuk 
membohongi maka menurut saya itu gak bener meskipun sudah sesuai 
standar. Jadi pada dasarnya akuntansi thariqat ini berarti berhubungan 
dengan rasa dalam diri kita, rasa jujur/bohong, iklas, atau lainnya yang 
ada dalam diri akuntan tadi”. 
Peneliti  : “Secara umum pandangan fikih terhadap Income smoothing? Bagaimana 
dasar  hukum  dari sisi fikih muamalah?” ada statement yang 
mengatakan bahwa ‘Income smoothing mengandung tadlis dan gharar’ 
Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “Saya umpamakan dulu ya, kalau transaksi murabahah, saya beli sepeda 
motor di dealer harganya itu 15 juta, tapi kalau saya pakai bank syariah 
harganya itu 20 juta, maka keuntungannya bank syariah ini kan 5 juta 
ya, bagi bank syariah ini misalkan ingin men-share atau 
mendistribusikan keuntungan ini tidak hanya di tahun ini tapi di tahun-
tahun selanjutnya. Dengan cara apa? Misal memakai metode pencatatan 
penyusutan tertentu yang membuat laba yang dilaporkan tadi menjadi 
tinggi, rendah, atau stabil tiap tahunnya. Nah kalau si bank tadi 





setuju dengan statement ada unsur penipuan (tadlis dan gharar), nah ini 
yang saya maksud dengan akuntansi itu tentang rasa tadi, niat yang 
menentukan, kalau niatnya untuk pencitraan maka ini tergolong dalam 
riya’”. 
Peneliti   : “Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai income smoothing ini? 
Diperbolehkan atau tidak?” 
Informan : “Nah ini tergantung mau jawaban di level mana dulu, akuntansi syariah, 
thariqat, ma’rifat, atau haqiqat? Kalau di level thariqat jelas ini tidak 
diperbolehkan”. 
Peneliti    : “Bagaimana pandangan Bapak terhadap dilema pengambilan hukum 
tentang Income smoothing?” 
Informan : “Kembali kepada akuntansi thariqat tadi, ini kan berhubungan dengan 
rasa, jadi tidak perlu dilema, kalau dirasa tidak enak dan ragu-ragu 
maka boleh ditinggalkannya. Ini ukurannya rasa ya bukan materi, yang 
saya maksud materi ini kan mengenai tampilan luar, yang menjadi 
pertanyaan, apa itu yang menjadi tujuan utama? Apa hati tenang 
melakukannya? Kalau ada hati kecil yang gelisah, maka jangan 
lakukan. Lakukan yang membuat anda merasa tenang dan damai, kalau 
sudah begitu berarti benar bahwa apa yang anda lakukan adalah 
petunjuk dari Allah.” 
Peneliti    : “Bagaimana desain penerapan Income smoothing yang ideal dan sesuai 
syariah?” 





accounting treatment ini dibuat smooth atau enggak, itu menyangkut 
akhlak dari orang yang melakukan praktik, sehingga ilmu akuntansi 
syariah itu harus menyatu dengan rasa yang ada dalam diri orang yang 
melakukan praktik dan juga orang yang menggunakan informasi 
akuntansi tadi itu, sehingga itu menjadi satu kesatuan, problemnya 
adalah kesadaran umat islam itu kurang, kalaupun paham tentang 
akuntansi syariah itu dia hanya melakukan syariah fisically, sekadar 
untuk menggugurkan kewajiban, apa makna dan apa yang diperoleh 
dari apa yang dia lakukan itu tidak masuk dalam pertimbangan? Maka 
dari itu harus ada kesadaran keberadaan Allah dalam diri kita supaya 
apa yang dilakukan tidak berdasarkan hawa nafsu saja. Nah itu 
tergantung pada diri kita mau mengikuti nafsu, akal, hati, atau Allah nih 
dalam melakukan income smoothing ini. Nah memang akuntansi 
syariah yang saya buat ini kan tujuannya untuk mendorong orang untuk 
berdzikir guna memenuhi kebutuhan materi, mental, dan spiritual 
dalam rangka beribadah kepada Allah, dan kembali kepada Allah 
dengan jiwa yang suci, dan jangan sampai akuntansi syariah itu memicu 
orang untuk berbuat tidak baik, makanya akuntansi syariah itu adalah 
seni untuk meracik informasi yang berfungsi sebagai dzikir dan do’a 
untuk memenuhi kebutuhan materi, mental, dan spiritual manusia 
dalam rangka beribadah, bertaqwa kepada Allah, jadi jangan sampai 
informasi akuntansi itu hanya mengedepankan keuntungan saja, kan 





keuntungan, sehingga melakukan segala macam cara, yang penting 
untung. Tapi yang benar tujuan dari akuntansi itu adalah untuk berdzikir 
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Peneliti   : “Bagaimana aturan dan dasar hukum  akuntansi syariah mengenai 
Income smoothing?” 
Informan : “Ini menarik topik yang menarik, Jika merefer regulasi, maka menarik 
nya adalah adanya Fatwa No 87 DSN MUI (terlampir) yang membahas 
metode perataan laba atas dana pihak ketiga (DPK), dimana dalam 
fatwa ini menjelaskan bagaimana petunjuk/ketentuan kebolehan 
penerapannya. Fatwa ini lah yang dijadikan dasar nantinya dalam 
praktik, evaluasi kepatuhan syariah dan referensi penyusunan standar / 
perlakuan akuntansi syariah”. 
Peneliti   : “Bagaimana ketentuan Income smoothing yang diperbolehkan atau tidak 
dalam aturan akuntansi syariah di Indonesia?” 
Informan : “Monggo bisa merefer pada fatwa 87 saja nggih cukup jelas disana, yang 
perlu diperhatikan pertama mengenai pendapatan yang dibagihasilkan 
itu adalah pendapatan yang diperoleh dari mengelola dana nasabah 
setelah dikurangi sama beban-beban operasional perusahaan, sejauh ini 
seperti itu peraturan PSAK maupun fatwa DSN, namun nanti bisa 
dilihat implementasinya bagaimana? Bisa dikritisi itu, dan selebihnya 
bisa baca di ketentuan fatwa tersebut”. 
Peneliti   : “Apakah terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penerapan Income 
smoothing dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Apa 





Informan  : “Jelas sangat berbeda, konteks nya pun juga berbeda, jika merujuk fatwa 
87, ini terkait hanya proses bagi hasil bukan pada laba-rugi entitas agar 
tampak laba stabil. Memang diperlukan istilah khusus agar tidak rancu 
dengan keumuman istilah Income Smooting di konvensional”. 
Peneliti   : “Bagaimana penerapan Income smoothing dalam praktik entitas 
konvensional dan entitas syariah? Bagaimana dan adakah yang 
menyimpang dari standar yang berlaku?” 
Informan : “Saya pribadi tidak pernah melakukan riset atau mendalami masalah 
praktik di konvensional, sehingga kurang relevan jika menjawab nya, 
sedangkan pada entitas syariah monggo dapat merefer pada hasil riset 
kami, insyaallah saya lampirkan”. 
Peneliti  : “Secara umum pandangan fikih terhadap Income smoothing? Bagaimana 
dasar  hukum  dari sisi fikih muamalah?” 
Informan : “Kalau yang dimaksud sebagaimana dengan istilah meratakan laba maka 
jelas ini ada unsur ketidakjujuran, dan jika dipraktikkan dalam suatu 
akad, misalkan mudharabah, musyarakah maka akan menjadikan akad 
tersebut tidak sesuai lagi. Namun jika merefer pada makna 
pencadangan atas bagi hasil, maka DSN MUI masih mengijinkan 
sebagaimana ketentuan pada fatwa DSN MUI no 87. Namun jika opini 
saya pribadi maka kembali akan mengacaukan substansi akad bagi hasil 
itu sendiri”. 






Informan  : “Jika dikaitkan dengan perataan bagi hasil, Saya pribadi setuju jika 
mengandung tadlis, sebab ini termasuk menutupi sesuatu agar tampak 
lebih baik, tidak menyampaikan apa ada nya. Sedangkan aspek gharar 
nya ini, saya pribadi kurang sependapat sebab justru dengan adanya 
fatwa ini menjadikan bagi hasil dalam akad syirkah yang tadinya masuk 
kategori natural uncertainty contract menjadi lebih pasti, dan ini justru 
salah. Ibarat memperjelas sesuatu yang seharusnya secara alamiah tidak 
jelas”. 
Peneliti    : “Statement ‘Income smoothing: Asal hukum adalah mubah sampai ada 
dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan  : “Kaidah ini adalah kaedah besar, namun kan penerapannya tidak bisa 
serta merta dipukul rata. Ini juga berlaku jika tidak ada hal khusus yang 
menjadi dasar, maka kembali kepada kaedah umum tersebut. Dalam hal 
muamalah berbasis syirkah kan sudah banyak dalil khusus nya, 
kemudian kaidah spesifik lainnya, maka harus merefer itu juga. Maka 
perlu pemahaman / perbanyak literasi terlebih dahulu baru jika sudah 
“menthog” kembali kepada kaedah besar (umum) mu’amalah tersebut”. 
Peneliti   : “Bagaimana pandangan Bapak terhadap dilema pengambilan hukum 
tentang Income smoothing?” 
Informan : “Saya pribadi tidak perlu dilema atas sesuatu yang jelas, nah yang masih 
merasa dilematis dan ragu atas sesuatu yang jelas ini, inilah yang masih 
punya masalah dalam pemahaman beragama. Tidak sepatutnya 





mencarikan dalil pembenaran atas aktivitas yang dilakukan. Sepatutnya 
adalah kita pahami ilmunya, kemudian Sami’na wa atho’na, dan 
dipraktikkan. Jangan sampai agamanya yang diputer-puter dan ditekuk 
tekuk untuk mencari hielah (pembenaran) atas tindakan kita”. 
Peneliti    : “Melihat fenomena yang ada apakah penerapan Income smoothing 
dalam praktik sudah sesuai syariah?” 
Informan : “Silahkan baca hasil riset kami” (riset yang dimaksud adalah riset 
mengenai income smoothing dalam perbankan syariah) disitu dijelaskan 
mengenai DCR, untuk menyikapi adanya risiko Displaced Commercial 
Risk (DCR) sendiri, biasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-
MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income 
smoothing) Dana Pihak Ketiga, bisa dibaca dan dipahami ya, menurut 
saya itu sudah cukup jelas. Namun mbaknya perlu memastikan 
bagaimana praktiknya di LKS itu sendiri mengenai metode, 
pengukuran, dan pengungkapannya, soalnya dalam fatwa tersebut 
hanya disebutkan mengenai cara yang dilegalkan saja yaitu membentuk 
dana cadangan (PER) dan tanpa membentuk dana cadangan”. 
Peneliti    : “Bagaimana desain penerapan Income smoothing yang ideal dan sesuai 
syariah?” 
Informan : “Saya pribadi menilai hampir mustahil menerapkan ini, saya tidak 
terbayangkan betapa rumitnya jika dalam hal bagi hasil, prinsip income 





pertimbangan cost n benefit dalam penerapannya. Sebab jika 
dipaksakan maka menurut saya yang perlu diperhatikan adalah sebagai 
berikut: 
1. Dalam perjanjian akad (mudharabah atau musyarakah atau 
musytarakah, dll) dituangkan jika : (a) setiap ada keuntungan, atau 
(b) jika nilai keuntungan melewati angka tertentu akan disisihkan 
untuk disimpan sebagai cadangan, dan tetap menjadi hak musyarik 
sampai berakhir nya akad atau habis untuk menutupi kerugian. 
2. Jika terjadi kerugian, maka tetap diperhitungkan kerugian tersebut, 
sehingga tidak melanggar ketentuan atau sifat uncertainty contract 
nya. Masalah apakah eksekusi bagi hasil tetap dilakukan dengan 
mengambilkan cadangan PER tadi ataukah diperhitungkan diakhir 
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Peneliti   : “Secara umum pandangan fikih mengenai Income smoothing? 
Bagaimana dasar  hukum  dari sisi fikih mu’amalah?” 
Informan  : “Ada tiga hal ya sebetulnya untuk memandang income smoothing ini, 
yaitu (1) substansi, (2) motivasi, dan (3) implementasi, kan kalau secara 
substansi income smoothing ini dalam kurun waktu satu tahun tidak 
mungkin labanya sama rata semua tiap bulan, pasti ada kemungkinan 
perusahaan meratakan labanya ini, yang kemudian pelaporannya tidak 
sesuai fakta dan realita, nah saya memandang memang praktik ini kan 
banyak pro-kontranya jadi memang minimal Syubhat lah ya kalau 
banyak pro-kontra begini. Nah pro-kontranya ini kan buka pada wajar 
atau tidak wajar, tapi lebih kepada boleh dan tidak boleh. Makanya 
kembali kita harus melihat pada substansinya, substansi ini bisa kita 
lihat dari sudut pandang konsep laba dalam islam. Kalau konsep laba 
dalam islam ini kan bisa kita lihat pada kaidah-kaidah fikih seperti 
 keuntungan berbanding , الُغْنُم بالُغْرمِ  kemudian ada juga الخراج بالضماْ
dengan potensi risiko yang dihadapi, yang intinya adalah tidak bisa 
memastikan laba itu, sebab ini nanti ada konsekuensinya terkait 
tanggung jawab bagi hasil dan juga zakat. Sedangkan dalam praktik kan 
income smoothing ini meratakan laba, yang menyebakan ini tidak 
sesuai relita dan fakta yang ada, sifat laba ini kan tidak pasti dan bersifat 





ini, diantara faktor yang menjadikannya riba itu dilarang adalah 
memastikan sesuatu yang tidak pasti. Nah laba itu adalah sesuatu yang 
tidak pasti, makanya akuntansi syariah itu kan secara fikih adalah cash 
basis, yang berarti ketika nanti dalam usaha yang dicatat adalah 
keuntungan realnya bukan berdasarkan akrual basis yang berarti 
potensi dari keuntungan yang dicatat. Makanya perlu dilihat dari 
substansi dari akad yang dibuat”. 
Peneliti   : “Bagaimana pandangan informan terhadap dana cadangan yang dibentuk 
untuk memitigasi risiko bagi hasil dari nasabah?” 
Informan  : “kalau menurut saya dana cadangan ini kan terkait dengan kewajiban 
yang harus ditunaikan, kalau dalam konsep zakat, dana cadangan ini 
merupakan komponen yang tidak dihitung, kecuali memang dana 
cadangan itu memang tidak digunakan”. 
Peneliti   : “Bagaimana pandangan informan terhadap dana cadangan yang dibentuk 
untuk kepentingan perataan laba, khususnya dalam akad investasi?” 
Informan  : “ya memang ada kemungkinan (perusahaan membentuk cadangan) 
untuk mitigasi ketika terjadi kerugian. Rasionalitas dari pemegang 
saham kan dia akan menyimpan/investasi uang di perusahaan yang 
kinerjanya bagus, dari mana tercerminnya? Yang paling gampang dari 
laba mengenai ini (pembentukan cadangan) bisa merujuk pada PSAK 
55 Mengenai Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 
2014) dan peraturan perbankan mengenai Cadangan Kerugian 





dulu ya, laba smoothing ini kan lahir dari transaksi-transaksi yang 
berbasis bunga kan, nah ketika dipandang dari sisi islam, maka kan ini 
dari awal saja lahir dari hal yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu 
bunga, itu saja sudah bermasalah kan. Ok misalnya kita 
mengesampingkan lahiriahnya itu ya, misal laba yang diperoleh dari 
akad mudharabah ini ditahan dan diputar kembali maka itu tidak 
menjadi masalah asal dengan kesepakatan, tapi apakah hal itu bisa 
dilakukan sesuai kesepakatan? Maksudnya begini akan menjadi rumit 
sekali untuk praktiknya. Belum lagi masalah proyeksi ya, padahal kan 
konsep laba dalam islam kan sesuai real yang didapat bukan 
berdasarkan estimasi”. 
Peneliti   : “Bagaimana pandangan informan terhadap bank syariah yang melakukan 
praktik income smoothing?” 
Informan  : “Memang kalau dalam perbankan itu ada isu mengenai akad investasi 
yaitu akad mudharabah, akad ini kan ada dua yaitu mudharabah 
muthlaqah atau mudharabah muqayyadah, kalau untuk mudharabah 
muqayyadah yang akad investasi diperuntukkan untuk proyek tertentu 
yang disepakati maka praktik income smoothing ini menjadi hal yang 
susah dilakukan karena kalau dengan akad ini, misal saya investasi pada 
bank syariah untuk proyek tertentu yang tidak terkait dengan proyek 
yang lain. Kalau mudharabah muthlaqah ini memang ada yang 
berpandangan bahwa bank syariah ini kan tidak hanya investasi pada 





maka keuntungan inilah yang akan digunakan untuk menutupi kerugian 
di unit A dan dibagikan kepada investor. Tapi perlu diingat juga bahwa 
konteks yang dipraktikkan dalam perbankan ini berbeda dengan yang 
dipraktikkan dalam perusahaan, kalau perusahaan misal mendapat 
investor, jadi pada dasarnya investor hanya berinvestasi pada satu usaha 
saja. Nah beda kalau nasabah perbankan dia kan sebenarnya invest 
kepada unit mana saja yang dimiliki oleh bank. Namun biasanya 
memang tidak mungkin secara gamblang bank menyatakan dirinya 
melakukan income smoothing karena hal itu mengindikasikan bahwa 
pengelolaan dananya tidak efisien dan bisa saja investor menangkap 
sinyal bahwa hal tersebut bukan laba yang sebenarnya terjadi”. 
Peneliti    : “Bagaimana pandangan informan terhadap fatwa DSN yang mengatur 
mengenai Income smoothing?” 
Informan  : “Sebenarnya kan seperti ini ya, kalau fatwa DSN itu ada proses fikih 
juga disana, tapi dalam penerapan fatwa itu dalam kerangka konseptual 
yang bagaimana? Dengan kata lain ke implementasinya dulu, bisa jadi 
laba smoothing yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah terkait 
laba bank syariah yang akadnya mudharabah muthlaqah tadi, tapi kalau 
kaitannya dengan perusahaan seperti yang saya ceritakan tadi maka itu 
bertentangan dengan fatwa DSN lain bahwa konsep bagi hasil itu 
didasarkan pada laba real, nah ini kan agak sedikit bertentangan. 
Makannya fatwa itu harus dipahami secara kontekstual tidak secara 





Kan fatwa ini memang muncul karena ada permintaan dari perbankan. 
Nanti dikhawatirkan laba smoothing itu bisa diterapkan di semua jenis 
perusahaan, padahal kan tidak seperti itu”. 
Peneliti    : “Bagaimana tanggapan informan mengenai motivasi melakukan income 
smoothing untuk kepentingan perpajakan?” 
Informan  : “Kalau untuk menanggapi praktik tersebut, menurut saya pencatatan 
akrual yang bisa dimainkan untuk income smoothing ini, contoh 
pembagian dividen, teknisnya begini, ketika perusahaan mengalami 
untung maka pemegang saham punya bagian dari keuntungan, sudah 
terjadi kan keuntungannya, bisa diakui saat itu juga kan keuntungannya, 
dan bisa dibagikan ke pemegang saham kan, tapi tidak serta merta 
seperti itu, perusahaan akan menahan itu dan dilaporkan sebagai laba 
ditahan agar tidak terkena pajak atas dividen, boleh? ya boleh-boleh 
saja menurut PSAK karena basisnya adalah akrual”.  
Peneliti    : “Bagaimana desain penerapan Income smoothing yang ideal dan sesuai 
syariah?” 
Informan  : “Ini kan secara substansi saja sudah tidak syariah jadi kalau memang 
dipaksakan agar seuai syariah maka yang harus dirubah adalah 
substansinya. Kemudian yang harus dirubah adalah motivasinya, 
jangan sampai hanya motivasinya untuk menaikkan citra perusahaan 
saja, usaha dalam islam itu bukan hanya sekadar mendapatkan bonus 
bagi manajer tapi ukuran bekerja itu untuk beribadah mencapai ridha 





harus selaras saling amanah, nah kalau praktiknya tidak seperti itu 
dengan kata lain motivasinya untuk memperbaiki performance dengan 
tujuan supaya sahamnya itu laku maka kalau dalam fikih ini ada unsur 
tadlis dan gharar. Nah kembali lagi apa yang didahulukan kemudian 
antara substansi sama motivasi ini? Kalau kita mengikuti konsep 
perilaku produsen ada unsur subjektif dan unsur objektif, unsur 
subjektif ini nanti kaitannya dengan niat motivasi pekerja dan motivasi 
laba, nah yang harus dibenahi terlebih dahulu ini kan motivasinya, 
kalau motivasinya sudah benar tentu tidak akan ada penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam implementasinya. Kemudian juga 
kalau mengacu kepada prinsip-prinsip mu’amalah dalam islam maka 
semua transaksi harus berdasarkan pada rabbaniyyat dan ruhhaniyat, 
dengan kata lain kita harus kembali kepada fitrah yaitu Rabb, tauhid 
kepada Allah, semua tujuannya adalah Allah, jadi artinya bagaimana? 
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Peneliti   : “Apakah terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penerapan Income 
smoothing dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Apa 
dan bagaimana perbedaaannya?” 
Informan  : “Ok, jadi begini mbak, saya mau cerita dulu, kemarin saya dari Blitar 
dan ada warung namanya Warung Mak Ti, itu terkenal sekali dan besar, 
makanan itu ambil sendiri, kasir bahkan yang jaga kadang pemiliknya 
sendiri kadang pegawainya, saya kan jadi penasaran, itu kan tidak 
mengikuti aturan dasar dalam tanda kutip ‘perusahaan’ ya, padahal itu 
kan rame, Saya inisiatif tanya kepada pemiliknya ’Bu ini gimana, kok 
bisa laris begini?’ Ibu itu jawab ’halah apa kata Gusti Allah’ terus Saya 
kan tanya ’loh, Bu emang Ibu tau tadi orang bayarnya sesuai dengan 
apa yang dia ambil?’ Ibu itu jawab ’Halah gak apa-apa, Bu kalau yang 
terjadi seperti itu kan itu urusannya sama Allah’ jadi disini artinya apa? 
Ini kan akuntansinya tidak menggunakan income smoothing apalah itu 
to, tapi apa? Bentuk filosofinya itu lo, corporate nya itu adalah 
berdasarkan Tauhid, semuanya karena Allah, makannya kalau secara 
filosofis, apapun bentuk usahanya maka yang penting bismillah, lillah, 
itu berangkat dari tauhid, nah sedangkan penelitian anda ini kan 
ranahnya praktik, maka jangan lupa bahwa dasar filosofisnya juga 
mempengaruhi praktik, kayak tadi yang saya ceritakan itu. Nah 





perusahaan besar dia membutuhkan sistem, untuk pengendaliannya kan 
ketika owner (principal) dan agent (manager) harus dipisahkan maka 
ini butuh satu sistem untuk mengendalikan. Nah sistemnya ini 
seharusnya berangkat dari tauhid dan berakhir dengan tauhid juga, kan 
kalau teori principal-agent itu kan -mohon maaf- mirip sama teori audit, 
basisnya kan agak-agak curiga, nah kalau berdasarkan theory principal-
agent, dari sisi principal diusahakan untuk selalu waspada dari sifat-
sifat agent yang oportunis dan keterbatasannya dalam mengakses 
informasi. Kalau dalam islam basisnya kan mudharabah, yang 
menyebabkan tidak adanya satu bagian lebih unggul dari yang lain, dan 
masing-masing yang berusaha akan menanggung risikonya, yang 
satunya menanggung risiko harta dan yang satunya menanggung risiko 
karena usaha (entrepreneur) nya. Nah disini terciptalah adil. Gak perlu 
dismoothing tadi itu. Impactnya apa untuk akuntansi dengan sistem ini? 
Tidak ada double entry lagi, tapi single entry book keeping, misal Saya 
menyumbang, kalau berdasarakan double entry itu gandengannya apa? 
Pahala? Masak pahala ditulis? Kan tidak, kita emang mengharapkan 
imbalan dari menyumbang? Kan tidak seperti itu. Kemudian juga 
penting ini diketahui bahwa income smoothing ini kan muncul karena 
accrual basis, sehingga kita bisa merencanakan pengeluaran untuk 
berapa tahun kemudian, yang belum kejadian. Misal beban penyusutan, 
kan tidak ada aliran kas keluar di situ tapi dicatat kan? Dan mengurangi 





Peneliti    : “Bagaimana pandangan informan terhadap fatwa DSN yang mengatur 
mengenai Income smoothing?” 
Informan  : “Iya, kalau kita membahas tentang DSN maka beda lagi, di DSN itu ada 
lo yang mengatur mengenai anuitas, padahal itu bunga lo yang dihitung. 
Karena apa? Karena memang akuntansi yang sudah ada kemudian 
dipasanga ke yang syariah, bukan filosofi syariahnya dulu kemudiah 
diturunkan ke akuntansinya seperti apa”. 
Peneliti    : “Statement ‘Income smoothing mengandung tadlis dan gharar’ 
Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan  : “Ya setuju, mau tidak mau ya mbak, kita kalau berusaha itu kan tidak 
tahu bakal untung ya, sedangkan smoothing ini memastikan, atau 
dengan kata lain memberikan kepastian laba itu akan begini dan begitu 
ya supaya terlihat smooth. Tapi memang kemudian jangan diartikan 
seperti orang jabbariyah ya yang memandang ‘bahwa sesuatu yang 
terjadi terjadilah’ namun tetap harus prepare misalkan membentuk 
cadangan, itu harus ada perhitungan, dalam artian expected risk dan 
expected risk ini harus dihitung tapi tidak untuk smoothing, tapi untuk 
prepare, dan berjaga-jaga”. 
Peneliti    : “Kalau misalkan cadangan yang dibentuk itu sesuai dengan fatwa DSN 
No. 87  untuk berjaga-jaga seperti kata Ibu barusan itu bagaimana 
tanggapan ibu?” 
Informan  : “Jadi contoh begini ya, ini yang terjadi di praktik yang saya lakukan di 





anggota itu diikutkan asuransi tertentu, nah kita bayar premi, ternyata 
meskipun syariah –ya mohon maaf- masih mirip-mirip juga sama 
konvensional, nah kemudian jika ada klaim dampaknya adalah 
klaimnya tidak mudah untuk dicairkan dan ada saja kekurangan data 
dan lain-lain, padahal ini jumlahnya kecil dibandingkan dengan premi 
yang kita bayarkan, terus mereka memberikan cashback sebagai 
hadiah, inikan akadnya apa? Tidak jelas. Akhirnya kesepakatan dari 
anggota, kita membentuk dana cadangan sendiri, yang jumlahnya tidak 
terlalu besar yaitu 0,05% dari setiap pembiayaan itu. Kita jadikan akun 
tersendiri yang namanya cadangan, kemudian ketika ada anggota yang 
baru 2-3 kali mengangsur kemudian meninggal, nah untuk kerugian ini 
kalau tidak ada asuransi biasanya dialihkan kepada ahli waris, nah 
disini letak saling membantunya, ta’awun ‘alal birri wattaqwa, jadi 
diminta untuk para anggota tadi sebagai wujud pertanggungjawaban 
bersama sesama anggota, sehingga kalau ada anggota yang meninggal 
maka kerugiannya diambilkan dari dana cadangan tadi. Ya tentunya 
sudah tidak dipisahkan ini cadangannya siapa-siapa, kan itu punya 
seluruh anggota yang ditujukan untuk menolong sesama anggota dan 
bahkan kalau perlu ahli warisnya itu mendapatkan santunan dari kita. 
Itu kan juga kita hitung, maksudnya hitung disini kan begini, mati itu 
kan pasti, dan waktunya hanya Allah yang tahu, kita sebagai manusia 
melakukan hal sesuai kapasitas kita, misal kita kan punya statistik 





tapi ini kita apa adanya dan diharapkan anggota-anggota yang 
mencadangkannya itu ikhlas, angsurannya sudah selesai tapi risiko 
tidak terjadi maka ya sudah harus diikhlaskan untuk berjaga-jaga”. 
Peneliti    : “Bagaimana pandangan Ibu mengenai penjaminan pengembalian modal 
khususnya pada akad investasi dalam hal ini mudharabah?” 
Informan  : “Kalau mengenai penjaminan pengembalian modal tentu ada 
legalitasnya, silakan mbaknya mengacu pada DSN MUI no.105/DSN-
MUI/X/2016, namun perlu dipahami ya, habit dari masyarakat kita 
yang memang sebagai pelaku ekonomi rasional tidak akan mau uang 
tabungannya berkurang, itu wajar sekali, sehingga akan menjadi masuk 
akal jika dari pihak LKS memberikan kepastian kepada nasabah untuk 
pengembalian modalnya secara utuh, toh dalam fatwa dibolehkan kok, 
ini di luar konteks substansi akad mudharabahnya ya.” 
Peneliti    : “Selain mengenai premi asuransi seperti penjelasan sebelumnya adakah 
yang masih tidak bisa lepas dari baying-bayang praktik konvensional?” 
Informan  : “Saya rasa itu ya menurut saya, misalnya ada hadiah diberikan oleh 
bank kami tidak mau diberikan dalam bentuk uang harus dengan 
barang, kemudian nisbah bagi hasil dengan bank misalkan kami 
menyimpan uang tersebut di bank syariah maka kita harus menyadari 
bahwa nisbah pada awal akad itu berdasarkan expected return bukan 
realnya, kan pasti bank menyodorkan proyeksi yang berhubungan 
dengan expected return tadi, maka kita harus sadar itu hanya proyeksi 





kesadaran itu kan tidak ada di masing-masing orang dan berharap apa 
yang ditabung/disimpan itu tidak berkurang, padahal kan logikanya, 
siapa yang menjamin bank itu selalu untung? Nah Kemudian masalah 
nisbah bagi hasil, nisbahnya itu dibandingkan dengan equivalent rate, 
nanti kan ketahuan hari-harinya itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi. 
Biasanya memang kalau dalam perbankan melakukan ini (analisis 
Equivalent Rate). Informasi imbal hasil equivalent rate perorang 
kemudian dibandingkan dengan imbal hasil yang diproyeksikan 
sebelumnya. Ketika nilai equivalent rate per orang lebih rendah dari 
imbal hasil yang diproyeksikan dengan mengacu (benchmarking) pada 
tingkat suku bunga pasar, maka bank syariah akan melakukan 
penyesuaian atas imbal hasil yang akan didistribusikan dengan 
memberikan bagian hak bank syariah untuk nasabah. Kemudian kalau 
saya memandang proyeksi ini boleh ya karena ini orientasinya masa 
lalu yang sudah terjadi dijadikan acuan untuk mengira-ngira, tapi nanti 
ketika eksekusi bagi hasil ya tetap mengacu pada hasil realnya, kan 
kalau konvensional proyeksi ini dijadikan sebagai acuan yang pasti 
ketika bagi hasil nanti beda sama syariah ini berdasarkan realnya”. 
Peneliti : “Statement ‘Income smoothing: Asal hukum adalah mubah sampai ada 
dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “Jadi begini ya, sejauh yang saya tahu DSN itu kan isinya para Ulama’ 
dan praktisi, kenyataan, di kita itu kan praktik itu lebih dulu ada 





kemudian jika dilihat sama para Ulama’ itu tidak ada praktik yang 
malanggar, maka dibuatlah fatwa untuk melegalkannya, tapi jika pada 
akhirnya di tengah jalan ada praktik yang menimbulkan pelanggaran, 
maka itu bisa dianulir, seperti dulu ada tentang gadai emas di bank itu 
awalnya ada fatwanya kemudian dianulir. Maka kalau kita lihat ya 
mbak baiknya Allah itu kan kalau hukum mengenai mu’amalah itu 
sangat luas sekali dan general seperti kaidah itu, yang detail itu kan 
masalah bagi-bagi misalnya waris. Rasul saja ketika diminta 
menentukan harga maka rasul menjawab ‘jangan biarkan saya ikut 
campur masalah penentuan harga’ ‘kan begitu.” 
Peneliti  : “Statement ‘Income smoothing: menghindari kerusakan diutamakan 
daripada mengambil manfaat’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “ ya saya setuju, jadi memang hal ini harus dihindari atai diminimalisir 
ya, kalau menurut pandangan saya ya memang pahit tapi harus 
dikatakan, bahwa hal ini membuka jalan kemadharatan, jadi kalau 
berani memang harus merubah sistem, itu sangat mungkin dilakukan, 
tinggal mau atau tidak, buktinya saya di koperasi ini, kalau masalah 
kecepatan penerapannya itu beda ya, pasti ada proses di situ, ada 
pendidikan, kemudian diterapkan sedikit demi sedikit, itu bukan hal 
yang mustahil dilakukan kok. Ini menjadi tantangan ya, tidak semudah 
mebalik telapak tangan ya”. 






Informan : “Gini ya mbak, income smoothing ini kan manajemen laba, lah saya itu 
gak ngerti kenapa laba yang harus dimanage yang dimanage kan 
harusnya usahanya, yang saya tahu kan kalau dalam islam kita diajari 
untuk ikhtiar, tawakkal, dan ikhlas, ikhtiarnya ini kan berusaha, kerja 
keras, dan lain-lain, kemudian ketika hasilnya sudah ada  maka kita 
harus ikhlas, kalau laba itu ikhtiar apa hasil? Hasil kan? Jadi harus 
ikhlas. Ya memang tidak serta merta mudah untuk merubah mind set 
dari konvensional ke syariah, tapi saya memandangnya sebagai 
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Peneliti    : “Bagaimana pandangan informan terhadap income smoothing secara 
umum?” 
Informan : “Kalau dihubungkan dengan perilaku manajer maka praktik income 
smoothing ini secara garis besar di bagi dua yaitu pertama, income 
smoothing merupakan perilaku oportunis jika dilakukan untuk 
kepentingan diri sendiri dan memanipulasi laporan keuangan, Kedua, 
income smoothing merupakan perilaku realistis jika dilakukan untuk 
kepentingan keberlangsungan perusahaan, praktik income smoothing 
ini menurut saya sah-sah saja dilakukan selama itu tidak menyebabkan 
kesalahan informasi bagi pengguna laporan keuangan dan tetap patuh 
terhadap regulasi dan PSAK yang berlaku di Indonesia”. 
Peneliti    : “Jadi menurut anda praktik income smoothing ini termasuk realistis ya?” 
Informan : “ya, begini saja ya mbak, bayangkan saja ketika kegiatan operasi 
perusahaan dari tahun ke tahun yang cenderung berfluktuasi dengan 
sangat tajam tanpa adanya pertaaan laba. Harga saham akan 
berfluktuasi secara tajam sejalan dengan kinerja yang berfluktuasi 
tajam, akhirnya hal tersebut berdampak pada IPO (Initial Public 
Offering) sahamnya tidak laku/kurang menarik. Pertimbangan-
pertimbangan inilah yang membuat perataan laba ini jadi realistis jika 
dipraktikkan”. 





Informan : “Jenis income smoothing sendiri ada banyak jenisnya tergantung dari 
dimensi mana kita melihatnya, secara garis besar menurut Dascher dan 
Malcom, nanti bisa dibaca ya di situ, ada yang namanya real smoothing 
dan artificial smoothing”. 
Peneliti    : “Aturan dan dasar hukum mengenai income smoothing? bagaimana dan 
jelaskan?” 
Informan : “Praktik ini bisa merujuk pada PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan 
Keuangan, disitu bisa dilihat bahwa penacatatan akuntansi di Indonesia 
menggunakan accrual basis. Implikasi dari adanya accrual basis ini ya 
tadi, perusahaan bisa mengakui apa yang belum terjadi realnya, atau 
menangguhkan apa yang seharusnya sudah terjadi. Kan dalam PSAK 1 
disebutkan bahwa basis pencatatan akuntansi menggunakan accrual 
basis yang kemudian hal ini menjadi rasional jika manajemen 
menangguhkan beban-beban yang sebenarnya sudah terjadi, mengganti 
metode pencatatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan waktu 
pengakuan dan metode-metode pencatatan dalam akuntansi yang 
nantinya akan berdampak pada tingkat laba yang dilaporkan sesuai 
dengan yang diinginkan, nanti mengenai teknik nya, dalam hal ini apa 
saja yang ditangguhkan atau segera diakui ini berhubungan langsung 
dengan motivasi manajemen melakukannya. Bisa saja karena motivasi 
bonus, politik, atau pajak. ” 
Peneliti    : “Apakah perusahaan anda menerapkan income smoothing?” 





perataan laba ya, yang jelas dan dapat saya pastikan bahwa pihak 
manajemen membuat beban-beban sepanjang tahun tidak berfluktuasi 
dan cenderung flat dengan cara mengalokasikan (beban) ke bulan/tahun 
berikutnya jika memang terlalu tinggi, dan sebaliknya”. 
Peneliti    : “Apakah perusahaan anda mebentuk suatu cadangan untuk memitigasi 
risiko usaha?” 
Informan : “ Ya memang ada kemungkinan (perusahaan membentuk cadangan) 
untuk mitigasi ketika terjadi kerugian. Rasionalitas dari pemegang 
saham kan dia akan menyimpan/investasi uang di perusahaan yang 
kinerjanya bagus, dari mana tercerminnya? Yang paling gampang dari 
laba mengenai ini (pembentukan cadangan) bisa merujuk pada PSAK 
55 Mengenai Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 
2014) dan peraturan perbankan mengenai Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai.” 
Peneliti   : “Bagaimana tekniknya?” 
Informan : “Mengenai Teknik ini merupakan wewenang dari pusat dan kami tidak 
ada wewenang di ranah itu” 
Peneliti   : “Bagaimana Desain penerapan income smoothing atau manajemen laba 
yang tidak akan menimbulkan asimetri informasi?” 
Informan : “Transparansi yang diutamakan dan mengendalikan manajemen agar 
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Peneliti   : “Apakah entitas anda menerapkan manajemen laba? Jelaskan jenis 
manajemen laba yang diterapkan?” 
Informan  : “Ya, kami menerapkan. Income minimization (penurunan laba), ini 
merupakan proses rekayasa laporan keuangan agar laba tidak terlihat 
besar sebagaimana mestinya, bahkan cenderung dibuat merugi. 
Berbeda dengan Taking A Bath yang memiliki tujuan untuk melaverage 
KPI manajemen di masa yang akan datang”. 
Peneliti   : “Bagaimana teknisnya?” 
Informan  : “Ada tiga yang menjadi perhatian kami (1) memaksimalkan sektor 
pendapatan yang merupakan objek PPh Final (2) memaksimalkan 
beban CSR, penyusutan akan aset tidak berwujud, beban piutang tak 
tertagih, entertainment, Zakat, shodaqoh. (3) konversi laba ditahan 
menjadi deviden”. 
Peneliti   : “Apakah entitas anda menerapka income smoothing? Jelaskan jenis 
income smoothing yang diterapkan dan Bagaimana teknisnya?” 
Informan : “Tidak (menggunakan perataan laba), namun memang secara tidak 
langsung mengenai praktik income minimization ini berdampak pada 
pelaporan laba yang cenderung tidak berfluktuatif, karena tidak 
mungkin kami melaporkan laba pada tahun ini sekian, tinggi misalnya, 
kemudian tahun depan turun, untuk mengurangi pajak misalnya, ini 





kepatuhan pajak, mereka juga pasti bertanya-tanya,ada apa nih? jangan-
jangan ada indikasi mangkir pajak? Jadi secara tidak langsung ya saya 
katakan itu berpengaruh pada perataan laba juga.” 
Peneliti  : “Apakah entitas anda menganut prinsip-prinsip syariah/konvensional 
dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya? Bagaimana dan 
Jelaskan penerapan income smoothing dalam entitas syariah dan 
konvensional?” 
Informan   :“Menganut prinsip konvensional, mengenai teknis income smooting 
karena itu tadi PT kami secara langsung tidak mempraktikkan hal 
tersebut tapi secara kepentingan pajak kami menggunakan manajemen 
laba, kan kami juga menggunakan setting pengeluaran juga”. 
Peneliti   :“Dasar hukum apa yang diterapkan oleh entitas anda dalam penerapan 
income smoothing? (Fatwa/PSAK/Aturan Internal dll.) Bagaimana 
peraturan dan teknisnya?” 
Informan  : “Secara langsung kami tidak bisa mengatakan kami menerapkan PSAK 
tentang income smoothing ya, tapi kami mematuhi PSAK yang 
berhubungan dengan perpajakan dan tentu Peraturan pajak oleh 
pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak. Ada 2 poin penting ya: (1) dalam 
peraturan pajak, ada beban-beban yang tidak terkait dengan operasional 
namun dapat mengurangi income sehingga net income menjadi kecil 
seperti: Beban kerugian piutang, zakat, hibah, CSR dll. Perusahaan 
memang mengeluarkan uang untuk kegiatan sosial lebih besar daripada 





tidak lagi dikenakan PPH Badan. Laba atas PPH final dijadikan sebagai 
laba ditahan terlebih dahulu kemudian dikonversi menjadi deviden agar 
tidak terkena pajak deviden”. 
Peneliti   : “Menurut anda apakah praktik yang dilakukan dalam entitas anda sudah 
sesuai peraturan yang berlaku? Apakah sudah ideal dan cocok untuk 
diterapkan ataukah terdapat kendala-kendala tertentu? Bagaimana dan 
tolong dijelaskan?” 
Informan  : “Secara peraturan pajak sudah sesuai dengan aturan (lebih kepada tax 
planning), kendalanya adalah terkait kedisiplinan Owner dalam 
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Peneliti   : “Pada dasarnya apa yang dijadikan basis bagi hasil dalam akad 
mudharabah?” 
Informan : “Sebenarnya kan nasabah itu pengennya kalau nyimpan uang itu tidak 
berkurang, jadi pihak kami sampai saat ini masih menggunakan revenue 
sharing, bukan profit sharing. Profit sharing itu terlalu berisiko karena 
shahibul maal ikut menanggung biaya operasional juga, jadi disini kami 
ingin melindungi hak nasabah mengenai terjaminnya bagi hasilnya 
dengan tanpa perlu menanggung biaya operasional tadi” 
Peneliti   : “Dalam hal ini yaitu akad mudharabah, apakah lembaga anda 
memberikan jaminan pengembalian modal pada deposan sesuai dengan 
fatwa DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016?” 
Informan : “Sudah tentu karena kami merupakan lembaga yang berlabel syariah 
wajib dan harus patuh terhadap peraturan DSN MUI (DSN MUI 
no.105/DSN-MUI/X/2016), tapi yang menjadi perhatian utama dari 
penerapan fatwa ini adalah tujuan dari lembaga kami untuk 
menghindari risiko investasi akibat Displaced Commercial Risk 
(DCR)” 
Peneliti   : “Apakah LKS anda menerapkan income smoothing terhadap DPK? Dan 
jenis income smoothing apakah yang diterapkan? Bagaimana 
pengukuran dan pengungkapannya? 





hasil untuk nasabah dan juga pola perataannya dalam hal ini nisbah, 
waktu eksekusi pencadangan, dan bagaimana penginformasian 
terhadap nasabah itu bukan wewenang dari kantor cabang, sebagai 
pihak yang menduduki bank cabang tidak tahu menahu mengenai hal 
tersebut, karena semua data terpusat, ya. Wewenang kami di cabang ini 
hanya memasukkan data ke sistem terpusat dan kami menerima nilai 
bersih yang akan dibagihasilkan kepada nasabah. Kedua yang perlu 
diperhatikan, tapatnya regulator dalam hal ini BI dan OJK meminta dan 
memeriksa kesesuaian bagi hasil yang dilakukan bank, dengan 
mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 
salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 65/POJK.03/2016 
mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah”. 
Peneliti   : “Berdasarkan POJK tersebut berarti LKS anda menerapkan manajemen 
risiko investasi? Jelaskan dan bagaimana teknisnya?” 
Informan : “Kalau untuk mitigasi risiko investasi, ya kami melakukan itu, apalagi 
OJK mengharuskan untuk membuat profil risiko melalui peraturan 
POJK No. 65/ POJK.03/2016 tentang penilaian risiko tadi, dengan IRR. 
Cuma memang saya tidak bisa memastikan format pengisiannya apakah 
memang sesuai dengan format baku regulator atau hanya dari 
manajemen, tapi yang pasti kami mengisi itu sesuai sistem yang harus 
kami isi dari kantor pusat”. 





murni menghindari risiko investasi?” 
Informan : “ya, selain itu memang untuk saat ini isu-isu politik juga wajib menjadi 
perhatian, terutama yang menurut manajemen bisa menurunkan gairah 
investasi masyarakat, cara menyikapinya yaitu kami membidik nasabah 
prioritas dan memberikannya special nisbah untuk menarik gairah 
investasi mereka”. 
Peneliti   : “Bagaimana kriteria nasabah yang memperoleh special nisbah ini?” 
Informan :” Diatas 100 juta, kami memberikan spesial nisbah”. 
Peneliti   : “Apakah ketentuan ini sudah ditetapkan regulator?” 
Informan :”Setahu saya memang untuk menyikapi isu-isu sensitif ini kami menjaga 
persentase nisbah agar sesuai dengan harapan nasabah/deposan. Bukan 
tanpa dasar memang dari OJK mengaharuskan minimum modal yang 
harus kita jaga, makanya kami membidik nasabah prioritas tadi”. 
Peneliti   : “Apakah LKS anda membuat proyeksi atas kinerja yang berguna untuk 
memberikan gambaran bagi hasil ketika awal akad?” 
Informan :”Kalau mengenai proyeksi sendiri ya kami membuat, dan kami harus 
menyetorkannya kepada pusat plus isu-isu yang terjadi di wilayah kami, 
soalnya kan proyeksi yang kami buat ini akan dijadikan pertimbangan 
bagi manajemen pusat untuk menentukan tingkat nisbah bagi hasil nanti 
agar kompetitif”. 
Peneliti   : “Berdasarkan laporan tahunan tahun 2019 ini saya menemukan bahwa 
realita kinerja Bank Muamalat berada di bawah proyeksi yang dibuat, 





kepercayaan dalam tanda kuti ‘perusahaan baik-baik saja’ ? Apakah 
LKS membuat cadangan untuk menyesuaikan dengan equivalent rate 
tadi?” 
Informan :“Ya, kami membuat cadangan yang semacam itu, hal ini murni karena 
meminimalisir risiko investasi tadi agar kami bisa mempertahankan 
tingkat bagi hasil untuk nasabah agar kompetitif dengan konvensional 
dan mencegah aliran modal keluar dari beberapa nasabah tadi. Ini juga 
sepertinya masuk dalam profil risiko yang harus dibuat menurut 
peraturan OJK tadi, Cuma penyebutannya tidak PER seinget saya”. 
Peneliti   : “Bagaimana LKS mengungkapkan praktik ini dalam Laporan Keuangan 
sebagai bentuk transparansi?” 
Informan :“Kalau untuk transparansi sendiri, kami berusaha untuk secara gamblang 
menginformasikan apa saja yang diperlukan untuk pemegang 
kepentingan, investor pada khususnya, kami tidak mungkin 
mengingkari apa-apa yang sudah disepakati di awal akad ya mbak. 
Kami sebisa mungkin mengikuti aturan yang telah ditetapkan regulator 
dan dewan pengawas”. 
Peneliti   : “Kalau di Laporan Keuangan itu dilaporkan dimana ya pak kalau boleh 
tahu?” 
Informan :“Kalau secara khusus mengenai pencadangan tadi kami memang pure 
“tidak tahu” harus melaporkan dimana, tidak tahu ini dalam tanda kutip 
ya mbk, dalam artian memang regulator tidak mewajibkan 





cadangan ini dari laba bersih bukan dari pendapatan yang harus 
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Peneliti    : “Apakah Entitas anda menerapkan income smoothing?” 
Informan : “Jika yang dimaksud disini adalah perataan laba maka kami tidak 
melakukannya, tapi kalau hubungannya dengan memitigasi risiko 
investasi ya kami melakukan itu”. 
 Peneliti    : “Bagaimana teknis memitigasi risiko investasi yang anda maksud? 
Apakah anda membentuk dana cadangan?” 
Informan : “ Ya, di kami memang ada itu, atau biasa kami menyebutnya CKPN, 
dan wajib kami laporkan ke pusat, fungsinya memang untuk 
menghindari masalah kerugian akibat kredit yang gagal bayar, yang 
menyebabkan pada menurunnya kinerja keuangan kita di laporan 
keuangan”. 
Peneliti    : “Bagaimana pencatatan dalam akuntansinya?” 
Informan : “Akun kontra dari cadangan ini kan beban penurunan nilai asset, jadi 
otomatis semakin besar cadangan yang kita bentuk maka beban juga 
semakin besar, hubungannya sama laba jadi semakin kecil karena 
bersifat beban ini mengurangi laba ya”.  
Peneliti    : “Berapa besaran yang dicadangkan?” 
Informan : “Mengenai besarnya (pencadangan) ini pada dasarnya murni keakuratan 
estimasi dan catatan historical loss experience. Namun secara umum 
kami juga menggunakan aturan baku seperti ini, nilai tercatat asset 





yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari 
asset keuangan tersebut. Nanti kan ketemu tuh jumlah yang harus kita 
cadangkan, baru jumlah asetnya dikurangi dengan cadangan tersebut, 
dan kita laporkan sebagai laba/rugi”. 
Peneliti    : “Bagaimana ketentuan yang dibuat oleh entitas anda untuk menjaga agar 
semua praktik baik pencadangan dan manajemen laba itu seusai dengan 
regulasi yang ada?” 
Informan : “Kami membentuk tim itu dalam artian ada pengendalian internal juga, 
kemudian ada etika yang harus dipegang oleh masing-masing advisor 






Draf Wawancara Ulama’ di Bidang Fikih, Dr. Habib Segaf Bin Hasan 
Baharun, M.H.I., Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah 
Wadda’wah) dan Rektor Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah 
 
Peneliti     : “Secara umum pandangan fikih terhadap Income smoothing? 
Bagaimana dasar  hukum  dari sisi fikih mu’amalah? 
Informan : “ Jadi sebelum masuk kesitu ya, Ana masuk dulu ke akad syarikah dan 
qiradh (beliau menggunakan istilah qiradh untuk akad mudharabah, 
Red). Kalau syarikah itu kedua orang yang berusaha ikut bekerja kedua-
duanya, sedangkan kalau qiradh yang satu hanya sebagai investor dan 
tidak kerja sama sekali dan yang kedua yang bekerja. Salah satu yang 
menjadi syarat qiradh itu diantaranya, kesepakatan awal mengenai bagi 
hasil, missal 40:60 atau berapa-berapa, disini mungkin nanti yang 
menjadi faktor permasalahan dari tema yang Anti tulis, nah jadi yang 
ditahan itu tujuannya dari manajemen itu untuk misal tahun depan rugi 
dia masih tetap mengakui keuntungan, cuma kan masalahnya tanpa 
sepengetahuan investor padahal disini kan harus ada transparansi yang 
harus dikedepankan, nah kemudian dalam sebuah bagi hasil di awal 
akad itu tidak boleh disebutkan nominal tapi dengan persentase, misal 
bagi hasil 5% atau 20% dari keuntungan, nah ini kan nanti fluktuatif, 
nah ketika dibentuk cadangan dan menimbulkan ketidakjelasan ini kan 
berarti menyembunyikan informasi jika tidak dijelaskan kepada 
investor, nah hal semacam ini tidak diperbolehkan dalam islam karena 
dilakukan tanpa sepengetahuan investor. Kecuali kalau memang 





sekian persen dengan tujuan missal terjadi kerugian maka kita ambilkan 
dari cadangan itu’. Tapi tetap keuntungan yang dicadangkan itu harus 
terdata”. 
Peneliti   : “Bagaimana pandangan informan terhadap pencadangan yang dilakukan 
dengan persentase yang mengikuti pasar dalam artian berfluktuasi 
setiap tahun dalam penerapan income smooting?” 
Informan : “ Ini perlu dicermati apakah ini disepakatinya di awal atau tidak, jadi 
kan ada kaidah mu’amalah إنما البيع عن تراض nah an-taradin disini kan 
berarti harus jelas, transparansi itu harus dikedepankan, karena dalam 
islam itu kan tidak diperbolehkan memberikan jalan yang merugikan 
orang lain, coba Anti cari itu di mana saja tidak akan ada celah itu, jadi 
kalau memang kaidahnya seperti itu maka jangan sampai ada sesuatu 
yang tidak tampak. Tapi ada kaidah lain yang perlu Anti ketahui 
bahwasannya semua mu’amalah, apapun macamnya, selama bukan 
riba, selama bagiannya masing-masing itu sudah sampai kepada yang 
berhak, itu tidak dosa dan tidak ada tuntutan di akhirat nanti. Semua 
muamalat ya. Seperti jual beli online itu kan tidak ada serah terima 
tidak, ada tatap muka, tapi jika nanti dia sepakat dengan harga dan jenis 
barang yang dipampang di online tadi, maka dia hanya berdosa di awal 
saja karena melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tapi 
menggunakan barang yang dibeli dan menggunakan uang yang didapat 
dari berjualan online itu tidak apa-apa, tapi memang jual beli yang 





sesuai dengan di gambar atau ada penipuan dan lain-lain maka ya 
seperti itu kalau dilakukan tidak sesuai dengan syariah. Tapi kan dengan 
kondisi zaman yang seperti ini mau gak mau memang kita digiring 
kesana. Kalau sesuai islam pasti tidak konsekuensi yang ditanggung 
seperti tadi itu”. 
Peneliti    : “Statement ‘Income smoothing: menghindari kerusakan diutamakan 
daripada mengambil manfaat’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “Kalau dalam pandangan Ana itu lebih banyak madharatnya, karena itu 
kan kaitan dengan haknya orang lain, kan salah satu permasalahan 
dalam penelitian Anti ini kan menyimpan haknya orang lain, yang 
berkemungkinan ke depannya ini, kalau dia tidak amanah bisa 
menggunakannya tanpa sepengetahuan si pemilik dana, membuka celah 
gitu ya, itu ya yang harus jadi sorotan dari tema ini. Ini sudah termasuk 
mafasid, karena yang menjalankan (mengelola) dana ada kemungkinan 
berdosa jika ada peluang (untuk menyalahgunakannya), kalau dari sisi 
investornya mungkin tidak menjadi masalah ya mungkin, tapi kalau 
kemudian dia tahu haknya digunakan (untuk dicadangkan tadi) maka 
akan sama-sama merasa dirugikan, jadi lebih baik praktik semacam itu 
ditinggalkan untuk menghindari kerusakan”. 
Peneliti : “Statement ‘Income smoothing: Asal hukum adalah mubah sampai ada 
dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “Nah kalau untuk urusan ini yang dijadikan dasar adalah haram itu jelas, 





jelas tidak haramnya? Jelas tidak halalnya? Kalau tidak jelas maka 
syubhat, makanya disisni itu harus disebutkan di awal akad dan 
diperjelas mengenai kesepakatannya bagaimana, nah diperjelasnya di 
sini harus disebutkan itu berapa yang dicadangkan harus dengan 
nominal menurut saya tidak cukup hanya dengan persentase, tapi kalau 
keuntungan itu harus dengan persentase karena kan sifatnya tidak jelas 
dan tidak pasti, sedangkan pencadangan ini kan sudah jelas diambilkan 
dari laba yang didapatkan saat itu maka harus disebutkan nominal. Ini 
yang perlu digarisbawahi jika memang mau diekspansi dengan cara 
islam”. 
Peneliti    : “Bagaimana desain penerapan Income smoothing yang ideal dan sesuai 
syariah?” 
Informan : “Harus Transparan dan disepakati di awal akad ya antara orang-orang 
yang berakad, kemudian tadi itu jumlah yang dicadangkan disepakati 
antara investor dengan pengelola dana dalam bentuk nominal soalnya 
sudah bersifat jelas dalam artian sudah terjadi keuntungannya, berbeda 
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Peneliti   : “Bagaimana aturan dan dasar hukum  akuntansi syariah terhadap Income 
smoothing?” 
Informan : “ Kalau dari kacamata syariah sudah tentu kita diwajibkan berpegang 
teguh pada hukum Allah dengan kata lain dalam bermu’amalah harus 
berpegang teguh pada Alqur’an dan Hadits. Menurut saya dan 
pengetahuan saya ya, Income smoothing ini berarti mempermainkan 
pendapatan/laba, nah laba yang seharusnya diakui sebagai keuntungan 
yang harus dibagi tapi malah ditahan tanpa seizin dari pemilik 
dana/nasabah, sudah jelas disini berarti ada ketidakjujuran, sedangkan 
dalam islam kejujuran dalam bermu’amalah itu adalah wajib. Jadi 
menurut saya hal tersebut tidak diperbolehkan jika nilai-nilai 
syariahnya dikesampingkan.” 
Peneliti     : “Secara umum pandangan fikih terhadap Income smoothing? 
Bagaimana dasar  hukum  dari sisi fikih mu’amalah? 
Informan : “Secara umum memang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan bahwa 
Income smoothing itu haram, Allah dalam Alqur’an hanya berfirman 
bahwa sesuatu yang Halal itu Jelas dan seusatu yang Haram itu Jelas, 
yang berada di antaranya maka Syubhat. Namun kita harus bijaksana 
dalam mengambil suatu hukum dari suatu praktik yang tidak ada di 
zaman nabi, seperti income smoothing ini, jika di dalamnya dirasa 





sudah pasti Haram.” 
Peneliti    : “Statement ‘Income smoothing mengandung tadlis dan gharar’ 
Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan  : “Sangat setuju, tadlis ini kan menutup-nutupi sedangkan gharar ini kan 
berarti samar atau tidak jelas transaksinya. Kalau dihubungkan dengan 
income smoothing ini jelas menutup-nutupi informasi yang sebenarnya, 
nah ini bisa dikategorikan tadlis. Mengenai penahanan laba untuk 
pencadangan ini diukur berdasarkan apa dan akad sama nasabahnya 
bagaimana? Kan tidak jelas, maka menurut saya pribadi setuju income 
smoothing ini mengandung gharar”. 
Peneliti : “Statement ‘Income smoothing: Asal hukum adalah mubah sampai ada 
dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “Ini bersifat ‘aam ya, Dik kaidahnya. Jadi menurut saya pribadi, kembali 
kepada dalil bahwa yang Halal itu Jelas dan Haram itu Jelas, diantara 
keduanya adalah syubhat. Syubhat ini kan samar-samar, tidak jelas”. 
Peneliti    : “Statement ‘Income smoothing: menghindari kerusakan diutamakan 
daripada mengambil manfaat’ Setuju/Tidak Setuju?” 
Informan : “Sangat setuju”. 
Peneliti    : “Bagaimana pandangan informan terhadap dilema pengambilan hukum 
tentang Income smoothing?” 
Informan : “Secara umum saya melihat banyak madharat di dalamnya jadi saya 
setuju jika pelaporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan 





apakah keuntungan/kerugian itu besar atau kecil. Jika semua saling 
transparan sudah tentu pihak-pihak yang terlibat akan saling ridho dan 
tercapai keberkahan dalam bisnis”. 
Peneliti    : “Melihat fenomena yang ada apakah penerapan Income smoothing 
dalam praktik sudah sesuai syariah?” 
Informan : “Untuk saat ini jujur Saya belum survei banyak dilakukan dalam praktik 
sekarang bagaimana. Yang jelas jika hak-hak dari nasabah/pemilik dana 
dan manajemen ada yang tidak terpenuhi dan menimbulkan ketidak-
ridhaan didalamnya sudah tentu Income smoothing dalam hal ini masuk 
dalam kategori yang tidak boleh”. 
Peneliti    : “Bagaimana desain penerapan Income smoothing yang ideal dan sesuai 
syariah?” 
Informan : “Kejujuran, amanah, transparansi, dan perbaiki niat dalam diri untuk 
bermu’amalah dengan Allah. Itu yang paling diutamakan. Self 
upgrading dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk 
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